LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.DARSONO PACITAN.

I. CONTOH FORMAT PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BLUD RSUD

A. PROSES PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
1.Ringkasan RBA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1}
2
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

ANGGARAN {3)
No Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
PENDAPATAN
Jasa Layanan
Hibah
Hasil Kerjasama
APBD
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah
Jumlah
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Lam-lain
Jumlah
BELANJA MODAL
Belanja tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irnigas: dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset lainnya

Jumlah

SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Anggaran (SILPA) Tahun
Anggaran Sebelumnya
Divestasi
Penerimaan Utang/Pmjaman

Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran Pokok Utang/Pijaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA/S1KPA)

Nilai Ambang Batas Sebesar Rp , 20 (6)
(5) Pimpman Badan layanan Umum Daerah (ttd)

(nama lengkap)
NIP
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Petunjuk pengisian Formulir Ringkasan RBA BLUD (Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan)
1) Dusi dengan provinsi/kabupaten/kota
2) Dusi dengan nama BLUD
3) Dusi Tahun Anggaran
4) Pengisian kolom
a) Kolom 1, dusi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan
b} Kolom 2, dusi dengan uraian/pendapatan/belanja/pembiayaan

1 pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan

selanjutnya duokuti dengan uraian jenis pendapatan diterima
oleh BLUD,

belanja diawali dengan pencantuman uralan belanja
selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja
operaslt dan belanja modal Dalam kelompok belanja operasi
dwuraikan ke jenis-jenis belanja dan dalam kelompok belanja
modal diuraikan ke jenis-jenis belanja, dan

untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selnajutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penermmaan dan pengeluaran pembiayaan Diam
kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Dalam kelompok
penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan, dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan

¢) Kolom 3, dust dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan
5) Dusi dengan nilai ambang batas total belanja
6) Dusi tanggal, bulan dan tahun

2. Rincian RBA
a) Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)

2)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PE?NDAPATAN BELANJA DAN PERIBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 3)
No Uraian Jumlah (Rp)
1 (4 2 B 3 ©)
PENDAPATAN
Jasa layanan

Dst

Hibah

Dst

Hasil Kerjasama

Dst

APBD

Dst

Lain-lain Pendapatan BLUD Yan Sah

Dst

BELANJA

BELANJA OPERASI
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Belanja Pegawai

a

b

C

Dst

Belanja Barang dan Jasa

a

b

C

Dst

Belanja Bunga

a

b

[

Dst

Belanja Lain lamn

a

b

C

Dst

BELANJA MODAL

Belanja tanah

a

b

C

Dst

Belanja Peralatan dan Mesin

a.

b

C

Dst

Belanja Gedung dan Bangunan

a

b
c
Dst
Belanja Jalan, Ingas: dan Jaringan
a
b
C
Dst
Belanja Aset Tetap Lainnya
a
b
c
Dst
Belanja Aset Lainnya
a
b
c
Dst
Jumlah
Surplus/Defisit
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA Tahun Anggaran
Sebelumnya

Divestast

Penerimmaan Utang/Pimjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran
tahun berkenaan (SiLPA/S1KPA)

Nilai1 Ambang Batas Sebesar , 20 (8
Rp (7) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)
{Nama lengkap)
NIP
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Petunjuk pengisian Formulir RBA BLUD (Pendapatan, Belanja,

Pembiayaan)

1) Dusi dengan provinsi/kabupaten/kota

2) Dusi dengan nama BLUD

3) Dusi tahun anggaran

4) Pengisian Kolom 1, dusi dengan nomor urut pendapatan, belanja,
pembiayaan

5) Kolom 2, dus1 dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan

a pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya dunkuti dengan uraian kelompok, jenis, objek dan
rnclan pendapatan diterima oleh BLUD,

b belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja
selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja
operast dan belanja modal Dalam kelompok belanja operasi
dwuraikan kelompok, jenis, objek dan nncian objek belanja
Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis,
objek dan rincian objek belanja, dan

¢ untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

6) Kolom 3, dusi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan

7) Dusi dengan nilai besaran ambang batas total belanja

8) Dusidengan tanggal, bulan dan tahun
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b)

Rincian Anggaran Pendapatan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)
(2)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (3)

No Uraian Jumlah (Rp)
1 @ 2 (5) 3 (6)
PENDAPATAN
Jasa Layanan
a

b

Dst

Hibah

a

b

Dst

Hasil Kerjasama

a

b

C

Dst

APBD

a

b

Dst

Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

a

b

Dst

JUMLAH
: 20 @
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)

(nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian formulir RBA pendapatan

1) Dusi dengan provinsi/kabupaten/kota

2) Dusi dengan nama BLUD

3) Dusi tahun anggaran yang direncanakan

4) Pengisian kolom 1, dus1 dengan nomor urut pertama
5) Pengisian kolom 2, sebagai bertkut

a kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama,

b untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenmis-jenis
pendapatan berkenaan Jenis-jenis pendapatan yang termasuk
kelompok pendapatan seperti jasa layanan, dan

¢ untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya
diuraikan objek pendapatan berkenaan Demuikian halnya dengan
penguraian kelompok dan jenis dar1 pendapatan yang lain

6) Pengisian kolom tiga

a pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan
jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan
yang dicantumkan dalam kolom uraian,

b jumlah menurut kelompok pendapatan dusi1 dengan yjumlah hasil
penjumlahan darn seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan,
dan

¢ jumlah menurut Jenis pendapatan dusi dengan jumlah hasil
penjumlahan dar seluruh jumlah objek pendapatan berkenaan

7) Dusi tanggal, bulan dan tahun
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c) Rincian Belanja
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)
(2)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN (3)

Sumber Dana

Lamn-lain
IPendapatan BLUD,
yang Sah

Jumlah (RP)

No Uraian Jasa Layanan Hibah | Hasil Kerjasama SILPA APBD

1 2 (5 3 (6 4 (7
@) © ©)

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

a

b

Dst

Belanja Barang dan Jasa

a

b

Dst

Belanja Bunga

a

b

Dst

Belanja Lain-lain

a

b

Dst

Belanja Jalan, Ingas1 dan
Jaringan

a

b

35




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)

(2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN (3)
Sumber Dana
Uralan Hasil Lain-lain
No Jasa Layanan Hibah Kerjasama Pendapatan SILPA APBD Jumlsh (RP)
BLUD yang Sah
1 4 2 (5) 3 (6) 4 (7)

Belanja Aset Tetap lainnya
a
b
Dst
Belanja Aset Lainnya
a
b
Dst

Jumlah

Nilaxr Ambang Batas Sebesar Rp (8) , 20 9)
Pinpman Badan Layanan umum Daerah
(ttd)
(Nama Lengkap)

NIP
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Petunjuk Pengisian Formulir RBA Belanja

1)
2)
3)
4)
9)

6)

7)

8)
9)

Dus1 nama provinsi, kabupaten/kota

Dus1 dengan nama BLUD

Diis1 dengan tahun anggaran yang direncanakan

Pengisian kolom satu, dusi dengan nomor urut belanja

Pengisian kolom dua, sebagai berikut

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan

belanja yakni uraian belanja Selanjutnya untuk menguraikan lebih

lanjut belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kal

dicantumkan adalah belanja operasi, kemudian dukuti dengan

masing-masing jenis belanja operasi, rincian objek belanja operasi

Setelah menguraikan belanja operasi, Langkah selanjutnya adalah

menguraikan belanja modal mulai dan jenis belanja modal, dengan

masing-masing objek belanja modal dan rincian objek belanja modal

Pengisian kolom tiga, sebaga1 berikut

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan

rincian objek, dan setiap objek belanja dibuat berdasarkan sumber

pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud Sumber pendanaan

objek belanja dimaksud berasal dam jasa layanan, Hibah, hasil

Kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, APBD dan SILPA

tahun sebelumnya

Pengisian kolom empat, sebagai berikut

a pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan
jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan
rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian,

b jumlah menurut kelompok belanja dus: dengan jumlah hasil
penjumlahan darn seluruh jumlah jenis belanja berkenaan, dan

¢ jJumlah menurut jenis belanja dunst dengan jumlah hasil
penjumlahan dar seluruh jumlah objek belanja berkenaan

Dusi dengan besaran ambang batas total belanja

Dusit dengan, tanggal, bulan dan tahun
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d) Rincian Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)

(2)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN (3)
No Uraian Jumlah (Rp}
1 @@ 2 {5 3 (6)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Permtungan Anggaran {SILPA)
Tahun Anggaran Sebelumnya
Divestasi
Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investas:
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
Jumlah
Pembiayaan Netto
Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA/SIKPA)
Nilax Ambang Batas Sebesar Rp , 20 (8)
(7) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)
(Nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian formula RBA pembiayaan

Dus1 dengan provinsi/kabupaten/kota

Dusi dengan nama BLUD

Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
Pengisian kolom 1, dusi dengan nomor urut pembiayaan
Pengisian kolom 2, sebagai berikut

a Penerimaan pembiayaan

1)
2)
3)
4)
9)

1

uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih
lanjut penerimaan pembilayaan yaitu uralan penerimaan
pembiayaan,

selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan
berkenaan, seperti pengguna sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan
utang/pmjaman merupakan jenis penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan, dan
untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuratkan objek penerimaan
pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan
pembiayaan berkenaan

b Pengeluaran Pembiayaan
1 uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih

lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran
pembiayaan,

selanjutnya diuratkan jenis jenis pengeluaran pembiayaan
yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
berkenaan, seperti 1nvestast dan pembayaran pokok
utang/pmmjaman, dan
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6)

7)
8)

3 untuk masing masing jenis pengeluaran pembiayaan yang
dicantumkan selamjutnya diuraikan objek pengeluaran
pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran
pembiayaan berkenaan

Pengisian kolom 3, sebagai berikut

a pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan
jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang
dicantumkan dalam kolom uraian, dan

b jumlah menurut jenis pembiayaan dusi dengan jumlah hasil
penjumlahan darn seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan

Dusi dengan nilai ambang batas

Dus1 dengan, bulan dan tahun

RBA Belanja per kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)
(2)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN (3)

Program

4)

Kegiatan

(5)

Sub Kegiatan

6)

Sumber Dana

(7

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Indikator

Tolok Ukur ©)

Kinerja (8) Target Kinerja

Capaian
Program

Masukan

Keluaran

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

RENCANA

KODE PERHITUNGAN

REKENING
(11)

(13)
JUMLAH
HARGA

(Rp)
VOLUME SATUAN

(14)

URAIAN  (12)

SATUAN

1 2 3 4 5 6

JUMLAH (Rp

(15)

Nilaa
sebesar Rp

batas 20 (17)

Pimpiman Badan Layanan Umum Daerah

ambang
(16)

(ttd)

(nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian Formulir RBA Belanja per Kegiatan

1)
2)
3)
4)

Dusi dengan nama provinsli, kabupaten/kota

Dus1 dengan nama BLUD

Dus! dengan tahun anggaran yang direncanakan

Program dusit nama program dar kegiatan BLUD yang berkenaan
sesua1 ketentuan peraturan perundang undangan pada sektor yang
terkait tugas dan fungst BLUD Program, sendiri merupakan
instrumen kebyakan yang berisi dar satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan atau kegiatan masyarakat untuk dikoordinasikan oleh
BLUD untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan
untuk memperoleh alokas: anggaran
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5) Kegiatan dusi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait
tugas dan fungs:1 BLUD
Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran
atau hasil tertentu yang dunginkan dengan memanfaatkan sumber
daya yang tersedia

6) Sub kegiatan dusi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan
sesual ketentuan perundang undangan pada sektor yang terkait
tugas dan fungs1 BLUD Sub kegiatan merupakan tindakan yang
akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan
untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia

7) Sumber dana dusi dengan jenis sumber dana yang digunakan yaitu
pendapatan BLUD/pendapatan APBD/SILPA tahun sebelumnya

8) Pengisian kolom tolok ukur kinerja, sebagai berikut,

a capalan program uraian sasaran/cakupan objek yang menjad:
target,

b masukan dusi dengan uraian masukan yang diperlukan agar
keglatan dapat terlaksana, misalnya jumlah dana yang
dibutuhkan, dan

¢ keluaran dusi dengan uraian jumlah konkret hasil darn
pelaksanaan kegiatan

9) Pengisian target kinerja, sebagai berikut
a target capaian program, dusi dengan jumlah sasaran/cakupan

objek yang menjad target,

b target masukan dusi dengan jumlah anggaran yang diperlukan
agar kegiatan dapat terlaksana, misalnya Rp 50 000 000,00 (hma
puluh juta rupiah), dan

c target keluaran dusi dengan jumlah konkrit hasil dan
pelaksanaan kegiatan

10) Pengisian kelompok sasaran kegiatan dusi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran

11) Pengistan kode rekening dusi dengan kodefikasi berbasis
Permendagrn 90/2019 dan pemutakhirannya yang disesuaiakan
dengan kebutuhan BLUD

12) Pengisian uraian kode rekening dust dengan nomenklatur berbasis
Permendagr: 90/2019 pemutakhirannya yang disesuaiakan dengan
kebutuhan BLUD

13) Pengisian rencana perhitungan dilakukan dengan kebutuhan BLUD,
sebagai berikut
a volume dusi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

orang/pegawai dan barang,

b satuan dusi dengan satuan hitung dan target rincian objek yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/har1 /bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran 1s1 dan sebagainya, dan

¢ harga dus1 dengan harga satuan dapat berupa tanff, harga,
tingkat suku bunga, nilai kurs

14) Pengisian jumlah (Rp) dusi dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan

15) Pengisian jumlah (Rp) dust dengan penjumlahan dar1 hasil pengisian
Jumlah nomor 12)

16) Dus1 dengan nila1 ambang batas total belanja

17) Dust dengan tanggal, bulan dan tahun
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3. Ambang Batas
Contoh Perhitungan Ambang Batas

SELISIH

NO TAHUN ANGGARAN REALISASI/PROGNOSA 7o 7

1 2 3 4 5 6

1 (20xx-2) 5000 7 000 2 000 40
2 (20xx-11 9 000 11 000 3 000 33,33
3 (20xx%) 11 000 15 000 4000 36,36
JUMLAH 109,69

Berdasarkan tabel diatas, terdapat besaran ambang batas RBA tahun
anggaran (20xx+1) = (109,69 3) = 36,63% dan rencana biaya yang
bersumber darn pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil
kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah Tahun Anggaran
(20xx+1) Untuk 1tu, apabila rencana belanja bersumber dan pendapatan
jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dan lain-lain pendapatan
BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20xx+1), misal diperkirakan
Rp 13 000 000 000,- maka besaran ambang batas 36,56% x
Rp 13 000 000 000 = Rp 4 752 800 000

Dengan demikian, apabila realisasi belanja BLUD masih dibawah
(Rp 13 000 000 000 + Rp 4 752 800 000) = Rp 17 752 800 000

BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut
setelah mendapatkan persetujuan dann Bupati terlebth dahulu dan
dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati
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B. FORMAT KONVERSI RBA KE RKA
1) RKA Pendapatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT Formulir RKA-
DAERAH Pendapatan
Provinsi/ Kabupaten /Kota* (1)
Tahun Anggaran 2)
Organisast X-XX X-XX X XX XX (3)
Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Urazan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan | Tanf/Harga
1 4 2 (9 3 (6) 4 (7 5 (8 6 =(3x5)
©)
4 Pendapatan
411 PAD
411 4 Lain-lain PAD
yang sah
411] 4 | xx Pendapatan
BLUD
411| 4 | xx | xx | Pendapatan
BLUD
4|11} 4 | xx | xx | Pendapatan
BLUD
Jumlah
) 20 (10)
Kepala SKPD**
(ttd)™* (11)
(nama lengkap)
NIP
Keterangan (12)
Tanggal pembahasan
1
2
dst
*coret yang tidak perlu
**narasi diganti1 dengan atas nama Kepala SKPD
***ditandatangan: oleh Pemumpimn BLUD untuk Rumah Sakit Daerah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah {13)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

dst

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-SKPD Pendapatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Provinsi/kabupaten/kota dus1 dengan nama provinsi/kabupaten /kota
Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
Organisast dusi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama
SKPD

Kolom I (kode rekening) dusi dengan kode rekening akun kelompok,
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan

Kolom 2 (uraian) dusi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan

Kolom 3 (volume) dusi1 dengan jumlah target dar1 rnncian
obyek pendapatan

Kolom 4 (satuan) dus: dengan satuan hitung dan target rincian objek
yang direncanakan

Kolom 5 (tarif/harga) dusi dengan besaran satuan pendapatan
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9) Kolom 6 (jumlah) dus1 dengan jumlah pendapatan yang direncanakan
menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan Jumlah
pendapatan dar1 setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5

10) Dus1 tanggal, bulan, dan tahun

11) Formulir RKA-Pendapatan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan

12) Keterangan dusi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Pendapatan
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Apabila terdapat catatan dar
hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemenntah Daerah untuk
mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam barns
catatan hasil pembahasan

13) Seluruh anggota tim anggaran Pemerintah Daerah menandatangan:

formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas yang dilengkap: dengan
nama, NIP dan jabatan

2. RKA Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH Formulir
Provinsi/Kabupaten/Kota*) (1) RKA - Rincian Belanja
Tahun Anggaran 2
Urusan Pemenntahan x (3)

Bidang Urusan XXX 4)

Program X XX XX (5)

Sasaran Program {unpact) 6)

Capatan Program (outcome) (71

Kegiatan X XXXX.XX 8)

Organisast X XX XX XX X-XX XX 9)

Unit Organisasi X XX XX XX X~-XX XX XX (10)

Jumlah Tahun n-1 Rp ( ) (1Y

Jumlah Tahun n Rp ( ) (12)

Jumlah Tahun n+1 Rp ( } (13}

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (14)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan (15)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan X XX XX XX XX l (16)
Sumber Dana {17) Lokast* (Provinsi sampai Kecamatan,
Sub Keluaran (18) Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan
Waktu (19)
Keterangan (20)
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan Satuan
1 (21) 2 (22) 3 (23) 4 (24 5 {25 6=3x5 (26)
5 1 1 Belanja Pegawai
5 1 1 XX Belanja Pegawai
BLUD
5 1 1 XX XX Belanja Pegawat
BLUD
5 1 1 bod XX xx | Belanja Pegawai
BLUD
5 1 2 Belanja Barang
dan Jasa
5 1 2 XX Belanja Barang
dan Jasa BLUD
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5 1 2 XX XX Belanja Barang
dan Jasa BLUD

5 1 2 bod xx xx | Belanja Barang
dan Jasa BLUD

5 1 3 Belanja Modal
Tanah

5 1 3 XX Belanja Modal
Tanah BLUD

5 1 3 XX XX Belanja Modal
Tanah BLUD

5 1 3 pod XX xx | Belanja Modal
Tanah BLUD

5 1 4 Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

5 1 4 XX Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin BLUD

5 1 4 XX XX Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin BLUD

5 1 4 XX XX xx | Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin BLUD

5 1 X Belanja Modal dst]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan|

, tanggal (27)
Kepala SKPD** (tanda tangan)***
(nama lengkap)
NIP
Keterangan {28)
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1
2
Dst
*coret yang tidak perlu
**narasi digant1 dengan atas nama Kepala SKPD
**ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah
Tim Anggaran Pemenntah Daerah (29)
No Nama NIP Jabatan Tanda
Tangan

Dst
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Petunjuk pengisian Formulir RKA Rincian Belanja
1) Provinsi/kabupaten/kota dus: dengan nama provinsi/kabupaten /kota
2) Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
3) Urusan Pemerintahan dusi dengan nomor kode urusan pemerintahan
4) Bidang Urusan dus: dengan nomor kode bidang pemerintahan dan nama
bidang urusan pemermntahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsit SKPD
S) Baris kolom program dusi dengan nomor kode rekening dan nama
program dan kegiatan yang berkenaan
6) Baris kolom sasaran program (impact) dusi dengan penjelasan dan
sasaran program yang diharapkan
7) Baris capaian program (outcome) dusi dengan penjelasan dar capaian
program yang diharapkan
8) Baris kolom kegiatan dusi dengan nomor kode kegiatan dan nama
kegiatan yang akan dilaksanakan
9) Baris kolom organisasi dusi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan
nama satuan kerja Perangkat Daerah
10) Baris kolom unit organisasi dusikan dengan nomor kode unit Perangkat
Daerah dan nama unit satuan kerja Perangkat Daerah
11) Baris kolom alokasi tahun n-1 dusikan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun yang
direncanakan
12) Baris kolom alokas: tahun n dusikan dengan alokasi anggaran kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan
13) Baris kolom alokasti tahun n+l dustkan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang
direncanakan
14) Indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan
a kolom tolak ukur kinerja dust dengan tolak ukur kinerja dan setiap
masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja,
jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan, dan
b kolom target kinerja dusi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat
diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan, keluaran,
dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolak ukur kerja
15)Baris kolom kelompok sasaran kegiatan dusi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonom dan
gender
16) Baris kolom Sub kegiatan dusi dengan nomor kode sub kegiatan dan
nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan
17) Banis kolom sumber dana dusikan dengan jenis sumber dana untuk
mendanai pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan
berpedoman pada Peraturan Menter: Dalam Neger1 mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah Dan kolom lokasi dusikan dengan nama lokasi atau tempat
setiap sub kegiatan dilaksanakan
18) Baris kolom sub keluaran dusikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh
sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan kegiatan serta program dan kebyakan
19) Banis kolom waktu pelaksanaan dusikan dengan waktu pelaksanaan
darn sub keglatan yang akan dimulai dann kapan sampai dengan
selesainya sub kegiatan tersebut
20) Baris kolom keterangan dusi dengan, antara lain
Kode 1 menunjang pendidikan,
Kode 2 menunjang kesehatan,
Kode 3 infrastruktur,
Kode 4 prioritas nasional bagi Provins: dan Kabupaten/Kota, dan
Kode 5 prioritas daerah bagi Kabupaten/Kota
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21) Kolom 1 (kode rekenmg) dusi dengan kode rekening akun jenis belanja

22)Kolom 2 (uraian) dusi dengan uraian nama kelompok, jemis, objek,
rincian objek, dan sub rincian objek belanja

23) Kolom 3 (volume) dusi dengan jumlah satuan dapat berapa jumlah
orang/pegawai dan barang

24) Kolom 4 (satuan) dusi dengan satuan hitung dar target rincian objek
yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran
berat, ukuran luas, ukuran ist dan sebagainya

25) Kolom 5 (harga satuan) dusi1 dengan harga satuan dapat berupa tanf,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs

26) Kolom 6 (yjumlah) dus1 dengan jumlah perkalian antara volume dengan
harga satuan

27)Dus1 tanggal, bulan, dan tahun Dan formulir RKA-Belanja
ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap
dan NIP yang bersangkutan

28) Keterangan dusi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Belanja oleh
tim anggaran Pemerintah Daerah Apabila terdapat catatan hasil
pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan
perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam bans catatan basil
pembahasan

29) Seluruh anggota tim anggaran Pemermntah Daerah menandatangani
formulir RKA-Belanja yang telah dibahas yang dilengkap: dengan nama,
NIP dan jabatan
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3. RKA Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Formulir RKA-
Provinsi/Kabupaten/Kota (1) PEMSB }g;;AAN
Tahun Anggaran (2}
Rincian Anggaran Pembiayaan
Organisasi X-XX X-XX X XX XX (3)
Kode Rekening Uratan Jumlah (Rp)
1 (4 2 (5) 3 (6}

6 1 1 Penggunaan SILPA
6|1 1 XX Penggunaan SILPA BLUD
6] 1 1 XX XX Penggunaan SILPA BLUD
611 1 XX xx | xx | Penggunaan SILPA BLUD
6|1 2 Divestasi
611 2 XX Divestas:1 BLUD
6411 2 XX XX Divestas: BLUD
6 1 2 XX XX xxX | Davestas: BLUD
6|1 3 Penerimaan Utang/Pinjaman
611 3 XX Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD
611 3 XX XX Penenimaan Utang/Pinjaman BLUD
6|1 3 XX XX | xx | Penenmaan Utang/Pinjaman BLUD

Jumlah Penerimaan Pembiayaan (7)
61 2 2 Investast
6| 2 2 XX Investas:1 BLUD
612 2 XX XX Investast BLUD
612 2 XX XX xx | Investas: BLUD
6| 2 3 Pembayaran Pokok Utang Jatuh tempo kepada

Lembaga Keuangan
61 2 3 XX Pembayaran Pokok Utang Jatuh tempo kepada

Lembaga Keuangan BLUD
61 2 3 XX XX Pembayaran Pokok Utang Jatuh

tempo kepada Lembaga Keuangan BLUD
612 3 XX xx | xx | Pembayaran Pokok Utang Jatuh

tempo kepada Lembaga Keuangan BLUD

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (8)

Pembiayaan Netto
, 20 ©)
Kepala SKPD* (10)
(ttd)**
(nama lengkap) NIP
Keterangan (11)
Tanggal pembahasan
1
2
dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (12)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangar]
1
2
dst
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Petunjuk pengisian Formulir RKA-Pembiayaan
Formulir m1 tidak dusi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya
pengerjaan dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

1)
2)
3)

4)

S)

6)

7)
3)

9)

Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten /kota
Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan,
Organisasi dusi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama satuan
kerja Perangkat Daerah

Kolom 1 (kode rekening) dus: dengan nomor kode rekening akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan
pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan

Kolom 2 (uraian} dusi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan yang
dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan

Kolom 3 (jumlah) duis1 dengan jumlah jenis pembiayaan berkenaan yang
merupakan hasil penjumlahan dar seluruh objek pembiayaan yang
termasuk dalam jenis pembiayaan bersangkutan

Jumlah penerrmaan merupakan hasil darn penjumlahan seluruh jenis
penerimaan pembiayaan

Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dan penjumlahan
seluruh jenis pengeluaran pembiayaan

Dus1 tanggal, bulan dan tahun

10) Formulir RKA pembiayaan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD

dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan

11) Keterangan dust dengan tanggal pembahas formulir RKA Pembiayaan

SKPD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Apabila terdapat catatan
dan hasil pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan
hasil pembahasan

12) Seluruh anggota tim anggaran Pemerintah Daerah menandatangam

formulir RKA Pembiayaan yang telah dibahas yang dilengkap: dengan
nama, NIP, dan jabatan
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C. FORMAT PERUBAHAN RBA, DPA PERUBAHAN, DPPA, DAN PERUBAHAN
RKA

1. Ringkasan Perubahan RBA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)
2
RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANé()}ARAN PENDAPATAN BELANJA DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 3)
Sebelum Sesudah Tambah

No Uraian Perubahan Perubahan Kurang/
1 (4) 2 (5) 3 (6) 4 {7) 5 (8)

PENDAPATAN

Jasa layanan

Hibah

Hasil Kerjasama

APBD

Lamn-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Jumlah
BELANJA
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belamja Bunga

Belamja Lain-lain

Jumlah

BELANJA MODAL

Belanja tanah

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Ingas: dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

Jumlah

SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran
sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/pmjaman
Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi

Pembayaran Pokok
utang/pimjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Sebelumnya
{SILPA/SIKPA)

Nila1 Ambang Batas belanja sebesar Rp  (9)

R 20 (10)
Pemumpin
Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)
NIP
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Petunjuk Pengisian Formulir Ringkasan Perubahan RBA BLUD
(Pendapatan, Belanja, Pembiayaan)

1)
2)
3)
4)

9)

6)
7)

8)

9)

Dusi nama provinsi/kabupaten/kota

Dusi dengan nama BLUD

Dusi tahun anggaran

Pengisian kolom satu Kolom 1, dust dengan nomor urut pendapatan,

belanja, pembiayaan

Kolom 2, dusi1 dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan

a pencantuman pendapatan diawah dengan uraian pendapatan
selanjutnya dukuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh
BLUD,

b belanja diawah dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operas: dan belanja
modal, dalam kelompok belanja operas:i diuratkan ke jenis-jenis
belanja, dan dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis
belanja, dan

¢ untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan
selanjutnya urailan pembiayaan dikelompokkan ke dalam
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dalam kelompok
penernmaan pembiayaan dwuuraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan, dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan

Kolom 3, dusi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan sebelum perubahan RBA

Kolom 4, dust dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan setelah perubahan RBA

Kolom 5, dusi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai jenis sebelum perubahan

dan setelah perubahan

Dus1 dengan nila1 ambang batas total belanja yang telah ditentukan

10)Dus1 dengan tanggal, bulan, dan tahun, diengkapi dengan tanda

tangan, nama lengkap, dan NIP dar Direktur BLUD RSUD
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2. Rincian Perubahan RBA
a) Rincian Perubahan RBA Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

(2)

(1)

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

&)

Uraian

Sebelum
perubahan

Setelah
perubahan

Tambah/kurang

1 @

2 (5

3 (6)

4

@) S5 8

PENDAPATAN

Jasa layanan

a

b

[

Dst

Hibah

a

b

[

Dst

Hasil Kerjasama

a.

b

[

Dst

APBD

a.

b

C

Dst

Lamn-lamn Pendapatan
BLUD Yang Sah

a

b

c

Dst

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawa1

a

b

[

Dst

Belanja Barang dan

Jasa

a

b

[

Dst

Belanja Bunga

a.

b

Cc

Dst

Belanja Lam-lain

a

b

C

Dst

BELANJA MODAL

Belanja tanah

a

b

[
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Dst

Belanja Peralatan dan
Mesmn

a

b

c

Dst

Belanja Gedung dan
Bangunan

a

b

[+

Dst

Belanja Jalan, Ingas: dan
Jarmngan

a.

b

[

Dst

Belanja Aset Tetap Lamnva

a

b
c

Dst

Belamja Aset Lainnya

a.

b

c
Dst

Jumlah

Surplus (Oefisit)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Aggaran
(SILPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya

Divestasi

Penermmaan
Utang/Pinjaman
Jumlah

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok
Utang/Pimmjaman
Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa lebith/kurang

Pembiayaan anggaran tahun berkenaan
{SILPA/SIKPA)

Nilax Ambang Rp Batas Sebesar , 20 (10)
) Pemimpm Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(Nama lengkap)
NIP

Petunjuk Pengisian Formulr Rincian Perubahan RBA BLUD
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan)

1) Dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2) Dusi dengan nama BLUD

3) Dusi tahun anggaran
4) Kolom 1, dusi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan
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S)

6)
7)

8)

9)

Kolom 2, dus1 dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan

a

pencantuman pendapatan diawall dengan uraian pendapatan
selanjutnya dukuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, dan
rincian obyek pendapatan diterima oleh BLUD,

belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan
belanja modal,

Dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek belanja

Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek belanja

untuk pembiayaan diawalhi dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,

Dalam kelompok penermmaan pembiayaan diuraikan ke jenis-
jenis penerimaan pembiayaan

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-
jenis pengeluaran pembiayaan

Kolom 3, dusi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan sebelum perubahan RBA

Kolom 4, dus1 dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan sesudah perubahan RBA

Kolom 5, dus1 dengan sehsih lebth/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek sebelum perubahan dan setelah
perubahan

Dus1 dengan nilai ambang batas total belanja yang telah ditentukan
10) Dus1 dengan tanggal, bulan, dan tahun, dilengkap: dengan tanda
tangan, nama lengkap, dan NIP dan Direktur BLUD RSUD
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b) Rincian Perubahan RBA Anggaran Pendapatan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)
2)
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 3)

Sebelum Setelah
perubahan perubahan

1 4 2 (5 3 (6) 4 (7) 5 (8)
PENDAPATAN
Jasa layanan
a

b

c

Dst

Hibah

a

b

No Urazan Tambah /kurang

C

Dst

Hasil Kerjasama

a

b

c

Dst
APBD
a

b

c

Dst

Lain-lain Pendapatan BLUD
Yang Sah
a.

b

c

Dst
JUMLAH

, 20 ©)
Pimpman Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)
(nama lengkap)

NIP
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Petunjuk Pengisian Formulir Perubahan RBA Pendapatan

6)

7)

8)

Dus1 dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Dus1 dengan nama BLUD

Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan

Pengisian kolom satu, kolom I dusi dengan nomor urut pendapatan

Pengisian kolom dua, sebagai berikut

a kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama,

b untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis
pendapatan berkenaan Jenis-jenis pendapatan yang termasuk
kelompok pendapatan seperti jasa layanan, dan

¢ untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya
diuraikan objek pendapatan berkenaan Demikian halnya dengan
penguralan kelompok dan jenis dar1 pendapatan yang lain

Kolom tiga dusi dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,

objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebelum perubahan

RBA

Kolom empat dusi dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai

jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek setelah perubahan

RBA

Kolom Iima dusi1 dengan sehsih lebih/kurang antara jumlah

anggaran pendapatan sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek sebelum perubahan dan setelah perubahan

Dusi dengan tanggal, bulan, dan tahun, dilengkap: dengan tanda

tangan, nama lengkap, dan NIP dar Direktur BLUD RSUD
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c) Rincian Perubahan RBA Anggaran Belanja

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

(2)

(1)

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN (3)
Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan
Sumber Dana Sumber Dana /
Lamn- lain Tambah
Jasa Hasil ;:gg;aj:tan Jasa Hasil |Pendapatan Kurang (Rp)
No Uraian L Hibah Kerja P SILPA APBD Hibah Kenja BLUD SILPA | APBD
ayanan Sama BLUD yang Layanan Sama
Sah yang
Sah
1 4 2 (9 3 () 4 (7) 5 (8
BELANJA
BELANJA
OPERASI
Belanja
Pegawau
a
b
Dst
Belanja Barang
dan Jasa
a
b
Dst

Belanja Bunga

a

b

Dst

Belanja Lain-
lain

a

b

Dst

BELANJA
MODAL

Belanja Tanah
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a

b

Dst

Belanja
Peralatan dan
Mesin

a

b

Dst

Belanja Gedung
dan Bangunan

a

b

Dst

Belanja Jalan,
Ingas: dan
Jaringan

a

b

Dst

Belanja Aset
tetap lamnnya

a

b

Dst

Belanja Aset
Lamnnya

a

b

Dst

JUMLAH

Nilan Ambang Batas 20 (10)

gerubahan anggaran total Pemirnpm Badan, Layanan Umum Daerah (ttd)
elanja sebesar Rp 9) ttd

(Nama lengkap)
NIP
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Petunjuk pengisian formulir Perubahan RBA belanja

1)
2)
3)
4)
S)

6)

7)

8)

9)

Diist nama provinsi, kabupaten/kota

Dusi dengan nama BLUD

Dnsi dengan tahun anggaran yang direncanakan

Pengisian kolom satu kolom 1, dusi dengan nomor urut belanja
Pengisian kolom dua, sebaga: berikut

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan
belanja yakni uraian belanja Selanjutnya untuk menguraikan lebih
lanjut belanmja kedalam kelompok belanja, yang pertama kal
dicantumkan adalah belanja operasi, kemudian dukuti dengan
masing-masing jenis belanja operasi, rincian objek belanja operasi
Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah
menguraikan belanja modal mulai dan jenis belanja modal, dengan
masing-masing obyek belanmja modal dan nncian obyek belanja
modal

Pengisian kolom tiga, sebagai berikut

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan
rincian objek, dart setiap objek belanja sebelum perubahan RBA
dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja
dimaksud Sumber pendanaan objek belanja dimaksud adalah
berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, lamn lain
pendapatan BLUD yang sah

Pengisian kolom tiga, sebagai berikut

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan
rincian objek, dari setiap objek belanja setelah perubahan RBA
dibuat berdasarkan sumber pendapatan BLUD yang sah dan APBD
Kolom lma dusi dengan selisth lebih/kurang antara anggaran
belanja sesuai jenis, objek, rincian objek dan sub nncian objek
sebelum perubahan dan setelah perubahan

Dusi1 dengan besaran ambang batas total belanja yang telah
ditentukan

10) Dus1 dengan tanggal, bulan, tahun dilengkap: dengan tanda tangan,

nama lengkap dan NIP dari Direktur BLUD RSUD
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d) Rincian Perubahan RBA dan Anggaran Pembiayaan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)
(2)
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN (3)

Sebelum Sesudah Tambah/
Perubahan Perubahan Kurang
1 4 2 B 3 (6 4 @ S (8
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebth

Perhitungan Anggaran (SILPA)
Tahun Anggaran Sebelumnya

No Uraian

Divestasi

Penerimaan Utang/Pmjaman
Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investast
Pembayaran Pokok Utang
/Pimjaman
Jumlah
Pembiayaan Netto

Sisa lebih /kurang pembiayaan
anggaran tahun berkenaan
{SILPA/SIKPA)

Nila1 Ambang Batas Sebesar , 20 (10)
Rp 9) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(Nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian Formulir Perubahan RBA Pembiayaan
1) Dust nama provinsi/kabupaten/kota
2) Dusi dengan nama BLUD
3) Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
4) Pengisian kolom satu kolom 1, dusi dengan nomor urut pembiayaan
5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut
a Penerimaan pembiayaan

(1) uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebith
lanjut penernnmaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan
pembiayaan,

(2) selamjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan
berkenaan, seperti penggunaan sisa lebith perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestas), penerimaan
utang/pinjaman merupakan jenis penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan, dan

(3) untuk masing-masing jenis penerimaan pembilayaan yang
dicantumkan selanjutnya duraitkan objek penenmaan
pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan
pembiayaan berkenaan

b Pengeluaran pembiayaan

(1) uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih
lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran
pembiayaan,

(2) selamjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan
yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
berkenaan, seperti investast dan pembayaran pokok
utang/pinjaman, dan
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6)
7)

8)

9)

(3) untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang

dicantumkan

selanjutnya diuraikan objek pengeluaran

pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran
pembiayaan berkenaan
Kolom tiga dusi dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek sebelum perubahan RBA
Kolom empat dusi1 dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek dan subrician objek setelah perubahan RBA
Kolom lima dunsi dengan selisth lebih/kurang antara jumlah
anggaran pendapatan sesuai jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek sebelum perubahan dan setelah perubahan
Dus1 dengan besaran ambang batas total belanja yang telah
ditentukan
10) Dus: dengan tanggal, bulan, tahun dilengkap: dengan tanda tangan,
nama lengkap dan NIP dar1 Direktur BLUD RSUD

e) Rincian Perubahan RBA Belanja Per Kegiatan

ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (1)
(2)
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
(3)

Program 4)
Kegiatan (5)
Sub
Kegiatan (6)
Sumber (7
Dana
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belamja Kegiatan BLUD
Sebelum Perubahan BLUD Setelah Perubahan BLUD
Indikator | Tolok Ukur Target Kinerja Tolok Ukur Kmerja Target Kinerja
Kinerja (8) ©) ®) ©)
Capalan
Kinerja
Masukan
Keluaran
Kelompok sasaran (10)
kegiatan
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIJS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN
RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH
KODE URAIAN PERUBAHAN (13) PERUBAHAN (14) LEBIH/
REKENING (12) HARGA HARGA KURANG
(11) VOLUME | SATUAN | SATUAN JUMLAH | VOLUME | SATUAN | SATUAN JUMLAH (15)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1
JUMLAH (Rp)
(16)
Nila1 Ambang Batas Sebesar Rp (17) , 20 (18)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)
(nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian Formulir Perubahan RBA Belanja per Kegiatan

Dusi nama provinsli, kabupaten, kota

Dusi1 dengan nama BLUD

Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan

Program dusi nama program dari keglatan BLUD yang berkenaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang
terkait tugas dan fungs1 BLUD

1)
2)
3)
4)
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S) Kegiatan dust nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai
peraturan perundang undangan pada sektor yang terkait tugas dan
fungs1 BLUD Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan
sesual dengan program yang direncanakan untuk memperoleh
keluaran

6) Sub kegiatan dusi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan
sesuai ketentuan perundang undangan pada sektor yang terkait
tugas dan fungs1 BLUD Sub keglatan merupakan tindakan yang
akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk
memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang dunginkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia

7) Sumber dana dusi dengan jenis sumber dan yang digunakan yaitu
Pendapatan BLUD /Pendapatan APBD/SILPA tahun sebelumnya

8) Pengisian kolom tolok ukur kinerja, sebagai berikut
a capaian program dusi dengan uralan sasaran/cakupan objek yang

menjad: target,

b masukan dusi dengan uraian masukan yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlaksana, misalnya jumlah dana yang
dibutuhkan, dan

c keluaran dusi dengan uraian jumlah konkret hasil dan
pelaksanaan keglatan

9) Pengisian Target Kinerja, sebagai berikut
a target capaian program dusi: dengan jumlah sasaran/cakupan

objek yang menjadi target,

b target masukan dusi dengan jumlah anggaran yang diperlukan
agar kegiatan dapat terlaksana, misalnya Rp 50 000 000, dan

c target keluaran dusi dengan jumlah konknt hasil dar1 pelaksanaan
kegiatan

10) Pengisian kelompok sasaran kegiatan dusi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran

11) Pengisian kode rekening dusi dengan kodefikast berbasis
Permendagri 90/2019 dan pemutakhiranya disesuaikan dengan
kebutuhan BLUD

12) Pengisian uraian kode rekening dusi dengan nomenklatur berbasis
Permendagn 90/2019 dan pemutkahiran yang disesuaikan dengan
kebutuhan BLUD

13) Pengisian rincian perhitungan sebelum perubahan RBA dilakukan
sebagai berikut
a volume dusi dengan jumlah satuan berupa jumlah orang/pegawai

dan barang,

b satuan dusi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang
direncanakan seperti umt, waktu/jam/han/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran 1s1 dan sebagainya,

¢ Harga dusi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga,
tingkat suku bunga, nilai kurs, dan

d jumlah dusi1 dengan hasil perkalian dari volume, satuan dan
harga

14) Pengisian mincian perhitungan setelah perubahan RBA dilakukan
sebagai berikut
a volume dusi dengan jumlah satuan berupa jumlah orang/pegawai

dan barang,

b satuan dusi dengan satuan hitung darn target rincian objek yang
direncanakan sepertti umt, waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran 1s1 dan sebagainya,

¢ harga dusi dengan harga satuan dapat berupa tanf, harga,
tingkat suku bunga, nilai kurs, dan

d jumlah dusi dengan hasil perkalan dari volume, satuan dan
harga
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15) Kolom 11 dusi dengan selisih lebith/kurang antara jumlah anggaran
belanja sesuai jenis, objek, rincian objek sebelum perubahan dan
setelah perubahan

16) Pengisian jumlah (Rp) dusi dengan penjumlahan dari hasil pengisian
jumlah nomor (15)

17) Dus1 dengan besaran ambang batas belanja, dan

18) Dus1 dengan tanggal, bulan dan tahun dilengkap: dengan tanda
tangan, nama lengkap dan NIP dart Direktur BLUD RSUD

62



D. FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN (RKA-P)
1. RKA Perubahan

a) RKA Perubahan Pendapatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERAN GKAg(I}DAERAH Formuh;}?};{(?éilgi?\;APATAN
Provinsi/kabupaten/kota (1)
Tahun Anggaran  (2)
Organisast (3)
Rmcian Perubahan Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan setelah
Perubahan (6) Perubahan (7}
Kode rekemng Uraian Tarif Lebih/
Volume| Satuan Jumlah Volume| Satuan| Tanf | Jumlah | Kurang
harga (Rp) harga (Rp)
1 @ 2 5 3 4 5 6 (6) 7 8 9 10 (7)| 11

(8)

: 20 (9)
Kepala SKPD**
(ttd *kk
(nama lengkap)
NIP (10)
Keterangan {11)
Tanggal Pembahasan
Laporan hasil pembahasan
1
2
Dst
*coret yang tidak perlu
**narast digant1 dengan atas nama Kepala SKPD
***djtandatangam oleh Pemimpm BLUD untuk rumah sakt daerah
Tim Anggaran Pemerintah daerah (12)
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1
2
Dst

Petunjuk pengisian Formulir RKA Perubahan Pendapatan

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Dus1 nama provinsi, kabupaten, kota

Dusi dengan nama BLUD

Dus1 dengan tahun anggaran yang direncanakan

Kolom 1 dusi kode rekening

Kolom 2 (uraian) dusi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek,

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan

Pengisian rincian perhitungan sebelum perubahan RKA dilakukan

sebagai berikut

a kolom 2 (uraian) dusi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek
dan rincian obyek pendapatan,

b kolom 3 (volume) dusi dengan jumlah target dari nincian obyek
pendapatan,

¢ kolom 4 (satuan) dust dengan jumlah target dan rncian obyek
pendapatan,
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7)

8)

d

e

kolom 5 (tarnf/harga) dus: dengan besaran satuan pendapatan,
dan

kolom 6 (jumlah) dusi dengan jumlah pendapatan yang
direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian objek
pendapatan, jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang
dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5

Pengisian rincian perhitungan setelah perubahan RKA dilakukan
sebagai berikut

a

b

C

d

kolom 7 (volume) dus1 dengan jumlah target dari1 rincian obyek
pendapatan,

kolom 8 (satuan) dus: dengan jumlah target dari rincian obyek
pendapatan,

kolom 9 (tanf/harga) dusi1 dengan besaran satuan pendapatan,
dan

kolom 10 (jumlah} dusi dengan jumlah pendapatan yang
direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian objek
pendapatan, jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang
dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 7 dengan kolom 9

Kolom 11 dusi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
sebelum perubahan dan setelah perubahan

9) Dusi dengan tanggal, bulan dan tahun

10) Formulir Perubahan RKA-pendapatan ditandatangani oleh Kepala
SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang
bersangkutan

11)Keterangan dusi dengan tanggal pembahas formulir Perubahan RKA
Pendapatan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Apabila terdapat
catatan dar1 hasil pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah
Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan
dalam basis catatan hasil pembahasan

12) Seluruh anggota tim anggaran Pemerintah Daerah menandatangam
formulir Perubahan RKA Pendapatan yang telah dibahas yang
dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan
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b) RKA Perubahan Belanja

PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA

Formulir RKA-
RINCIAN
BELANJA

Tahun Anggaran

Provinsi/kabupaten/kota*)

(1)
)

PERUBAHAN

Urusan Pemenintahan

€

Bidang Urusan

X XX

&)

Program

X XX XX

&)

Sasaran Program (Impact)

©)

Capailan Program (outcome)

@

Kegiatan

X XX XX XX

8

Organisasi

X XX XX XX X-XX XX

9

Unit Organisast

X XX XX XX X-XX XX XX

(10)

Jumlah tahun n-1 Rp

1y

Jumlah tahun n Rp

(12

Jumlah tahun n+1 Rp

(

) (13)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (14)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Utama Penunjang Utama Penunjang Utama Penunjang Utama. Penunjang
Capalan Kegiatan
15)
Masukan (16)
Keluaran (17)
Hasil (18)
Sumber dana (19)
Kelompok sasaran kegiatan (20)
Sebelum Perubahan (23) Setelah Perubahan (24)
Kode Rekening Jenis Belanja T Harga Kurang
Volume Satuan s ahiiax"x Jumlah Volume Satuan Satuan Jumlah
1 (21) 2 (22 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11 (25
5 1] 1 Belanja pegawai
5 11 1| xx Belanja Pegawai1 BLUD
5 1} 1) x| xx Belanja Pegawai BLUD
5 1] 1) xx| xx Belanja Pegawat BLUD
S 1] 2 Belanja Barang dan Jasa
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5| 1| 2| xx Belanja Barang dan Jasa
BLUD

S| 1] 2} x| xx Belanja Barang dan Jasa
BLUD

S| 1| 2| xx| xx | xx | Belanja Barang dan Jasa
BLUD

5[ 1] 3 Belanja Modal Tanah

S| 1| 3| xx Belanja Modal Tanah
BLUD

5| 1|3 =] xx Belanja Modal Tanah
BLUD

5| 1] 3| xx| xx | xx | Belanja Modal Tanah
BLUD

51 1] 4 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

S| 1| 4} xx Belanja Modal Peralatan
dan Mesin BLUD

5| 1] 4| x| xx Belanja Modal Peralatan
dan Mesin BLUD

5| 1| 4| xx| xx | xx | Belamja Modal Peralatan
dan Mesin BLUD

51 1} x Belanja Modal,,,dst

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah anggaran kegiatan

, tanggal (26)
Kepala SKPDe*
(tanda tangan)****

{(nama lengkap)
NIP

Keterangan (27)

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

1

2

Dst
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Petunjuk pengisian Formulir RKA Belanja

1) Provinsi/kabupaten/kota dus: dengan nama
provinsi/kabupaten/kota

2) Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan

3) Urusan Pemerintahan dusi dengan nomor kode urusan
pemermtahan yang dilaksanakan sesua: dengan tugas pokok dan
fungs1 SKPD

4) Bidang wurusan dusi dengan nomor kode bidang urusan
pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok
dan fungs: SKPD

S) Baris kolom program dus: dengan kode program dan nama program
dar kegiatan yang berkenaan

6) Baris kolom sasaran program (impact) dusi1 dengan penjelasan dan
sasaran program yang diharapkan

7) Baris kolom capaian program (outcome) dust dengan penjelasan dari
capalan program yang diharapkan

8) Barms kolom kegiatan dusi dengan nomor kode kegiatan dan nama
kegiatan yang akan dilaksanakan

9) Baris kolom orgamisasi dusi dengan nomor kode Perangkat Daerah
dan nama satuan kerja Perangkat Daerah

10) Baris kolom unit organisasit dusi: dengan nomor kode unit Perangkat
Daerah dan nama unit satuan kerja Perangkat Daerah

11) Baris kolom alokasi tahun n-1 dusikan dengan alokas: anggaran
kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya darn tahun
yang direncanakan

12) Baris kolom alokasi tahun n dusikan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan

13) Banis kolom alokasi tahun n+1 dusikan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dar tahun
yang direncanakan

14) Indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan

15) Kolom tolak ukur kinerja dus: dengan tolak ukur kinerja dar setiap
masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja,
jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan

16) Kolom target kinerja dusi dengan tingkat prestas: kernja yang dapat
diukur pencapalannya atas capaian program, masukan, keluaran
dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja

17) Banis kolom kelompok sasaran kegiatan disi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan
gender

18) Baris kolom sub kegiatan dust dengan nomor kode sub kegiatan dan
nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan

19) Baris kolom sumber dana dusikan dengan jenis sumber dana untuk
mendanai pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan
mempedomanin Peraturan Mentert Dalam Negern mengenail
klasifikasi, kodefikas1 dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah Dan kolom lokasi dusikan dus: dengan nama
lokast atau tempat setiap sub kegiatan dilaksanakan

20) Baris kolom kelompok sasaran kegiatan dusikan barang atau jasa
yang dihasilkan oleh sub kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan serta program
dan kebyakan

21)Kolom 1 (kode rekening) dusi dengan kode rekening akun jenis
belanja,

22) Kolom 2 (uraian) dus: dengan nama kelompok, jenis, objek, rincian
objek dan sub rincian objek belanja,
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23) Pengisian rincian perhitungan sebelum perubahan RKA dilakukan
sebagai berikut

a kolom 3 (volume) dusi dengan jumlah satuan dapat berupa
Jumlah orang/pegawai dan barang,

b kolom 4 (satuan) dusi dengan satuan hitung dan target rincian
objek yang direncanakan sepert1 unit,
waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas,
ukuran 1s1 dan sebagainya,

¢ kolom 5 (harga satuan) dusi dengan satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku Bunga, nila1 kurs, dan

d kolom 6 (jumlah) dust dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan

24) Pengisian rincian perhitungan setelah perubahan RKA dilakukan
sebagai berikut

a kolom 7 (volume) dusi dengan jumlah satuan dapat berupa
jumlah orang/pegawai dan barang,

b kolom 8 (satuan) dusi dengan satuan hitung dan target rincian
objek yang direncanakan sepert1 unit,
waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas,
ukuran 1s1 dan sebagainya,

¢ kolom 9 (harga satuan) dusi dengan satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku Bunga, nilai kurs,

d kolom 10 (yjumlah) dus: dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan, dan

e kolom 11 dusi dengan selisth lebith/kurang antara jumlah
anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan

25) Dus1 jumlah kekurangan

26) Dus1 tanggal, bulan, dan tahun Dan formulir RKA belanja
ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama
lengkap dan NIP yang bersangkutan

27) Keterangan dusi1 dengan tanggal pembahas formulir RKA Belanja oleh
tim anggaran Pemerintah Daerah Apabila terdapat catatan darn hasil
pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam barns
catatan hasil pembahasan dan Seluruh anggota tim anggaran

Pemenntah Daerah menandatangani formulir RKA Belanja yang telah

dibahas yang dilengkap: dengan nama, NIP dan jabatan

E. FORMAT DBA, DPA, ANGGARAN KAS SERTA DOKUMEN PERUBAHANNYA
1. DBA

Q.

Ringkasan DBA Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
()
RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN (3)
NOMOR x-XX X-X X-XX XX XXX XX X XX (4)

No

Uraian Jumlah (Rp)

1 (5 2 6) 3

PENDAPATAN

Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerjasama APBD

Lam-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawau

Belanja Barang dan Jasa

Belamja Bunga

Belanja Lamn lain
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Jumlah

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesm

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Ingas: dan Jarmgan

Belanja Aset Tetap Lamnya

Belanja Aset Laimnnya

Jumlah

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perlntungan Anggaran (SILPA)
Tahun Anggaran Sebelumnya

Divestasi

Penernnmaan utang /Pmjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembiayaan Pokok utang /Pinjaman

Jumlah
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan {SILPA/SIKPA)
Nilazr Ambang Batas Sebesar Rp  (8) , 20 (10)
Rencana Penanikan per Triwulan (9) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Trnwulan [ Rp Tnwulan {ttd)
I Rp Trniwulan
i1 Rp Trniwulan {nama lengkap)
v Rp Jumlah NIP
Rp

Petunjuk pengisian formulir ringkasan DBA BLUD (pendapatan, belama
dan pembiayaan)

1)
2)
3)
4)
S)

6)

7)

8)

Dns1 nama provinsi/kabupaten/kota
Dus1 dengan nama BLUD
Dusi Tahun Anggaran

Dusi1 dengan nomor DBA

Pengisian kolom satu kolom satu, dusi dengan nomor urut

pendapatan, belanja, pembiayaan

Kolom 2, dusi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan

a pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya duokuti dengan uraian jenmis pendapatan yang
diterima BLUD,

b belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selamjutnya
uralian belanja dikelompokan ke dalam belanja operasi dan
belanja modal dalam kelompok operasi diuraikan ke jenis-jenis
belanja dan dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-
jenis belanja, dan

¢ untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam kelompok
penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
diwuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan

Kolom 3, dusi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan

Dust dengan besaran ambang batas total belanéja yang telah

ditentukan,
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9) Pengisian rencana penarikan per triwulan dusi rencana penarikan

dana belanja per kegiatan setiap triwulan selama tahun anggaran
direncanakan

10) Dusi tanggal, bulan dan tahun

b. Rincian DBA Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
(2)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN (3)

NOMOR x-xx X-X X-XX XX XXX XX X XX 4)
No Uraian Jumlah (Rp)
1 (5) 2 (6) 3 (7)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

a

b

c

Dst

Hibah

a

b

c

Dst

Hasil Kerjasama APBD
a

b

c

Dst

Lam-lain Pendapatan BLUD Yang Sah
a

b

c

Dst

Jumlah

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

a

b

c

Dst

Belanja Barang dan Jasa
a

b

c

Dst

Belanja Bunga

a

b

c

Dst

Belanja Lamn lain

a

b

c
Dst

Jumlah

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

a

b

c

Dst

Belanja Peralatan dan Mesin

a
b
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[

Dst

Belanja Gedung dan Bangunan

a

b

[

Dst

Belanja Jalan, Ingasi1 dan Jaringan

a

b

[+

Dst

Belanja Aset Tetap Lamnya

a

b

C

Dst

Belanja Aset Lainnya

a

b

Cc

Dst

Jumlah

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran Sebelumnya

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA}

Divestasi

Penerimaan utang/Pimjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investas:

Pembiayaan Pokok utang/Pmjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Berkenaan (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih/kurang Pembrayaan Anggaran Tahun

Nila1 Ambang Batas Sebesar Rp (8)
Rencana Penarikan per Triwulan (9)
Triwulan 1 Rp
Triwulan I Rp
Triwulan Il Rp

Triwulan IV Rp
Jumlah Rp

.20 (10

Pemmmpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian formulir rincian DBA BLUD (pendapatan, belama

dan pembiayaan)

1) Dusi nama provinsi/kabupaten/kota
2) Dusi dengan nama BLUD

3} Dusi Tahun Anggaran

4) Dusi dengan nomor DBA

5) Pengisian kolom satu kolom I, dus1 dengan nomor urut pendapatan,

belanja, pembiayaan

6) Kolom 2, dusi pendapatan/belanja/pembiayaan dengan uraian

a pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya dukuti dengan uraian jenmis pendapatan yang

diterima BLUD,

b belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokan ke dalam belanja operasi dan
belanja modal, dalam kelompok operas: druraikan ke jenis-jenis
belanja dan dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-

jenis belanja, dan
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7)
8)

9)

¢ untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uralan
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam kelompok
penerimaan pembiayaan diuraitkan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
dwuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan

Kolom 3, dus: dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan,

Dusi dengan besaran ambang batas total belanja yang telah

ditentukan,

Pengisian rencana penarikan per triwulan dusi rencana penarikan

dana belanja per kegiatan setiap triwulan selama tahun anggaran

direncanakan, dan

10) Dus1 tanggal, bulan dan tahun

c. DBA Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ()
(2)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN

ANGGARAN (3)
NOMOR x-xx X-XX XX xx 4 4)
No Uraian Jumlah (Rp)
1 5 2 e 3 ()
PENDAPATAN
Jasa Layanan
a
b
dst
Hibah

a

b

dst

Hasil Kerja Sama

a

b

dst

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

a

b

dst

Lamn Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah

a

b

dst

Jumlah

Nilax Ambang Batas Sebesar Rp (8} , 20 (10}

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

Rencana Penankan Per Triwulan (9)

(ttd)
Triwulan I Rp
Triwulan I Rp {nama lengkap)
Triwulan II1 Rp NIP
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp

Petunjuk pengisian Formulir DBA Pendapatan

1)
2)
3)
4)
o)
6)

Dusi nama provinsi/kabupaten/kota

Dusi1 dengan nama BLUD

Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan

Dusi1 dengan nomor DBA

Pengisian kolom satu, dust dengan nomor urut pendapatan

Pengisian kolom dua, sebaga1 berikut

a kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama,

b untuk setiap kelompok pendapatan dwaraikan jenis-jenis
pendapatan berkenaan Jenis-jenis pendapatan yang termasuk
kelompok pendapatan seperti jasa layanan, dan
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¢ untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya
diuraikan objek pendapatan berkenaan Demikian halnya dengan
penguraian kelompok dan jenis dar1 pendapatan yang lain

7) Pengisian kolom tiga

a pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuar dengan
jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan
yang dicantumkan dalam kolom uraian,

b jumlah menurut kelompok pendapatan dusi dengan jumlah hasil
penjumlahan dart seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan,
dan

¢ jumlah menurut jemis pendapatan dusi: dengan jumlah hasil
penjumlahan darn seluruh objek pendapatan berkenaan

8) Dusi dengan ambang batas belanja yang telah ditentukan

9) Dusi dengan rencana penarikan dana belanja per keglatan setiap
triwulan selama tahun anggaran direncanakan

10) Dus: tanggal, bulan dan tahun, serta tanda tangan Direktur BLUD
yang dilengkap1 dengan nama lengkap dan NIP nya
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d. DBA Belanja

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(2)

1)

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN (3)
NOMOR x-xx x-XxX XX XX 5 (4)
Sumber Dana
Jasa Hasil Kenja Lain-lain Pendapatan Jumlah (R
e Uraian Layanan Hibah sama BLUD yang sah SILPA APBD (Rp)
1 (5) 2 (6 3 (7 4 (8
BELANJA
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

a

b

dst

Belanja Barang dan Jasa

a

b

dst

Belamja Bunga

a

b

dst

Belanja Lain-lain

a

b

dst

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

a

b

dst

Belanja Peralatan dan Mesin

a

b

dst

Belanja Gedung dan Bangunan

a
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b

dst

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

a

b

dst

Belamja Aset Tetap Lainnya

a

b

dst

Belanja Aset Lainnya

a

b

dst

Jumlah

Nilai Ambang Batas Belanja Sebesar (9)

Rencana Penarikan per triwulan (10)
Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp

Triwulan IV Rp

Jumlah Rp

20 (11)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)
(nama lengkap)
NIP
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Petunjuk pengisian Formulir DBA Belanja

1) Dus1 nama provinsi, kabupaten/kota

2) Dusi dengan nama BLUD

3) Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan

4) Dusi dengan nomor DBA

5) Pengisian kolom satu dusi dengan nomor urut belanja
6) Pengisian kolom dua, sebagai berikut

a

urailan pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan
belamja yaitu uraian belanja Selanjutnya untuk menguraikan
lebih lanjut belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama
kali dicantumkan adalah belanja operasi, kemudian dukuti
dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian objek
belanja operasi, dan

setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah
menguraitkan belanja modal mulai dan jenis belanja modal,
dengan masing-masing objek belanja modal dan rnincian objek
belanja modal

7) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok jenis, obyek dan
rincian obyek dar setiap belanja dibuat berdasarkan sumber
pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud Sumber pendanaan
objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, hibah, hasil
kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD

8) Pengisian kolom empat, sebagai berikut

a

b

C

pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah
yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian
objek yang dicantumkan dalam kolom uraian,

jumlah menurut kelompok belanja dust dengan jumlah hasil
penyumlahan darn seluruh jumlah jenis belanja berkenaan, dan
jumlah menurut jemis belanja dust dengan jumlah hasil
penyumlahan dar seluruh jumlah objek belanja berkenaan

9) Dusi dengan besaran ambang batas total belanja

10) Dus1 dengan anggaran kas yang direncanakan untuk setiap
triwulannya

11) Dus1 tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur BLUD
yang dilengkap: dengan nama lengkap dan NIP nya
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e. DBA Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

(2)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN {3)
NOMOR x-xx X-XX XX XX 4)
No Uraian Jumlah (Rp)
1 (5 2 (0 3 (7)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun
Anggaran Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan utang/Pmjaman

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Dst

Pembiayaan Pokok utang/Pinjaman

Dst

Jumlah

20 (9)
Rencana Penarikan Per Triwulan  (8) Pemimpm Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan 1 Rp
Triwulan I1 Rp (ttd)
Triwulan II Rp
Triwulan IV Rp (nama lengkap)
Jumlah Rp NIP

Petunjuk Pengisian Formulir DBA Pembiayaan
1) Dusi dengan provinsi/kabupaten/kota
2) Dusi dengan nama BLUD
3) Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
4) Dus1 dengan nomor DBA
5) Pengisian kolom satu, dusi dengan nomor urut pembiayaan
6) Pengisian kolom dua, sebagai berikut,
a Penerimaan Pembiayaan

(1) uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih
lanjut penennmaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan
pembiayaan,

(2) selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam kelompok pembiayaan berkenaan,
seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pmnjaman
merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk
dalam kelompok penerimaan pembiayaan, dan

(3) untuk masmg-masing jenis penerimaan pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuratkan objek penerimaan
pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan
pembiayaan berkenaan

b Pengeluaran Pembiayaan

(1) urailan pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih
lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran
pembiayaan,
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7)

8)

9)

(2) selanjutnya diuratkan jenis jenis pengeluaran pembiayaan
yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
berkenaan, seperti 1investasti dan pembayaran pokok
utang/pinjaman, dan

(3) untuk masmg-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuraitkan objek pengeluaran
pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran
pembiayaan berkenaan

Pengisian kolom tugas, sebagai berikut

a pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan
Jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang
dicantumkan dalam kolom uraian, dan

b jumlah menurut jenis pembiayaan dusi dengan jumlah hasil
penyumlahan darn seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan

Dnsi1 dengan anggaran Lkas yang direncanakan untuk setiap

triwulannya

Dus1 tanggal, bulan dan tahun Serta ditandatangani oleh Direktur

BLUD yang dilengkap: dengan nama lengkap dan NIP nya

f. Rincian DBA Belanja Per Kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
(2)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN
BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 3)
NOMOR x-XxX X-X X-XX XX XXX XX X XX 4)

Program (5)

Kegiatan (6)

Sub Kegiatan {7)

Sumber Dana {8)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD
Indikator Tolak Ukur Target Kinerja (10)
Kinerja (9)

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Kelompok Sasaran Kegiatan (11)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

Triwulan I Rp

KODE URAAN (1) RINCIAN PERHITUNGAN (14)GA JUMLAH (15)
HAR RP)
REKENING (12) VOLUME | SATUAN | gumian (RP)
1 2 3 4 5 6
JUIMLAH (Rp) (16)
Nilan Ambang Batas belanja sebesar Rp  (17)
Rencana penarikan per Triwulan (18) , 20 (19)

Pemimpmn Badan Layanan Umum

Triwulan IT Rp Daerah
Triwulan III Rp

Triwulan IV Rp {ttd)
Jumlah Rp

(nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian Formulir Rincian DBA Belanja sebagai berikut

1)
2)
3)
4)

Dus1 nama provinsi, kabupaten/kota

Diis1 dengan nama BLUD

Dus1 dengan tahun anggaran yang direncanakan
Dusi dengan nomor DBA
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5) Program dusi nama program dari kegiatan BLUD yang berkenaan
sesuar ketentuan perundang undangan pada sektor yang terkait
tugas dan fungs:1 BLUD

6) Kegiatan dusi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas dan
fungs1 BLUD

7) Sub Kegiatan dust nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan
sesuar dengan ketentuan perundang undangan pada sektor yang
terkait tugas dan fungs1 BLUD

8) Sumber dana dusi dengan jenis sumber dana yang digunakan yaitu
pendapatan BLUD/pendapatan APBD/SILPA tahun sebelumnya

9) Pengisian kolom tolak ukur kinerja, sebagai berikut
a capaian program dusi dengan uraian sasaran/cakupan objek

yang menjadi target,

b masukan dust dengan uraian masukan yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlaksana, misalnya jumlah dana yang
dibutuhkan, dan

¢ keluaran dusi dengan jumlah konkrnit dan pelaksanaan kegiatan

10) Pengisian target kinerja sebagai berikut
a target capaian program dusi dengan jumlah sasaran/cakupan

objek yang menjad: target,

b target masukan dusi dengan jumlah anggaran yang diperlukan
agar kegiatan dapat terlaksana, dan

c target keluaran dusi dengan jumlah konkrit hasil dan
pelaksanaan kegiatan

11) Pengisian kelompok sasaran kegiatan dusi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran

12) Pengisian kode rekening dusi dengan kodefikasi berbasis
Permendagn 90/2019 dan pemutakhirannya yang disesuaikan
dengan kebutuhan BLUD

13) Pengisian Uraian kode rekening dusi dengan menklatur berbasis
Permendagn 90/2019 dan pemutakhirannya yang disesuaikan
dengan kebutuhan BLUD

14) Pengisian rincian perhitungan dilakukan sebagai berikut
a volume dust dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

orang/pegawai dan barang,

b satuan dusi dengan satuan hitung dar target rincian objek yang
direncanakan seperti umt, waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran 1s1 dan sebagainya, dan

¢ harga dust dengan harga satuan dapat berupa tanf, harga,
ukuran luas, ukuran 1s1 dan sebagainya

15) Pengisian jumlah (Rp) dusi dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan

16) Pengisian Jumlah (Rp) dusi dengan penjumlahan dar: hasil pengisian
Jumlah nomor 12)

17) Dus1 dengan mnilai ambang batas total belamja yang ditentukan
Pengisian rencana penarikan per triwulan dust rencanakan
penarikan dana belanja per kegiatan setiap triwulan selama tahun
anggaran direncanakan, dusi dengan jumlah yang disesuaikan
dengan rencana kebutuhan mendanai pelaksanaan kegiatan

18) Dus1 dengan rencana penarikan per triwulan

19) Dus1 tanggal, bulan tahun

79



2. DPA

a. DPA Pendapatan

NO DPA SKPD (1)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH % DPA-
X}-{ X-X|XX| XX | xx| x-xx |xxxx] PENDAPATA
N
SKPD
provinsi/kabupaten/kota (]
Tahun Anggaran 3)
Organisasi X.XX XX 4)

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Volume | Satuan Tanf/ Jumlah
Harga
1 (5) 2 (6) 3| 2 ®] 5 9 6-3x5  (10)
X Pendapatan
x| x PAD
< x| x Lamn-laan PAD
yang Sah
2|2l x| xx Pendapatan
BLUD
x| x| x | x Pendapatan
BLUD
< | %l x % Pendapatan
= ** | BLUD
Jumlah
Rencana Pendapatan Per Triwulan
Trnwulan 1 Rp (12) , 20 (11)
Triwulan 2 Rp Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan 3 Rp (ttd) (13)
Triwulan 4 Rp (nama lengkap)
Jumlah Rp NIP

Petunjuk pengisian formulir DPA-Pendapatan

1) Nomor DPA-SKPD dust kode urusan pemerintahan, nomor kode
organisasit SKPD, nomor kode program dus: kode 00 dan nomor kode
kegiatan dus1 kode 00 serta nomor kode anggaran dusi kode 1

2) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

3) Tahun anggaran dust dengan tahun anggaran yang direncanakan

4) Organisasi dusi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama SKPD

5) Kolom 1 (kode rekening) dus: dengan kode rekening kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan SKPD

6) Kolom 2 (uraian) dusi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek,
rincian obyek pendapatan

7) Kolom 3 (volume) dusi dengan jumlah target darm rincian obyek
pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD

8) Kolom 4 (satuan) dus: dengan satuan hitung dan target rincian objek
yang direncanakan

9) Kolom 5 (tanf/harga) dusi dengan tanf/harga nilar satuan lamnnya
dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba,
atau harga atas penjualan barang/jasa yang tidak dipisahkan

10) Kolom 6 (jumlah) dusi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan
menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan Jumlah
pendapatan dar1 setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5

11) Nama 1bukota, bulan, tahun dusi berdasarkan pembuatan formulr
DPA-Pendapatan, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan
kerja pengelola keuangan Daerah

12) Rencana pendapatan setiap triwulan selain tahun anggaran
direncanakan

13) Formulir DPA-pendapatan ditandatangani oleh pemumpin BLUD
dan/atau pejabat pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan
nama lengkap
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b. DPA Belanja

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH I NO DPASKPD (J) I(1) Formulr
IxxxIxxIxxlxx IxxIS5 1 DPA-RINCIAN
BELANJA SKPD
provinsi/kabupaten/kota. (2)
Tahun Anggaran (3)
Urusan Pemermtahan X 4)
Bidang Urusan XXX (5)
Program X XX XX (6)
Sasaran Program (impact ) (7)
Capaian Program (Outcome) {8)
Kegiatan X XX XX XX 9)
Organisast X X X XX XX X-XX XX {10)
Unut Organisasi X XX XX XX X-XX XX (11)
Jumlah Tahun n-1 Rp { ) (12)
Jumlah Tahun n Rp ( ) (13)
Jumlah Tahun n+1 Rp ( ) (14)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan (15)
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capalan Program
Masukan
Keluaran
Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan

(16)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan X XX XX XX XX (17)
Sumber Dana (18)
Lokasi* (provinsi sampai kab/kota sampai kecamatan, desa/kelurahan

Sub Keluaran Kuantitas dan satuan disamakan dengan sub kegiatan (19)

Waktu Pelaksanaan Mula1 sampair (20}

Keterangan (21)

Kode Rekening Uraian Jumlah
1 (22) 2 (23) 3 (24)
5 1 1 Belanja Pegawai
5 1 1 | xx Belanja Pegawai BLUD
5 1 1 Ixx XX Belanja Pegawai1 BLUD
5 1 1 |xx XX xx | Belanja Pegawai BLUD
S5 1 2 Belanya Barang Jasa
5 1 2 ixx Belanja Barang dan Jasa BLUD
5 1 2 [ xx XX Belanja Barang dan Jasa BLUD
5 1 2 | xx XX xx | Belanja Barang dan Jasa BLUD
5 1 3 Belanja Modal Tanah
5 1 3 |xx Belanja Modal Tanah BLUD
5 1 3 | xx XX Belanja Modal Tanah BLUD
5 1 3 | xx XX xx__ | Belanja Modal Tanah BLUD
5 1 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 1 4 |Ixx Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5 1 4 | xx XX Belanja Modal Peralatan dan Mesm BLUD
5 1 4 | xx XX xx | Belamja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5 1 X Belanja Modal dst
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Jumlah Anggaran Kegiatan

Rencana Pendapatan Per Triwulan

Triwulan 1 Rp  (26)

Triwulan 2 Rp s 20 (25)

Triwulan 3 Rp Pemimpin BLUD (27) Mengesahkan,

Triwulan 4 Rp Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (27)
Jumlah Rp (ttd) (ttd)
{nama lengkap) {nama Jengkap)

NIP NIP
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Petunjuk pengisian Formulir DPA-Belanja
1) Nomor DPA-SKPD dusi1 dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi, nomer kode program dusi dengan kode
program dan nomor kode kegiatan dusi dengan nomor kode anggaran
belanja dusi1 dengan kode 5 serta nomor kode kelompok belanja
langsung dus1 dengan kode 2
2) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama
provinsi/kabupaten/kota
3) Tahun Anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
4) Urusan pemerintahan dust dengan nomor kode urusan
pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
5} Bidang urusan dust dengan nomor kode bidang urusan
pemerintahan dan nama bidang urusan pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungs1 SKPD
6) Program dusi dengan nomor kode program dan nama program dari
kegiatan yang berkenaan
7) Sasaran program (umpact) dusi dengan penjelasan dart sasaran
program yang diharapkan
8) Capailan program (outcome) dusi dengan penjelasan dar capaian
program yang diharapkan
9) Kegiatan dusi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang
akan dilaksanakan
10) Organisast dusi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama
SKPD
11) Unit organisas: dusikan dengan nomor kode unit Perangkat Daerah
dan nama unit satuan kerja Perangkat Daerah
12) Alokasi tahun n-1 dusikan dengan alokasi anggaran kegiatan yang
telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dan tahun yang
direncanakan
13) Banis kolom alokas: tahun n dusikan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan
14) Baris kolom tahun n+ 1 dusikan dengan alokasi anggaran kegiatan
yang akan dilaksanakan 1 tahun benkutnya dar tahun yang
direncanakan
15) Indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan
a kolom tolak ukur kinerja dusi dengan tolak ukur kinerja dan
setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah
Jam kerja, jumlah peralatan/teknologt yang dibutuhkan untuk
menghasilkan  keluaran dalam tahun anggaran yang
direncanakan, dan
b Kolom target kinerja dusi dengan tingkat prestasi kerja yang
dapat diukur pencapaianya atas capaian program, masukan,
keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur
kinerja
16) Kelompok sasaran kegiatan dusi1 dengan penjelasan terhadap
karakteristik kelompok sasaran sepert: status ekonomi dan gender
17) Sub kegiatan dusi dengan nomor kode sub kegiatan dan nama sub
kegiatan yang akan dilaksanakan
18) Sumber dana dusikan dengan jenis sumber dana untuk mendanai
pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan mempedomani
Peraturan Menter1 Dalam Negeri1 mengenai klasifikasi, kodefikasi,
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah
Dan kolom lokasi dusikan dusi dengan nama lokasi atau tempat
setiap sub kegiatan dilaksanakan
19) Sub keluaran dusikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh sub
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tyjuan kegiatan serta program, dan kebyakan
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20) Waktu pelaksanaan dusikan dengan waktu pelaksanaan dar1 sub
kegiatan yang akan dimulai dar1 kapan sampai dengan selesainya
sub kegiatan tersebut

21) Baris kolom keterangan dusi dengan, antara lain

22) Kode 2 menunjang kesehatan,

23) Kode 4 prontas nasional bagt provinst dan kabupaten/kota,

24) Kode 5 prioritas Daerah bagi kabupaten /kota

25) Kolom 1 (kode rekening) dusi dengan kode rekening akun jenis
belanja

26) Kolom 2 (uraian) dusi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian objek belanja

27) Kolom 3 (jumlah) dus1 jumlah jenis belanja

28) Nama 1bukota, bulan, tahun dus1 berdasarkan pembuatan formulir
DPA-Belanja, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan
kerja pengelola keuangan Daerah

29) Rencana pendapatan setiap tniwulan selama tahun anggaran yang
direncanakan

30) Formulir DPA-Belanja ditandatangan: oleh Direktur BLUD dan/atau
pejabat pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama
lengkap dan nomor 1nduk pegawai
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c. DPA Pembiayaan

Formulir DPA-
DOKUMEN PELAKSANAAN NO DPASKPD (]) PEMBIAYAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA SKPD
PERANGKAT DAERAH
KXXT X-X I'x-x1 XX loolooo| 61
provinsi/kabupaten/kota(2)
Tahun Anggaran (3)
Rincian Anggaran Pembiayaan
Orgasasi X XX XX 4)
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 (5 2 (6) 3 (7N
6111 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
61111 | xx Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) BLUD
61|11 | xx | xx Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) BLUD
61111 |xx XX Penggunaan Sisa Lebih Perhutungan Anggaran (SILPA) BLUD
6112 Divestasi
6(1(2 | xx Divestas: BLUD
6112 | xx | xx Divestas1 BLUD
6112 [xx | xx Divestas1 BLUD
6113 Penerimaan Utang/Pinjaman
6113 | xx Penerimaan Utang Pinjaman BLUD
6113 | xx | xx Penerimaan Utang Pinjaman BLUD
6{1{3 | xx | xx Penerimaan Utang Pmjaman BLUD
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (8)
61212 Investasi
6|22 | xx Investas:1 BLUD
612{2 | xx | xx Investas1 BLUD
6122 | xx | xx Investas1 BLUD
6(2|3 Pembayaran Pokok utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga
Keuangan
61213 | xx Pembayaran Pokok utang yang Jatuh Tempo Kepada
Lembaga Keuangan
61213 | xx | xx Pembayaran Pokok utang yang Jatuh Tempo Kepada
Lembaga Keuangan
62|13 | xx | xx Pembayaran Pokok utang yang Jatuh Tempo Kepada
Lembaga Keuangan
Jumlah Pengeluaran {(Pembiayaan (9} {8)
Rencana Penerimaan Per Triwulan
, 20 (10)
Triwulan 1 Rp (9) Mengesahkan,
Triwulan 2 Rp
Triwulan 3 Rp Pemimpmn BLUD (11) Pejabat Pengelola Keuangan
Triwulan 4 Rp
Jumlah Rp Daerah (11)
(ttd) (ttd)
nama lengkap {nama lengkap)
NIP NIP
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Petunjuk Pengisian Formulir DPA Pembiayaan

1)

2)
3)
4)

S)

6)

7)
8)

9)

Nomor DPA-SKPD duns1 dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisast SKPD, nomor kode program dusi dengan kode
00 dan kode kegiatan dusi dengan kode 00, nomor kode anggaran
pembiayaan dusi dengan kode 6

Provinsi/kabupaten/kota dusi nama provinsi/kabupaten/kota

Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan

Kode organisasi dus: dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama
satuan kerja Daerah

Kolom 1 (kode rekening) dusi dengan nomor kode rekening
akun/kelompok/jenis/obyek/rincian obyek penerimaan pembiayaan,
yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan

Kolom 3 (uraian) dus1 dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan
nncian objek penerimaan pemblayaan, yang dilanjutkan dengan
pengeluaran pembiayaan

Jumlah penerimaan merupakan hasi dar penjumlahan seluruh jenis
penermmaan pembiayaan

Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dar1 penjumlahan
seluruh jenis pengeluaran pembiayaan

Rencana anggaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun anggaran
yang direncanakan

10) Tanggal, bulan, tahun dus: berdasarkan pembuatan DPA pembiayaan
11) Formulir DPA pembiayaan ditandatangam oleh Direktur BLUD

dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mencantumkan nama
lengkap dan NIP yang bersangkutan
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3. FORMAT ANGGARAN KAS
a. Anggaran Kas Pendapatan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
ANGGARAN KAS

Urusan Pemerintahan Operasional »X XX (3) TAHUN ANGGARAN (2)
xxx  (4)
Kode Rekening (5) Uraian (6) Anggaran (7) Januan |[Februar]Maret| April | Mer [Jumi| Juli | Agustus [September| Oktober [ Nopember| Desember
1 2 3 4 5 6 7 {8)
X XX XX | x xx xx xx 4 PENDAPATAN
X XXxX |xxxxxxx| xx| xx{ 4] 1 PENDAPATAN BLUD
XX,XXX [x,xxxxxx| xx| xx| 4] I| I Jasa Pelayanan
X, XX XX |xxxxxxx| x| x| 4] 1| 1| xx
X XX xX |xxxxxxx| xx| xx{f 4} I| 1| xx| x
X
XXX XX [x xxxxxx|xx| xx| 4] 1| 2 Hibah
XXX XX [xxxxxxx|xx| xx| 4] ] 2| xx
X XX XX Xxxxxxx| x| xx|] 4] 1] 2 xx| x
X
XXX XX |xxxxx xx|xx| xxj 4] 1|3 Hasil Kerjasama
XX XX KkRxx xxxx|xx| xx| 4] 1| 3| xx
XXX XX |(xxxxxxx|xxjfxx| 4} I| 3| xx| xx
XXX XX |x xxxxxx|xx| xx| 4] 1| 4 Lain-lam Pendapatan
BLUD yang sah
X xxxx |xxxxxxx|xx| xx|{] 4] 1] 4| xx
XXX XX (XXxxXxxXxXx|xx| xx] 4] 1|4 xx| x
X
XXX XX % xxxxxx|xxixx| 4] 1|5 Pendapatan APBD
XXX XX |x xxxxxx|xx| xx| 4] 1| 5| xx
Xxxxx ixxxxxxx|xx| xx| 4] I]| 5] xx| xx

Jumlah Penerimmaan kas dan Pendapatan BLUD sd Bulan (9)

Jumlah Penermmaan Kas dari Pendapatan BLUD Per triwulan

(10)
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, 20 (11)
Mengesahkan Pemumpin BLUD
(ttd)

{nama lengkap)
NIP




Petunjuk pengisian formulir anggaran kas pendapatan BLUD

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

Provinsi/Kabupaten/Kota duis1 dengan nama
provinsi/kabupaten /kota

Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
Urusan Pemerntahan dusi dengan nomor kode urusan
pemerintahan dan nama urusan pemenntahan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi1 SKPD
Organisast dusi1 dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama
satuan kerja Perangkat Daerah

Kolom 1 (kode rekening) dusi dengan nomor kode rekening
akun/kelompok/jenis/obyek/rincian obyek pendapatan

Kolom 2 {uraian) dusi1 dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek
dan rincian obyek pendapatan

Kolom 3 (anggaran) dusi dengan anggaran pendapatan berkenaan
Kolom 4-7 (januart sampai dengan desember] dus: dengan rencana
target penerimaan kas dar1 pendapatan untuk setiap bulannya
Jumlah penerimaan kas dari pendapatan BLUD per bulan dusi
dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januar1 sampai dengan
desember) untuk kolom setiap bulannya

Jumlah penerimaan kas darn pendapatan BLUD per triwulan dusi
dengan penjumlahan 4-7 (januari sampai dengan desember) untuk
kolom setiap bulannya

Tanggal, bulan, tahun dus1 berdasarkan saat pembuatan anggaran
kas pendapatan BLUD
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b. Anggaran Kas Belanja

Urusan Pemermtahan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. (1)

Orgamsasy XXX (3) ANGGARAN KAS
XXX (4) TAHUN ANGGARAN (2)
Kode Rekening Uraian Anpoaran Januan | Februan | Maret April | Mer [Junmi| Jul | Agustus | September Oktober | Nopember | desember
K. XX XX 2 3 4 35 [<3 7
X XX XX X X X XX XX XX Program BLUD XXX
X XX.XX X XX XX XX XX XK Kegatan BLUD XXX
XXX XX X XX XXX XX XX 5 Sub Kegiatan BLUD XXX
XX XXX X XX XX XX XX XX S 1 BELANJA
X XX XX X XX XX XX XK XX S 1 1 BLLANJA OPLERASI
XXX XX X XX XX X X XX XX 5 1 1 j3elama Pegawa
X XLXK X XX XX XX XX XX 5 1 1 XX
X XX XX XXX XX XX XX XX S 1 1 XX
X XX XX XXX XX XX XX XX 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa
X XX XX X XX XX XX XX XX 5 1 2 XX
X XX XX X XK.XX XX XX XX 5 1 1 XX
X XX XX X XK XX XX XX XX 5 2 BELANJA MODAL
X XKXX X XX XX XX XX XX S 2 1 BelanjaModal Tanah
XXX X XK, XK XK XX XX 5 2 1 XX
X XXX X XXX XK XK XX s 2 3 XK
X XX.XX xxxexxxx | x| x| 5 2| 2 [\B@:&a Modal Peralatan dan
X XX XX X XX XX XX XX XX 5 2 2 XX
X XX XX XXX XX-XX XX XX S 2 2 XX
X XX XX XK XX XX XX XX S 2 3 g;ﬁhgﬁa“ﬂ)dal Gedung dan
X XX XX X XX XX XX XX XX S 2 3 300
X XX XX XXX XX XX. XX XX S5 2 3 XX
xawoar [ xpoaxxxx] x| x| 5] 2| 4 Fcianja Modal Jalan dan
XXX XX X XX XX XX XX XX S 2 4 XX
X XX XX X XX XX XX XX XX S 2 4 XX
XXX XK X XX XXX XX xx 5 2 S ?&lggjfaﬁf&cﬁ] Asct
X XXX X XX XX XX XX XX S5 2 S5 XX
XXK.X X X XX XX.XX XX XX 5 2 S XX
X XX XX X XOLX.X. XX XX *x 5 2 6 E;lg]ng; 'l;/lodal Asct
XXX XX X XX XX XX € XX S 2 [ XX
Jumlah
Penerimaan kas
Pend:‘:atan X XX XX XX XX X% 5 2 6 xx
BLUD
___Bulan _(9)
Jumlah Penenmaan has dan Pendapatan BLUD Per Iniwulan  (10)
20 {11
Mengesahkan

88

Pemimpin BLUD

(ted)

{nama lengkap)

NIP




Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Kas Belanja BLUD

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Provinsi/Kabupaten/Kota dust nama provinsi/kabupaten/kota
Tahun anggaran dust dengan tahun anggaran yang direncanakan
Urusan Pemerintahan dusi dengan nomor urusan pemerintahan dan
nama urusan pemerntahan daerah yang dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

Organisasi dusi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama
satuan kerja Perangkat Daerah

Kolom 1 (kode rekening) dusi dengan nomor kode rekening
/akun/kelompok/jenis/objek/rincian objek belanja

Kolom 2 (uraian) dus1 dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek
dan rincian obyek belanja

Kolom 3 (anggaran) dusi dengan anggaran belanja berkenaan

Kolom 4-7 (januar1 sampai dengan desember) dus: dengan rencana
target pengeluaran kas atas belanja untuk setiap bulannya

Jumlah pengeluaran kas atas belanja BLUD per bulan dusi dengan
penjumlahan setiap kolom 4-7 (januan sampai dengan desember)
untuk setiap bulannya

10) Jumlah pengeluaran kas atas belanja BLUD per tniwulan dust

dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januart sampai dengan
desember) untuk setiap triwulannya

11) Tanggal, bulan dan tahun dns1 berdasarkan saat pembuatan

anggaran kas belanja BLUD
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c. Anggaran Kas Penerimaan Pembiayaan

Urusan Pemernintahan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

Organisasi Xxx  (3) ANGGARAN KAS
XXX (d) TAHUN ANGGARAN (2)
Kode Rekening Uralan Anggaran | Januar | Februar: | Maret | April | Me1 | Jum | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember
1 2 3 4 5 6 7
XXX XX | x xx xx xx xx | xx PEMBIAYAAN
X XX XX | X XX XX XX XX | XX 1 gg;%ﬁgﬁg
Penggunaan Sisa
XXX XX | X XX XX XX x| xx | 6 1 1 #ZE?HAX :%gga;?:n
(S11PA)
XXX XX | XXX XX XX x| xx | 6 1 1| xx
X XX XX X XX XX xx| xx| 6 1 1| xx| xx
XXX XX | XXX XX XX xx{ xx| 6 112 Divestasi
X XXXX| X XX XX XX x| xx| 6 1 2| xx
XXX XX | XXX XX XX xx| xx| 6 1 2| xx | xx
XXX XX | XXX XX XX XX | XX 6 113 Penerimaan
Utang/Pinjaman
XXX XX | X XX XX XX XX| xx 6 1 3| xx
XXX XX | XXX XX XX x| xx| 6 1] 3] xx| xx
Jumlah Penerimaan kas dar1 Pendapatan BLUD per Bulan (9)
Jumlah Penerimaan Kas dari1 Pendapatan BLUD Per Tniwulan (10)
, 20 (11)
Mengesahkan
Pemimpin BLUD
(ttd)
(nama lengkap)
NIP
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Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Kas Pembiayaan BLUD

1)
2)
3)
4)

S)

6)
7)

8)

9)

Provinsi/Kabupaten/Kota dusi nama provinsi/kabupaten/kota
Tahun anggaran dus: dengan tahun anggaran yang direncanakan
Urusan Pemerintahan dusi dengan nomor urusan pemerintahan dan
nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuail
dengan tugas pokok dan fungsi1 SKPD

Organisasi dus1 dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama
satuan kerja Perangkat Daerah

Kolom 1 (kode rekeningl dust1 dengan nomor kode
rekening/akun/kelompok/jenis/obyek/rincian objek penerimaan
pembiayaan

Kolom 2 (uraian) dus: dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek
dan rincian obyek penerimaan pembiayaan

Kolom 3 (anggaran) dusi dengan anggaran penerimaan pembiayaan
berkenaan

Kolom 4-7 (januart sampai dengan desember) dus: dengan rencana
target pengeluaran kas atas penerimaan pembiayaan untuk setiap
bulannya

Jumlah pengeluaran kas atas penerimaan pembiayaan BLUD per
bulan dusi dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januar sampai
dengan desember} untuk setiap bulannya

10) Jumlah pengeluaran kas atas penerimaan pembiayaan BLUD per

triwulan dusi dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januar1 sampai
dengan desember) untuk setiap triwulannya

11) Tanggal, bulan dan tahun dusi1 berdasarkan saat pembuatan

anggaran kas penerimaan pembiayaan BLUD
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d. Anggaran Kas Pengeluaran Pembiayaan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN (2)
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Kode Rekening Uraian Anggaran | Januari |Februarni] Maret | April | Met | Jumi | Jul |Agustus!September| Oktober | Nopember |Desember
X AX XX 2 3 4 5 6 7
X XX aX X xxxxxx| x| xx| 6 PEMBIAYAAN
PENGELUARAN
XXX XX| X xxxxxx| xx| xx| 6 2 PEMBIAYAAN
XXX _XX| X XX XX XX XX | xx| 6 2 2 Investas:
XXXXX | xxxxxxx | xx | xx 6 2 2 XX
XXXXX [ Xxx%exxxx | xx | xx 6 2 2 XX | X%
Pembayaran Pokok
XXX XX | XXXXXXX | XX XX 6 2 3 Utang/Pembiayaan
XEXXX | XxXXxXxxx| xx | xx 6 2 3 XX
XXX XX | XXX xxxx | xx | xx 6 2 3 Xx | xx
Jumlah Penerimaan kas dan Pendapatan BLUD per bulan (9)
Jumlah Penerimaan Kas dan Pendapatan BLUD PetTriwulan (10}
, 20 (11
Mengesahkan
Pemimpin BLUD
(ttd)
{nama lengkap)
NIP




Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Kas Pengeluaran BLUD

1)
2)
3)
4)

S)

6)
7)

8)

9)

Provinsi/Kabupaten/Kota dusi nama provinsi/kabupaten/kota
Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
Urusan Pemerintahan dusi dengan nomor urusan pemerintahan dan
nama urusan pemernntahan daerah yang dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi1 SKPD

Organisas! dus: dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama
satuan kerja Perangkat Daerah

Kolom 1 (kode rekening}] dunst dengan nomor kode
rekening/akun/kelompok/jenis/objek/rincian objek pengeluaran
Pembiayaan

Kolom 2 (uraian) dusi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek
dan rincian objek Pengeluaran Pembiayaan

Kolom 3 (anggaran) dus: dengan anggaran Pengeluaran Pembiayaan
berkenaan

Kolom 4-7 (januart sampai dengan desember) dusi dengan rencana
target pengeluaran kas atas Pengeluaran Pembiayaan untuk setiap
bulannya

Jumlah pengeluaran kas atas Pengeluaran Pembiayaan BLUD per
bulan dusi dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai
dengan desember} untuk setiap bulannya

10)Jumlah pengeluaran kas atas Pengeluaran Pembiayaan BLUD per

triwulan dus: dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januarn sampai
dengan desember) untuk setiap triwulannya

11)Tanggal, bulan dan tahun dusi1 berdasarkan saat pembuatan

anggaran kas Pengeluaran Pembiayaan BLUD
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F  FORMAT DBA PERUBAHAN

1. Ringkasan DBA Perubahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

TAHUN ANGGARAN

2)

NOMOR x-XX X-X X-XX XX XX X XX X XX

C))

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4)

No Uraian

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Tambah/Kurang

1 2_(6)

3 (7)

4 (8

5 )

PENDAPATAN

Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerjasama APBD

Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawat

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Lain lain

Jumlah

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA)
Tahun Anggaran Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investas:

Pembiayaan Pokok Utang/Pmjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
SILPA/SIKPA

Nila1 Ambang Batas Sebesar Rp  (10)
Rencana Penarikan per Tnnwulan (11)

Triwulan 1 Rp
Triwulan II Rp
Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp

. 20 (12)

Pemimpm Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)
NIP
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Petunjuk pengisian formulir ringkasan DBA Perubahan BLUD (pendapatan,

belanja dan pembiayaan)

1) Dusi nama provinsi/kabupaten/kota

2) Dusi dengan nama BLUD

3) Dusi Tahun Anggaran

4} Dusi dengan nomor DBAP

5) Pengisian kolom satu, dusit dengan nomor urut pendapatan, belanja,
pembiayaan

6) Kolom 2, dusi pendapatan/belanja/pembiayaan dengan uraian

a pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya dukuti1 dengan uraian jemis pendapatan yang diterima
BLUD,

b belamja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokan ke dalam belanja operas: dan belanja
modal, dalam kelompok operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja dan
dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja, dan

¢ untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam kelompok
penerimaan pembiayaan dwuraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan

7) Kolom 3, dusi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan sebelum DBA Perubahan

8) Kolom 4, dusi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan setelah DBA Perubahan

9) Kolom 5 dusi dengan sehisth lebih/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai jenis sebelum perubahan
dan setelah perubahan

10) Dus1 dengan besaran ambang batas total belanja yang telah
ditentukan

11) Dus1 dengan anggaran kas yang direncanakan setiap triwulannya

12) Dust tanggal, bulan dan tahun dilengkap: dengan tanda tangan, nama
lengkap dan NIP dar1 pimpmman BLUD
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Rincian DBA Perubahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN
BELANJA DAN PEMBIAYAAN @)

TAHUN ANGGARAN (3)
NOMOR x-Xx X-X X-XX XX XXX XX X XX {4}

No Uratan Sebelum Setelah Tambah/
Perubahan Perubahan Kurang

1 (5) 2 (6) 3 () 4 (8) 5 09

PENDAPATAN

Jasa Layanan

a

b

C

Dst

Hibah

a

b

[

Dst

Hasil Kerjasama APBD

a

b

C

Dst

Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

a

b

[

Dst

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

a

b

C

Dst

Belanja Barang dan Jasa

a

b

Cc

Dst

Belanja Bunga

a

b

C

Dst

Belanja Lamn lain

a

b

[

Dst

Jumlah

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

a

b

(&

Dst

Belanja Peralatan dan Mesin

a

b

[o

Dst

Belanja Gedung dan Banngunan

a

b

(o

Dst

Belanja Jalan, Irnigas: dan Janngan

a
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b

C

Dst

Belanja Aset Tetap Lamnnya

a

b

C

Dst

Belanja Aset Lamnya

a

b

c

Dst

Jumlah

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembiayaan Pokok Utang/Pmjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA/SIKPA)

Nia: Ambang Batas Sebesar Rp (10) , 20 (12)
Rencana Penarikan per Triwulan (11)
Triwulan 1 Rp Pemumpin Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan II Rp
Triwulan Il Rp (ttd)
Triwulan IV Rp (nama lengkap)
Jumlah NIP

Ro

Petunjuk pengisian formulir rincian DBA Perubahan BLUD (pendapatan,
belanja dan pembiayaan)

Dusi nama provinsi/kabupaten/kota

Dus1 dengan nama BLUD

Dusi1 Tahun Anggaran

Dusi1 dengan nomor DBAP

Pengisian kolom satu kolom I, dus1 dengan nomor urut pendapatan,
belanja, pembiayaan

Kolom 2, dus: dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan

1)
2)
3)
4)
S)

6)

7)

8)

a

pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya dukut: dengan uraian jenis pendapatan yang diterima
BLUD,

belanja diawah dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokan ke dalam belanja operasi dan belanja
modal, dalam kelompok operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja dan
dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja, dan
untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokan ke dalam
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam kelompok
penerimaan pembiayaan dwraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
dwuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan

Kolom 3, dusi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belamja dan

pembiayaan sebelum DBA perubahan
Kolom 4, dusi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan setelah DBA perubahan
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9) Kolom 5, dusi dengan selisth lebith/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai jenis, objek, rincian objek
dan sub rncian objek sebelum DBA perubahan dan setelah DBA
perubahan

10) Dus: dengan besaran ambang batas total belanja yang telah ditentukan

11)Dus1 dengan anggaran kas yang direncanakan untuk setiap
trniwulannya

12) Dus1 tanggal, bulan dan tahun dilengkap: dengan tanda tangan, nama
lengkap dan NIP dar1 Direktur BLUD

3. DBA Perubahan Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ]
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN 2)
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (3)
NOMOR-x-xx x-XX XX XX 4 4)
No Uraian Sebelum Setelah Tambah/
Perubahan Perubahan Kurang
1 5 2 (9 3__() 4 (8 S (9)
PENDAPATAN

Jasa Layanan

a
b

dst

Hibah

a

b

dst

Hasi Kerja Sama

a

b

dst

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
a

b

dst

Lain Lain Pendapatan Badan Layanan

Umum Yang Sah

a

b

dst

Jumlah

Rencana Penarikan Per Tnwulan (10) , 20 (11)
Triwulan I Rp Pemmmpin Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan IT Rp
Triwulan HI Rp (ttd)
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp (nalx\]n&all) lengkap)
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Petunjuk pengisian Formulir DBA Pendapatan Perubahan

1) Dusi nama provinsi/kabupaten/kota

2) Dusi dengan nama BLUD

3) Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan

4) Dust dengan nomor DBAP

5) Pengisian kolom satu, dusi dengan nomor urut pendapatan
6) Pengisian kolom dua, sebagai berikut

a kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama,

b untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan
berkenaan Jenis-Jenis pendapatan yang termasuk kelompok
pendapatan seperti jasa layanan, dan

¢ untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya
dwuraikan objek pendapatan berkenaan

7) Kolom tiga dusi dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek sebelum DBAP

8} Kolom empat dusi dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek setelah DBAP

9) Kolom lima dusi dengan selisth lebih/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan sesuai jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
sebelum dan setelah perubahan

10) Dusi dengan rencana penaritkan dana belamja per kegiatan setiap
triwulan selama tahun anggaran direncanakan

11)Dust tanggal, bulan dan tahun, serta ditandatangani oleh Direktur
BLUD yang dilengkapt dengan nama lengkap dan NIP nya
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4. DPA Perubahan Belanja

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(1)

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN (2)
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN
NOMOR x-xx x XX XX xxX 5 4)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan '{ﬁﬁlbah
ran
U Sumber Dana Sumber Dana
No ralan Has |  Lawnlan Hasd Lain-lain
as
Jasa Hibah | Kema | FoPdapatan | siipa | Apep |  Jasa Hibah | Kepa | Londapatan | grps | APBD
Layanan sama BLusgﬁ,ang Layanan sama BLUD yang
sah

1 (5 2_(6) 3 ) 48 5

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

a

b

dst

Belanja Barang dan Jasa

a

b

dst

Belanja Bunga

a

b

dst

Belanja Lain-lain

a

b

dst

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

a

b

dst
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Belanja Gedung dan
Bangunan

a

b

dst

Belanya Jalan, Irigasi dan
Jaringan

a

b

dst

Belanja Aset Tetap
Lamnnya

a

b

dst

Belanja Aset Lainnya

a

b

dst

Jumlah

Nilai Ambang Batas Belanja
Sebesar (10)

Rencana Penarikan per triwulan (11)
Triwulan I Rp
Triwulan II Rp
Triwulan I Rp
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp

R 20 (12)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd}
(nama lengkap)

NIP
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Petunjuk pengisian Formulir DBA Belanja

1)
2)
3)
4)
5)
6)

8)

Dus1 nama provinsi, kabupaten/kota

Diis1 dengan nama BLUD

Dus1 dengan tahun anggaran yang direncanakan

Diis1 dengan nomor DBAP

Pengisian kolom satu, dns: dengan nomor urut belanja

Pengisian kolom dua, sebagai benikut

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja
yakni uraian belanja Selanjutnya untuk menguraikan lebith lanjut
belanja kedalam kelompok belamja, yang pertama kali dicantumkan
adalah belanja operasi,

Kemudian dukuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian
objek belanja operas: Setelah menguraikan belanja operasi, langkah
selanjutnya adalah menguraikan belanja modal mulai dar jenis belanja
modal, dengan masing-masing objek belanja modal darn rincian objek
belanja modal

Pengisian kolom tiga, sebagai berikut

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok jenis objek dan rincian
objek dart setiap belanja sebelum perubahan DBA dibuat berdasarkan
sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud Sumber
pendanaan objek belanja dimaksud berasal dar jasa layanan, hibah,
basil kerjasama, lain lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD
Pengisian kolom empat, sebagai berikut

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok jenis objek dan rincian
objek dari setiap belanja setelah perubahan DBA dibuat berdasarkan
sumber pendanaan untuk mendanar belanja dimaksud Sumber
pendanaan objek belanja dimaksud berasal dar jasa layanan, hibah,
hasil kerjasama, lain lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD

9) Kolom lima dusi dengan selisth lebih/kurang antara jumlah anggaran

belanja sesuai jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek sebelum
perubahan dan setelah perubahan

10) Dust dengan besaran am bang batas total belanja yang telah ditentukan
11) Dust dengan anggaran kas yang direncanakan untuk setiap triwulan

selama tahun anggaran direncanakan

12) Dus1 tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Direktur BLUD

yang dilengkap: dengan nama lengkap dan NIP nya

102



DBA Perubahan Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN 2)
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 3)
NOMOR x-Xx X-XX XX XX 6 4)
No Uratan Sebelum Setelah Jumlah (Rp)
Perubahan | Perubahan
1 (5) 2 (6 3 (1) 4 (8 S _(9)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
/SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Divestasi

Penenmaan Utang/Pinjaman

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investast

Dst

Pembiayaan Pokok Utang/Pijaman

Dst
Jumlah
Rencana Penarikan Per Triwulan (10) 20 (11)
Triwulan I Rp Pemmmpin
Triwulan II Rp Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan I Rp (ttd)
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp (nama lengkap}
NIP

Petunjuk Pengisian Formulir DBA Perubahan Pembiayaan
1) Dusi dengan provinsi/kabupaten/kota
2) Dusit dengan nama BLUD
3) Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
4) Dusi dengan nomor DBA
5) Pengisian kolom satu kolom 1, dust dengan nomor urut pembiayaan
6) Pengisian kolom dua, sebagai berikut,
a Penernmaan Pembiayaan,

(1) urazan pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih
lanjut penernmaan pembiayaan yaitu uralan penerimaan
pembiayaan,

(2) selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok pembiayaan berkenaan, sepert:
penggunaan sisa lebith perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman merupakan
jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok
penerimaan pembiayaan, dan

(3) untuk masing-masing jenis penermmaan pembiayaan yang
dicantumkan  selanjutnya  dwraikan objek  penerimaan
pembiayaan yang termasuk dalam Jenis penerimaan pembiayaan
berkenaan

b Pengeluaran Pembiayaan

(1) uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih
lanjut pengeluaran pembilayaan yaitu uraian pengeluaran
pembiayaan,

(2) selanjutnya diuratkan jenis jenis pengeluaran pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan,
sepert1 investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman, dan
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7)

8)

9)

(3) untuk masing-masing jemis pengeluaran pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya dwraikan objek pengeluaran
pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan
berkenaan

Kolom tiga dns1 dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek sebelum perubahan
RBA

Kolom tiga dusi dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, nncian objek dan sub rincian objek setelah perubahan RBA
Kolom hma dusi dengan selisth lebih/kurang antara jumlah
anggaran belanja sesuai jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek sebelum perubahan dan setelah perubahan

10) Dus1 dengan anggaran kas yang direncanakan untuk setiap

triwulannya

11) Dns1 tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangam oleh Direktur

BLUD yang dilengkap:1 dengan nama lengkap dan NIP

6. DBA Perubahan Belanja Per Kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA {J)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN 2)
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN (3}
NOMOR x-xx X-X X XX.XX.XXX.XX.X xX. {4)

Program {5)
Kegiatan (6)
Sub Kegiatan {7)
Sumber Dana (8)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegnatan BLUD
Sebelum Perubahan (9) Sesudah Perubahan  (10)
Tolak
Indikator Ukur Target Kinenja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Kinerja
Capalan
Program
Masukan
Keluaran

Kelompok Sasaran Kegiatan {11}

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH
KODE URAIAN PERUBAHAN _(14) PERUBAHAN _(15) JUMLAH
REKENING (12) (13) [TVOLUME | SATUAN | HARGA | JUMLAH | VOLUME SATUAN | HARGA | JUMLAH | (RP)(16)
SATUAN SATUAN
T p) 3 7 5 6 7 8 9 10 11

[

UMLAH (Rp) {17)

Nilai Ambang Batas belanja sebesar
Rp (18)

Triwulan I Rp

Rencana penarikan per Tnwulan (19) , 20 (20)

Pemmmpin Badan Layanan Umum Daerah

Trwulan II Rp (ttd}

Tnwulan 11 Rp

Triwulan IV Rp

Jumlah Rp (nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian Formulr Rincian DBAP Belanja per kegiatan sebaga:

berikut

1) Dusi nama provinsi,kabupaten/kota

2) Dusi dengan nama BLUD

3) Dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan

4) Dusi dengan nomor DBAP

5) Program dusi nama program dar kegiatan BLUD yang berkenaan sesuai

ketentuan perundang undangan pada sektor yang terkait tugas dan
fungst BLUD Program sendir1 merupakan imstrumen kebyakan yang
beris1 dar1 satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh BLUD untuk mencapai tujuan
dar1 sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi
anggaran
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6) Kegiatan dusi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang undangan pada sektor yang terkait tugas dan
fungs1 BLUD

7) Sub Kegiatan dusi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan
sesual dengan ketentuan perundang undangan pada sektor yang terkait
tugas dan fungs:1 BLUD

8) Sumber dana dus: dengan jenis sumber dana yang digunakan yaitu
pendapatan BLUD/pendapatan APBD/SILPA tahun sebelumnya

9) Pengisian kolom Tolak Ukur Kinerja, sebagai berikut
a capaian program dus: dengan uraian sasaran/cakupan objek yang

menjad: target, misalnya jumlah 1bu hamil pada kecamatan,

b masukan dusi dengan urailan masukan yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlaksana, misalnya jumlah dana yang dibutuhkan,
dan

¢ keluaran dus: dengan jumlah konknit dari pelaksanaan kegatan,
misalkan jumlah 1bu hamil pada kecamatan x yang mendapatkan
persalinan dari Puskesmas

10) Pengisian target kinerja sebagai berikut
a target capaian program disi dengan jumlah sasaran/cakupan objek

yang menjadi target,

b target masukan dusi dengan jumlah anggaran yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlaksana, dan

¢ target keluaran dusi dengan jumlah konkrit hasil dan pelaksanaan
kegiatan

11) Pengisian kelompok sasaran kegiatan dusi dengan penjelasan terhadap
karakteristik kelompok sasaran

12) Pengisian kode rekening dust dengan  kodefikasi  berbasis
Permendagn 90/2019 dan pemutakhirannya yang diseuaikan dengan
kebutuhan BLUD

13) Pengisian Uraian kode rekening dusi dengan nomenklatur berbasis
Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya yang diseuaikan dengan
kebutuhan BLUD

14) Pengisian rincian perhitungan sebelum DBA perubahan dilakukan
sebagai berikut
a volume dusi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

orang/pegawai dan barang,

b satuan dusi dengan satuan hitung darn target rincian objek yang
direncanakan seperti umit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran
berat, ukuran luas, ukuran 1s1 dan sebagainya, dan

¢ harga dusi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, ukuran
luas, ukuran 1s1 dan sebagainya

15) Pengisian rincian perhitungan sebelum DBA perubahan dilakukan
sebagai berikut
a volume dust dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

orang/pegawal dan barang, dan

b satuan dusit dengan satuan hitung dan target rincian objek yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran
berat, ukuran luas, ukuran 1st dan sebagainya

16) Kolom 11 dusi dengan selisth lebih/kurang antara jumlah anggaran
belanja sesuai jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek sebelum
perubahan dan setelah perubahan

17) Pengisian jumlah (Rp) dusi dengan penjumlahan darin hasil pengisian
Jjumlah nomor (15)

18) Dusi dengan besaran ambang batas belanja

19) Dusi dengan anggaran kas yang direncanakan untuk setiap triwulannya

20) Dusi tanggal, bulan tahun
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G. FORMAT DPPA
1. DPPA Pendapatan

DOKUMEN PELAKSANAN ANGGARAN 1 NODPASKPD (1) Formulir DPPA
SATUAN KERJA PERANGhAT DAERAH o XEOXX 1 00 1000 | 4 1  PENDAPATAN
Provinsi/Kabupaten/hota  {2)
Tahun Anggaran _ {3)
Organisasl p—— “
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan Setelah Lebib/
hode Rekening Uraian Penamb T ‘(? Perub, ®) hurang
1 Saf ary Tausf g
Volume tuan Harga Jumlah | Volume Datuan Harga Jumlah ©)
1 (5) 2 (6) 3 4 S 6 1 8 9 10 11
4 Pendapatan
4] 1 PAD
411] 4 Lamn lain PAD yang Sah
411) 4 XX Pendapatan BLUD
411! 4 XX XX Pendapatan BLUD
411] 4 XX xx | xx | Pendapatan BLUD
4111 4 XX XX xx_| Pendapatan BLUD
Jumlah
Rencana pendapatan Per Triwulan
20 (10)
Trwulan 1 Rp 1y Mengesahkan
Trwulan 2 Rp Pejabat Pengelola Kenangan Daerah
Trwulan 3 Rp (ttd)(12)
Triwulan 4 Rp
Jumlah Rp {nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian formulir DPPA-Pendapatan

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

9)

Nomor DPPA-SKPD dusi kode urusan pemerintahan, nomor kode

organisasit SKPD, nomor kode program dusit kode 00 dan nomor kode

kegiatan dusi kode 00 serta nomor kode anggaran dusi dengan kode 1

Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan

Organisasi dust dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama SKPD

Kolom 1 {kode rekening) dus1 dengan kode rekenming kelompok, jenis,

obyek dan rincian obyjek pendapatan SKPD

Kolom 2 (uraian) dus: dengan kode rekening kelompok, jenis, obyjek,

rincian obyek pendapatan

Rincian perhitungan Sebelum Perubahan DPA dusi dengan

a kolom 3 (volume) dus: dengan target rincian objek pendapatan yang
bersumber dar pendapatan BLUD,

b kolom 4 (satuan) dusi satuan hitung dar target rincian objek yang
direncanakan,

¢ kolom 5 (tarif/harga) dusit dengan tarif/harga nilair satuan lainnya
dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase laba atau
harga atas penjualan barang/jasa yang tidak dipisahkan, dan

d kolom 6 (jJumlah) dus1 jumlah pendapatan setiap rincian objek yang
dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5

Rincian perhitungan setelah Perubahan DPA dus: dengan

a kolom 3 (volume) dusi dengan target rnincian obyek pendapatan yang
bersumber dan pendapatan BLUD,

b kolom 4 (satuan) dusi satuan hitung dan target rincian obyek yang
direncanakan, dan

¢ kolom 5 (tanif/harga) dusi dengan tanf/harga milai satuan lainya
dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase laba atau
harga atas penjualan barang/jasa yang tidak dipisahkan

Kolom 11 dusi dengan selisth lebith/kurang antara jumlah DPA sebelum

perubahan dan setelah perubahan

10) Nama 1bukota, bulan, tahun dus1 berdasarkan pembuatan formulir DPA-

Pendapatan, dengan mencantumkan nama jab atan kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah

11) Rencana pendapatan setiap triwulan selain tahun anggaran yang

direncanakan

12) Formulir DPA-pendapatan ditandatangam oleh pemimpin Direktur BLUD

dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah dengan mencantumkan
nama lengkap dan nomor induk pegawai
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2. DPPA Belanja

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN I

NO DPA SKPD (3

Frormulir

DPA RINCIAN BCLANJA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Ixxxl Xxx Ixxl XX I xx 15
provinsiy/kabupaten/kota )
Tahun Anggaran {3)
Urusan Pemenntahan x (4)
Bidang Urusan X XX )
Program X XX XX {6)
Sasaran Program (Impact) {7)
Capauan Program /Outcome) (8)
Kegiatan X XX XX XX {9)
Ormrganisast X XX XX XXX XX XX 10)
Unzt Orgamsas: X XX XX XXX XX XX (11)
Jumlah Tahun n 1 Rp ) {12)
Jumlah Tahun n Rp ) (13)
Jumlah Tahun n+l Rp ) (14)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja hegiatan (15)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerya Tolak Ukur kinena Target hiena
Utama Penunjang Utama Penunjang Utarna Penunjang Utama Penunjang
Capaian Program
Masukan
keluaran
Hasil
Kclompok Sasaran hegatan (16)
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kenja Perangkat Dacrah
Sub hegiatan X XX XXX XX (17
Sumber Dana (18) Lokast (provinsi sampai kecamatan kab/kota sampa1 desafkelurahan)
Sub Keluaran l Kuantitas dengan satuan disamakan/sub kegiatan (19)
Waktu Pelaksanaan Mula1 sampai (20}
Kcterangan (21)
Kode Rekening Uraian Sebelun Perubahan
1 (22) 2 (29) 3 (29 4 (25) 5 (26)
S5 1 1 Belanja Pegawai
S 1 1 XX Belanja Pegawai BLUD
5 1 1 XX X% Belanja Pegawai1 BLUD
53 1 1 XX X% xx Belanja Pegawat BLUD
S 1 2 Belanja Barang dan Jasa
S 1 2 XX Belanja Barang dan Jasa BLUD
S5 1 2 XX XX Belanja Barang dan Jasa BLUD
S 1 2 XX XX XX Belanja Barang dan Jasa BLUD
S 1 3 Belanja Modal Tanah
S 1 3 XX Belanja Modal Tanah BIUD
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5 1 3 XX XX Belanja Modal Tanah BLUD

S 1 3 XX Belanja Modal Tanahk BLUD

5 1 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesm

s 1 4 Pled Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5 1 4 XX XX Belama Modal Peralatan dan Mesin BLUD
51 1 4 XX Belanja Modal Peralatan dan Mesm BLUD
5 1 x Belanja Modal dst

Jumlih Anggaran Sub hegiatan

Jumlah Anggarman Kematan

Rencana Pendapatan Per Tinwulan
Triwulan 1 Rp (28) 20 (27)
Triwulan 2 Rp Mengesahkan
Trovulan 3 Rp Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  (29)
Trwulan 4 Rp (ttd)

(nama lenghap)

Jumlah Rp

NIP
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Petunjuk pengisian Formulir DPPA-Belanja
1) Nomor DPPA-SKPD dusi dengan nomor kode urusan pemernntahan,
nomor kode organisasi, nomer kode program dusi dengan kode program
dan nomor kode kegiatan dus: dengan nomor kode anggaran belanja dusi
dengan kode 5 serta nomor kode kelompok belanja langsung dusi
dengan kode 2
2) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
3) Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
4) Urusan pemerintahan dusi dengan nomor kode urusan pemerintahan
dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
5) Bidang urusan dusi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan
dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD
6) Program dusi dengan nomor kode program dan nama program dar
kegiatan yang berkenaan
7) Sasaran program (impact) dust dengan penjelasan dar1 sasaran program
yang diharapkan
8) Capaian program {outcome) dusi dengan penjelasan dar capaian
program yang diharapkan
9) Kegiatan dust dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang
akan dilaksanakan
10) Organisasi dust dengan nomor kode Perangkat Daerah dan nama SKPD
11) Unit organisasi dusikan dengan nomor kode unit Perangkat Daerah dan
nama unit satuan kerja Perangkat Daerah
12) Alokas: tahun n-1 dusikan dengan alokas: anggaran kegiatan yang telah
dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dar1 tahun yang direncanakan
13) Baris kolom alokasi tahun n dusikan dengan alokasi anggaran keglatan
yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan
14) Banis kolom tahun n+1 dusikan dengan alokasi anggaran kegiatan yang
akan dilaksanakan 1 tahun benkutnya darn tahun yang direncanakan
15) Indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan
a kolom tolak ukur kinerja dusi dengan tolak ukur kinerja dan setiap
masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja,
jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan, dan
b Kolom target kinerja dust dengan tingkat prestas: kerja yang dapat
diukur pencapaianya atas capaian program, masukan, keluaran dan
hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja
16) Kelompok sasaran kegiatan dust dengan penjelasan terhadap
karakteristik kelompok sasaran sepert: status ekonomi dan gender
17) Sub kegiatan dusit dengan nomor kode sub kegiatan dan narna sub
kegiatan yang akan dilaksanakan
18) Sumber dana dusikan dengan jenis sumber dana untuk mendanai
pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan mempedomani
Peraturan Menter1 Dalam Neger:1 mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Dan
kolom lokasi dusikan dusi dengan nama lokas: atau tempat setiap sub
kegiatan dilaksanakan
19) Sub keluaran dusikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh sub
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan kegiatan serta program, dan kebyakan
20) Waktu pelaksanaan dunsikan dengan waktu pelaksanaan dari sub
keglatan yang akan dimulai dann kapan sampai dengan selesainya sub
kegiatan tersebut
21) Baris kolom keterangan dus: dengan, antara lain
a kodel1l menunjang pendidikan,
b kode 2 menunjang kesehatan,
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¢ kode 3 nfrastruktur,
d kode 4 prioritas nasional bagi provins: dan kabupaten/kota, dan
e kode 5 prioritas daerah bag: kabupaten/kota

22) Kolom 1 (kode rekening) dusi dengan kode rekening akun jenis belanja

23)Kolom 2 (uraian) dusi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian objek belanja

24) Kolom 3 dust dengan jumlah anggaran belanja sesuai jenis sebelum
perubahan anggaran

25)Kolom 4 dusi dengan jumlah anggaran belanja sesuai jenis setelah
perubahan anggaran

26)Kolom 5 dusi1 dengan selisth lebih/kurang antara jumlah anggaran
sebelum perubahan dan setelah perubahan

27) Nama 1bu kota, bulan, tahun dusi berdasarkan pembuatan formulir
DPA-Belanja, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah

28) Rencana pendapatan setiap tniwulan selama tahun anggaran yang
direncanakan

29) Formulir DPA-Belanja ditandatangani oleh Direktur BLUD dan/atau
pejabat pengelola keuangan daerah dengan mencantumkan nama
lengkap dan nomor induk pegawai
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3. DPPA Pembiayaan

NODPASKPD (1) I Formulir DPA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN X XAXx XXI XX 10010001} 6
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN
SKPD
Provinsi/ kabupaten/ kota (2)
Tahun Anggaran (3}
Rmcian Anggaran Pemb
IOrganisasi l:xxx XX {4)
hode Rekemn, Sebelum Setelah Lebih/
2 u Perubahan Perubahan hurang
10 2 {6) 3 @ 4_ @8 5_08
611 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
611 1 X Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
BLUD
611 1 = X Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
BLUD
611 1 xx ¢ *x mgngmaan Sisa Lebih Perhutungan Anggaran (SILPA)
611 2 Divestasy
6{1 1] 2 XX Divestas: BLUD
611 1] 2 XX XX Divestas: BLUD
611 2 XX XX xx | Divestas1 BLUD
611 3 Penenmaan Utang/Pinjaman
611 3 Xx Penernmaan Utang/ Pinjaman BLUD
611 3 XX XX Penenmaan Utang/Pmjaman BLUD
611 3 XX XX xx | Penernimaan Utang/Pmjaman BLUD
Jumiah Penerunaan Pembiayaan {10)
612 2 Investass
612 2 Investas: BLUD
612 2 XX XX Investas: BLUD
6 {2 2 XX XX xx | Investas:i BLUD
612 3 Pembayaran Pokok utang yang Jatuh Tempo Kepada
Tembaga Keuangan
Pembayaran Pokok utang yang Jatuh Tempo hepada
612 3 XX
Lembaga Keuangan
62 3 xx x Pembayaran Pokok utang yang Jatuh Tempo Kepada
Lembaga Keuangan
6l2 3 x <x x Pembayaran Pokok utang yang Jatuh Tempo Kepada
Lembaga Keuangan
Jurnlah Pengeluaran Pembiay aan {11}

Rencana Penenmaan Per Triwulan

Trwulan 1 Rp (12)

Touwulan 2 Bp Mengesabikan

Trwulan 4 Rl}; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (14)
Jumlah Rp

(ttd)
(nama lengkap)
NIP

Petunjuk Pengisian Formulir DPA Pembiayaan

1)

2)
3)
4)

S)

6)

7
8

9)

Nomor DPA-SKPD dusi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program dus: dengan kode 00
dan kode kegiatan dunsi dengan kode 00, nomor kode anggaran
pembiayaan dusi dengan kode 6
Provinsi/kabupaten/kota dusi nama provinsi/kabupaten/kota
Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang direncanakan
Kode organisasi dusi1 dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuan kerja daerah
Kolom 1 (kode rekening) dusi dengan nomor kode rekening
akun/kelompok/jenis/obyek/rincian obyek penerimaan pembiayaan,
yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan
Kolom 2 (uraian) dusi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek penerimaan pembiayaan, yang dilanjutkan dengan
pengeluaran pembiayaan
Kolom 3 dusi dengan jumlah anggaran pembiayaan sesuai jenis sebelum
perubahan anggaran
Kolom 4 dusi dengan jumlah anggaran pembiayaan sesuai jenis sebelum
perubahan anggaran
Kolom 5 dusi dengan sehisih lebith/kurang antara jumlah anggaran
sebelum perubahan dan setelah perubahan
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10) Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis
penerimaan pembiayaan

11) Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dar1 penjumlahan
seluruh jenis pengeluaran pembiayaan

12) Rencana anggaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun anggaran
yang direncanakan

13) Tanggal, bulan, tahun dus1 berdasarkan pembuatan DPPA pembiayaan

14) Formulir DPA pembiayaan ditandatangani oleh Direktur BLUD
dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mencantumkan nama
lengkap dan NIP yang bersangkutan
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II. TATA CARA PENATAUSAHAAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
BLUD RSUD

A. Tanda Bukti Pembayaran
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

BLUD (2)
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI (3)
a. Bendahara Penerimaan BLUD  (4)
Telah menernima uang sebesar 5)
( } (6)
b Dan
Nama (7)
Alamat 8)
¢ Sebagai pembayaran {9)
Kode Rekening (10} Jumlah (Rp) (11)
X X XX XX XX XXX
X X XX XX XX XXX
d Tanggal Uang Diterima (12)

Mengetahu (13)

Bendahara Pembayar /Penyetor /Kasir (13)
Penerimaan BLUD

(ttd) (ttd)*
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP
Lembar ash untuk Pembayar/Penyetor pihak ketiga
Salinan 1 untuk arsip bendahara penerrmaan BLUD
Salinan 2 Arsip

Petunjuk pengisian Tanda Bukti Pembayaran

1) Provinsi/kabupaten/kota dust dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2) BLUD dusi1 nama BLUD yang bersangkutan

3) Nomor bukt: dus1 nomor TBP

4) Bendahara penerimaan BLUD dusi nama bendahara penerimaan BLUD

5) Telah menerima uang sebesar dusi dengan jumlah uang yang diterima
secara nominal

6) Dusijumlah uang yang diterima dalam huruf

7) Nama dusit nama pembayar layanan barang dan/atau jasa BLUD

8) Alamat dusi alamat dar1 pember1 pendapatan

9) Sebagai pembayaran dus1 dengan uraian pendapatan BLUD berdasarkan
kodefikas1 akun BLUD

10) Kode rekening dusi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek, rincian

11) obyek, subrincian obyek pendapatan berdasarkan kodefikast akun
BLUD

12) Tanggal uang diterima dus: tanggal saat penerimaan pendapatan dari
pembern pendapatan

13) Tanda bukti pembayaran ditandatangan: oleh Bendahara Penerimaan
BLUD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai
dan pembayar/penyetor/kasir

113



B. Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
BLUD (2)
SURAT TANDA SETORAN
(STS)
STS No 3) Bank 4
No Rekening 5)
Harap terima uang sebesar
(6)
(dengan huruf)
)
Dengan rincian penerumaan sebagai berikut  (7)
No Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah {Rp)
Uang tersebut diterima pada tanggal (8)
»Tanggal )
Mengetahw,
Pemimpin BLUD (10} Bendahara Penerima BLUD (10}
(ttd) (ttd)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP NIP
{Catatan STS dilampir1 Slip Setoran Bank)

Petunjuk pengisian Surat Tanda Setoran
1) Provinsi/Kabupaten/Kota dust dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2) BLUD dusi nama BLUD yang bersangkutan
3) Nomor Bukti dust nomor STS
4) Bank dusi nama bank tempat rekening kas BLUD
5) No rekening dusi no rekening bank tempat rekening kas BLUD
6) Telah menerima uang sebesar dusi dengan jumlah uang yang diterima
secara nominal dan jumlah uang yang diterima dalam huruf
7) Tabel dus: sebagai berikut
a kolom kode rekening dusi dengan kode rekening setiap rincian obyek
pendapatan,
b kolom uraian rincian objek dusi dengan uraian nama rincian objek,
dan
¢ kolom jumlah dusi dengan jumlah nilai nominal penerimaan setiap
rincian obyek pendapatan
8) Tanggal uang diterima dus: tanggal saat penerimaan uang dar1 STS
9) Nama 1bukota, bulan dan tahun berdasarkan pembuatan STS
10) STS ditandatangam oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan Direktur
BLUD RSUD dengan mencantumkan nama lengkap
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. Nota Kredit Bank

Nama bank (1)
Alamat (2)
» 20 (9
Yth,
Pemimpin BLUD Alamat 4)
NOTA KREDIT

Telah diterima pendapatan dari (5) sebesar Rp (6) dan telah dikreditkan di nomor
rekeming  (7) atas nama di (8)

Pthak bank, (9)
ttd
Nama/jabatan

Petunjuk pengisian Nota Kredit

1)
2)
3)

4)
S)
6)
7)
8)
9)

Dusi dengan nama bank rekening kas BLUD

Dus: dengan alamat bank rekening kas BLUD

Dusi dengan lokasi tempat dan tanggal bulan dan tahun nota kredit
dibuat

Dusi dengan alamat BLUD

Dusi dengan jenis sumber pendapatan BLUD yang diterima

Dusi dengan jumlah besaran yang di nota kreditkan

Dus1 dengan nomor rekening bendahara atau rekening kas BLUD

Dusi dengan pemilik/pemegang rekening

Dusi dengan nama dan jabatan tanda tangan dai pithak bank yang
bersangkutan
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D. Buku Kas Umum Penerimaan

Tahun Anggaran (3) PEMERINTAH PROVINS!/KABUPATEN/KOTA (1)
Periode 4) BUKU KAS UMUM PENERIMAAN DAN PENYETORAN BLUD
BENDAHARA PENERIMAAN BLUD 2)
No Penermmaan Penyetoran
No Bukti Jumlah No STS T, Jumlah et
Transaks: Tg] Cara Pembayaran Kode Rekening Uraian um 0 gl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Saldo Awal
X X XX XX XX XXX
Jumlah (6)
Jumlah Penerimaan 7
Jumlah Yang Disetorkan (8)
Pada har in1 tanggal , Buku Penermmaan dan Penyetoran di tutup oleh kam dan terdapat saldo kas sebesar Rp (9)
( (10)

Terdir1 dar1 (11)
0 Tuna
o Saldo bank
0 Lamnya

Mengetahui/menyetuju (12)

Pemimpin BLUD
(ttd)

(nama lengkap)

NIP

Bendahara Penerimaan BLUD
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Petunjuk pengisian buku penerimaan dan penyetoran BLUD

1)
2)
3)

4)
d)

6)
7)

8)

9)

Provinsi/kabupaten/kota dns: dengan nama provinsi/kabupaten/kota

BLUD dusi nama BLUD yang bersangkutan

Tahun anggaran dust tahun anggaran saat Buku Penerimaan dan

Penyetoran BLUD disusun

Periode dusi masa disusunnya Buku Penerimaan dan Penyetoran disusun

Pengisian kolom 11 (sebelas) kolom pada tabel dusi cara sebagai berikut

a kolom (1) dusi dengan nomor urut transaksi Buku Penerimaan dan
Penyetoran (dimulai dart nomor 1 dan seterusnya) Nomor urut yang
digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan
Maksudnya apabila satu transaks: menghasilkan dua atau lebih
pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup
menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat,

b kolom (2) dust dengan nomor bukti transaksi penerimaan,

kolom (3) dusi dengan tanggal transaksi penerimaan,

kolom (4) dus1 dengan cara pembayaran melalu1 kas bendahara atau

bank,

kolom (5) dus1 dengan nomor kode rekening,

kolom (6) dusi dengan uraian transaksi,

kolom (7) dusi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan,

kolom (8) dust dengan nomor bukt: transaksi STS,

kolom (9) dus: dengan tanggal transaks: penyetoran, dan

] kolom (10) dus: dengan uraian keterangan jika diperlukan

Jumlah dusi penjumlahan dar1 kolom penerimaan dan penyetoran

Dusi jumlah Rp Penerimaan saldo pada saat tanggal penutupan Buku

penerimaan dan penyetoran,*)

Dusi jumlah Rp Penyetoran saldo pada saat tanggal penutupan Buku

penerimaan dan penyetoran,¥)

Dusi1 jumlah Rp saldo sampai dengan saat tanggal penutupan buku

penerimaan dan penyetoran,¥)

0,0

=Bt o

10) Dusi jumlah saldo Rp yang dirinci menurut jumlah tunai, saldo bank Dan

surat berharga saat penutupan buku penerimaan dan penyetoran,*)

11) Tanda tangan ditandatangam oleh bendahara penerimaan BLUD dan

Pemimpin BLU disertal nama lengkap,*)
*) dusi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan BLUD
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E. Register STS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

REGISTER STS
BLUD (2)
TAHUN ANGGARAN  (3)
Bendahara )
Penermmaan Bulan 5)
No | No STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

XXX XX XX XXX

Mengetahui/menyetuju R 20 (7)
Pemimpin BLUD Bendahara Penerimaan BLUD
(ttd) (8) (ttd)(8)
{nama lengkap) (nama lengkap)
NIP NIP

Petunjuk pengisian Register Surat Tanda Setoran (STS)

1) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2) BLUD dus1 nama BLUD yang bersangkutan

3} Tahun anggaran dusi tahun anggaran penyusunan Register STS

4) Bendahara Penerimaan BLUD dusi nama Bendahara Penerimaan BLUD

5) Bulan dusi periode daftar STS yang ada pada suatu bulan

6) Pengisian kolom 8 (delapan) kolom pada tabel dusi dengan cara sebagai
berikut

O A0 DR

g
h

kolom (1) dusit dengan nomor urut transaksi STS,

kolom (2) dusi dengan nomor STS,

kolom (3) dus1 dengan tanggal STS,

kolom (4) dusi1 dengan nomor kode rekening transaksi di STS,

kolom (5) dus1 dengan uraian transaksi STS,

kolom (6) dusit dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan yang
disetor menggunakan STS,

kolom (7) dust dengan nama penyetor penerimaan ke rekening kas
BLUD, dan

kolom (8) dus1 dengan keterangan yang dianggap perlu

7) Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun dus: berdasarkan saat pembuatan
register STS

8) Register STS ditandatangam oleh bendahara penertmaan BLUD dan
pemumpin BLUD dengan mencantumkan nama lengkap
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F. Surat PPD-UP

PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA. ()
SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA UANG
PERSEDIAAN (SURAT PPD-UP)

NOMOR @)

Berdasarkan Keputusan Pemumpin BLUD Nomor Tanggal (3) tentang Penetapan
Jumlah Uang Persediaan untuk BLUD (4), bersama mi kamu mengajukan Surat

Permintaan Pencairan Dana Uang Persediaan Sejumlah Rp (5)
Terbilang (6)
Nama Bendahara dan (1)

Nomor Rekening Bank

, 20
8)
Bendahara Pengeluaran
BLUD
(ttd)(9)
(nama lengkap)
NIP

Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Penggunaan Surat PPD-UP

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

8)

Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
Nomor dusi dengan nomor Surat PPD-UP

Nomor Keputusan Kepala Daerah dusi dengan Nomor Keputusan Kepala
Daerah yang mendasart penetapan jumlah dana UP Dukuti dengan
pengisian tanggal Keputusan Kepala Daerah tersebut

BLUD dusi dengan nama BLUD yang menerbitkan PPD-UP dan besaran
UP-nya ditetapkan lewat Keputusan Kepala Daerah

Jumlah uang dusi dengan jumlah/besaran dana UP yang ditetapkan
untuk BLUD tersebut

Terbilang dus1 dengan jumlah terbillang darn jumlah dana UP yang
ditetapkan

Nama dan nomor rekening bank duns: dengan nama bank beserta rekening
bank bendahara pengeluaran BLUD pada bank tersebut yang akan
dipaka1 untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan
lewat penerbitan Surat PPD-UP

Nama 1bukota, tanggal, tahun dusi berdasarkan saat pembuatan surat
PPD-UP

Surat PPD-UP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP
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G. Surat PPD-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(1)

SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA GANTI UANG PERSEDIAAN (SURAT PPD GU)

NOMOR 2)
RINGKASAN
Ringkasan DBA/DBAP (3)
Jumlah dana DBA/DBAP ] Rp {0
Ringkasan Anggaran Kas
No Anggaran Kas Jumlah
1 Triwulan 1
2 Triwulan 2
3 Triwulan 3
4 Trniwulan 4
Jumlah| Rp ]
Sisa dana diluar anggaran kas berkenaan dan tnwulan| Rp
sebelumnva (I-11)
Ringkasan Belanja
Belanja UP/GU
Belamja
LS
Jumlah| Rp (11D
Sisa anggaran kas triwulan bersangkutan yang belum
dibelanjakan (II-11I)
RINCIAN PENGGUNAAN (4)
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Kode Rekening Uraian Jumlah
X X XX XX XX XXX
Total
Jumlah PPD yang
Diminta (5)
Terbilang (6)
Nama dan nomor (7)
Rekening bank

Bendahara Pengeluaran BLUD
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NIP




Petunjuk pengisian Fromulir Rencana Penggunan Surat PPD-GU
Provinsi/kabupaten/kota dusi nama provinsi/kabupaten/kota
Nomor dusi dengan nomor Surat PPD-GU

Tabel dus1 dengan petunjuk sebagai berikut

1)
2)
3)

4)

5)

7)

8)

a

b

jumlah dana DBA/DBAP dus: dengan jumlah dana DBA/DBAP untuk
satu tahun anggaran yang bersangkutan,

ringkasan anggaran kas dusi dengan ringkasan anggaran kas yang
telah diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yang bersangkutan
Masing-masing anggaran kas per trniwulan, dusikan dalam kolom-
kolom yang tersedia Lalu seluruh anggaran kas untuk BLUD yang
bersangkutan dyumlahkan (dusi pada tempat bertanda Il Rp ),

pada tempat yang disediakan (bertanda I-Il Rp ) dusikan hasil
pengurangan jumlah total dana DBA/DBAP untuk satu tahun
anggaran dengan jumlah total dana anggaran kas BLUD triwulan
berkenaan dan triwulan sebelumnya,

pada kolom disamping kanan Surat PPD-GU Peruntukan UP dus:
dengan dana yang telah dicairkan untuk keperluan UP,

pada kolom disamping kanan Surat PPD Peruntukan GU dusi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperluan GU,

pada kolom disamping kanan Surat PPD Peruntukan LS dusi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperluan LS,

seluruh dana yang telah dicairkan dyumlahkan dan dusikan pada
tempat dengan tanda IIl Rp , dan

pada tempat dengan tanda II-IIl Rp dusikan jumlah hasil
pengurangan dana seluruh anggaran kas dengan dana yang telah di
Surat PPD kan

Tabel dust dengan petunjuk sebagai berikut

a

b
c
d
e

f
g

program dusi: dengan nama program darn jenis belanja,

kegiatan dusi dengan nama kegiatan dar: jenis belanja,

sub kegiatan dusi dengan nama sub kegiatan dar jenis belanja,

kolom kode rekening dusi dengan kode rekening jenis belanja,

kolom uraian dusi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah dusikan pada kolom kode rekening,

kolom jumlah tidak perlu dusi kecuali pada bans TOTAL, dan

baris TOTAL dusi persis sama sesual dengan jumlah dana Surat PPD-
GU yang diminta

Dusi dengan nilai jumlah/total PPD GU yang diminta

Terbilang dusi dengan jumlah terbilang dar milax TOTAL

Nama dan nomor rekening bank dusi1 dengan nama bank beserta nomor
rekening bank bendahara pengeluaran BLUD pada bank tersebut yang
akan dipakair untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk
dicairkan lewat penerbitan Surat PPD-GU

Nama 1bukota, tanggal, bulan, tahun dus: saat pembuatan Surat PPD-
GU

Surat PPD-GU ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP
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H. Surat PPD-Langsung

PEMERINTAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA
LANGSUNG (SURAT PPD-LS)

NOMOR (2)
Ringkasan Kegiatan
1  Program (3)
2  Kegiatan )
3  Sub Kegiatan (5)
4  Nomor dan Tanggal DBA/DBAP (6)
5 Nama Perusahaan 7
6  Bentuk Perusahaan a. PT/NV b CV C Firma d lan-lam (8)
7  Alamat Perusahaan 9
8 Nama Pimpman Perusahaan (10)
9  Nama dan Nomor Rekening Bank {11)
10 Nomor Kontrak (12)
11 Kegatan Lanjutan Ya/Bukan (13)
12 Waktu Pelaksanaan Kegiatan (14)
13 Desknips: Pekerjaan (15)
Ringkasan DBA/DBAP (16)
Jumlah dana DBA/DBAP Rp 0
Ringkasan Anggaran Kas
No Urut Anggaran Kas Jumlah Dana
1 Triwulan 1
2 Triwulan 2
3 Triwulan 3
4 Triwulan 4
Jumlah| Rp (I
Sisa dana d1 luar anggaran kas berkenaan dan triwulan sebelumnva (I-II)
Ringkasan Belanja
Belanja UP/GU
Belanja LS
Jumlah| Rp {I1N)
Sisa anggaran kas triwulan bersangkutan yang belum dibelanjakan (II-1II)
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN (17)
No Kode Rekening Uraian Jumlah
1 X X XX XX XX XXX
2
Total
Jumlah PPD yang diminta (18)
Terbilang (19)
Nama dan Nomor Rekening (20)
Mengetahu , 20 (21)
Pejabat Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran BLUD
{ttd)(22) (ttd)(22)
(nama Lengkap) {a&;}ma lengkap)
NIP
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Petunjuk Pengisian Formulir Penggunaan Surat PPD-LS

1) Provinsi/Kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten /kota

2) Nomor dust dengan nomor Surat PPD-LS

3) Program dusi dengan kode dan nama program peruntukan LS

4) Kegiatan dusi dengan kode dan nama kegiatan peruntukan LS

S) Sub Kegiatan dusi dengan kode dan nama sub kegiatan peruntukan LS

6) Nomor dan tanggal DBA/DBAP dust dengan nomor dan tanggal penetapan
DBA/DBAP untuk kegiatan

7) Nama perusahaan dusi dengan nama perusahaan pihak ketigayang
melaksanakan kegiatan LS

8) Bentuk perusahaan dust dengan cara memilih salah satu bentuk
perusahaan yang tersedia atau menuliskan bentuk perusahaannya jika
memang bentuk perusahaan tidak ada pada pilithan yang tersedia

9) Alamat perusahaan dusi dengan alamat perusahaan yang melaksanakan
kegiatan LS

10) Nama pimpinan perusahaan dusi dengan nama pimpman (direktur)
perusahaan yang melaksanakan kegiatan LS

11) Nama dan nomor rekening bank dusi dengan nama dan nomor rekening
bank dar1 pelaksana kegiatan LS

12) Nomor kontrak dusi dengan nomor kontrak pekerjaan antara BLUD
dengan perusahaan pelaksana kegiatan LS

13) Kegiatan lanjutan dusi dengan cara memilih ya jika memang pekerjaan
bersifat lanjutan dan pilih tidak jika memang bukan pekerjaan lanjutan

14) Waktu pelaksanaan kegiatan dusi dengan periode pelaksanaan kegiatan

15) Deskrips1 kegiatan dusi dengan gambaran tentang kegiatan/pekerjaan
dengan menggunakan kalimat yang padat dan singkat

16) Tabel dust dengan petunjuk sebagai berikut

a jumlah dana DBA/DBAP dusi dengan jumlah dana DBA/DBAP untuk
satu tahun anggaran yang bersangkutan,

b ringkasan anggaran kas dust dengan ringkasan anggaran kas yang
telah diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yang bersangkutan
Masing-masing anggaran kas per triwulan, dnsikan kolom-kolom yang
tersedia Lalu seluruh anggaran kas untuk BLUD yang bersangkutan
dyumlahkan (dus1 pada tempat bertanda II Rp )s

¢ pada tempat yang disediakan (bertanda I-II Rp } dusikan hasil
pengurangan jumlah total dana anggaran kas BLUD trniwulan
berkenaan dan triwulan sebelumnya,

d pada kolon di samping kanan Surat PPD peruntukan UP dus: dengan
dana yang dicairkan untuk keperluan UP,

e pada kolon d1 samping kanan Surat PPD peruntukan GU dusi dengan
dana yang dicairkan untuk keperluan GU,

f pada kolon di samping kanan Surat PPD peruntukan LS dust dengan
dana yang dicairkan untuk keperluan LS,

g seluruh dana yang telah dicarrkan dyumlahkan dan dusikan pada
tempat dengan tanda III Rp dan

h pada tempat dengan tanda II-IIl Rp dusikan jumlah hasil
pengurangan dana seluruh anggaran kas berkenaan dengan dana
yang telah di Surat PPD kan

17) Tabel dusi dengan petunjuk sebagai berikut

a kolom kode rekening dusi dengan kode rekening jenis belanja,

b kolom uraian dusi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah dusikan pada kolom kode rekening,

¢ kolom jumlah tidak perlu dus1 kecuah pada baris TOTAL, dan

d baris TOTAL dus: persis sama sesuai jumlah dana PPD-LS yang
diminta

18) Dusi dengan jumlah/total PPD LS yang diminta
19) Terbilang dusi dengan jumlah terbilang dari milai1 TOTAL
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I.

20) Nama dan nomor rekening bank dusi: dengan nama bank beserta nomor
rekening bank pihak ketiga untuk dicairkan lewat penerbitan Surat PPD-
LS Jika pithak ketiga jumlahnya banyak dapat ditulis naras: terlampir
dengan lampiran daftar rekening bank pihak ketiga

21) Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun dus: berdasarkan saat pembuatan
Surat PPD-LS

22) Surat PPD-LS ditandatangami oleh Pejabat Teknmis Kegiatan dan
dBendahara Pengeluaran BLUD dengan mencantumkan nama lengkap

an NIP

Register Surat PPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

BLUD (2)
REGISTER PENGAJUAN Surat PPD
Halaman (3)
No Jumlah Surat PPD (Rp)
Urut Tanggal Nomor Surat PPD Urasan UP GU )
1 2 3 4 5 6 7
’ 20 (5)

Bendahara Pengeluaran BLUD
(ttd)(6)

(nama lengkap}
NIP

Petunjuk pengisian Register Pengajuan Surat-PD

1)
2)
3)
4)

S)

6)

Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

BLUD dus1 dengan nama BLUD yang bersangkutan

Halaman dust nomor halaman

Tabel dust dengan

a kolom (1) dus1 dengan Nomor Surat PPD untuk pengajuan PPD,

b kolom (2) dusi dengan tanggal dan nomor  Surat PPD  untuk
pengajuan PPD,

¢ kolom (3) dus1 dengan Nomor Surat PPD untuk pengajuan PPD,

d kolom (4) dusi1 dengan uraian surat PPD untuk pengajuan PPD, dan

e kolom (5) dusi dengan jumlah rupiah Surat PPD UP/GU /LS sesuai
kolomnya untuk pengajuan PPD

Nama 1bukota, tanggal, bulan, tahun dus: berdasarkan saat pembuatan

register pengajuan surat PPD

Register untuk pengajuan Surat PPD ditandatangani oleh Bendahara

Pengeluaran BLUD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP
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J. Surat Otorisasi Pencairan Dana (Surat-OPD)

SURAT OTORISASI
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA () PENCAIRAN DANA (OPD)
UP/GU/LS*
Nomor
2)

Nomor ABA (3) Dan (8)
Tanggal OBA 4)

Nomor OPD (5)

Tanggal OPD (6)

BLUD (7) Tahun Anggaran 9)
Bank/Pos (10)

hendaklah mencairkan/mermndah bukukan dar1 Bank Rekening Nomor Uang Sebesar
Rp (11)

( )

Kepada (12)
NPWP (13)
No Rekening (14)
Bank/Pos (15)
Untuk (16)
No Kode Rekening Uraian Jumlah
X X XX XX XX XXX
Total| Rp
Potongan Potongan
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Iuran Wayb Pegawar** Rp
2 Tabungan Perumahan Pegawair** Rp
3 BPJS Kesehatan Rp
4 Dst *** Rp
Informas: (Potongan Pajak Tidak Mengurang: Jumlah Pembayaran OPD)
NO Uraian Jumlah Keterangan
1 Utang PPh 21/22/23 Rp
2 Utang PPN Rp
3 Rp
Jumlah |Rp Rp
OPD yang dibayarkan
Jumlah yang diminta Rp {18)
Jumlah potongan Rp (19)
Jumlah yang dibayarkan Rp (20)
, 20 (21)
Pemimpin BLUD
(ttd) (22)
(nama lengkap)
NIP
*coret yang tidak perlu

**menyesualkan ketentuan lebih lanjut
***menyesuatkan ketentuan perundang undangan

Petunjuk Pengisian Formulir Surat-OPD

1) Provinsi/Kabupaten/Kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2) Nomor dust dengan nomor Surat-OPD UP/GU/LS

3) Nomor dus: dengan nomor DBA

4) Tanggal dus1 dengan tanggal DBA

5) Nomor dusi dengan nomor Surat PPD-UP/GU/LS

6) Tanggal dusi dengan tanggal Surat PPD-UP/GU/LS

7) BLUD dusi dengan nama BLUD yang memproses Surat-PPD dan Surat-
OPD

8) Dar dusi jabatan pemimpin BLUD

9) Tahun anggaran dusi tahun anggaran proses Surat PPD dan Surat-OPD
dilakukan

10) Bank/Pos dusi Bank/Pos tempat penyimpanan Rekening Kas BLUD
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11) Uang sebesar dust dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan
lewat penerbitan Surat-OPD Pengisian disertar dengan Jumlah terbilang
dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut

12) Kepada dus: dengan Bendahara Pengeluaran BLUD untuk mekanisme
UP/GU dan dusi dengan nama pihak ketiga (pejabat pengelolaan BLUD,
pegawai BLUD, Satuan Pengawas Intemal/SPI BLUD dan Dewan pengawas
BLUD untuk LS gap pegawai BLUD Non PNS, honor, tunjangan Rekap
bias dilampirkan sebagai lampiran Surat-OPD dan di Surat-OPD dusi
dengan narasi "terlampir’, nama pihak ketiga yang memberikan jasa atau
menjual barang kepada BLUD untuk LS barang dan jasa) untuk
mekamisme LS karena Surat-OPD LS akan diberikan langsung kepada
pithak ketiga tanpa melewat: bendahara pengeluaran BLUD

13) NPWP dus1 dengan NPWP bendahara pengeluaran BLUD untuk mekanisme
UP/GU dan dusit dengan NPWP pihak ketiga untuk mekanisme LS

14) Nomor rekening dusi dengan nomor rekening Bank/Pos pejabat pengelola
BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pemeriksaan Internal/SPI BLUD dan Dewan
Pengawas BLUD /Pihak Ketiga

15) Bank/Pos dusi dengan nama bank tempat rekening Bank/Pos pejabat
pengelola BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pemeriksaan Internal/SPI BLUD
dan Dewan Pengawas BLUD/Pihak Ketiga

16) Untuk dusi dengan naras: keperluan pengajuan Surat-OPD yang di OPD
kan

17) Pada tabel dusi
a kolom no dusi nomor urut kode rekening jenis belanja,

b kolom kode rekening dusi dengan kode rekening program, kegiatan
BLUD dan jenis belanja,

¢ kolom uraian dusi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah dusikan pada kolom kode rekening,

d kolom jumlah tidak perlu dus: kecual pada baris TOTAL,

e baris TOTAL dus: persis sama sesuat dengan jumlah Rp dana Surat
OPD yang diminta,

f potongan berupa wuran wajb pegawai, tabungan perumahan
pegawai dan potongan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku Jumlah potongan i akan langsung
dikurangkan dar1 rekening kas BLUD sehingga akan mengurangi
jumlah OPD, dan

g potongan berupa PPD, PPh dan/atau pajak lamnya dust sesuai dengan
ketentuan perundang yang berlaku Jumlah tersebut hanya sebagai
informasit dan tidak mengurangi jumlah OPD Meskipun atas
kesepakatan BLUD melakukan pemotongan namun tindakan tersebut
dilakukan atas nama bendahara pengeluaran BLUD

18) Jumlah yang diminta dusi dengan jumlah Rp dana Surat OPD yang
diminta

19) Jumlah potongan dusi dengan jumlah Rp yang dipotong dar1 dana Surat
OPD yang diminta

20) Jumlah yang dibayarkan dusi dengan jumlah Rp dalam angka dan huruf
yang dibayarkan dan jumlah Rp dana Surat OPD yang diminta dikurang:
jumlah Rp potongan

21) Nama 1bukota, tanggal, bulan, tahun dus1 berdasarkan saat pembuatan
Surat OPD

22) Surat OPD ditandatangam oleh Direktur BLUD dengan mencantumkan
nama lengkap dan NIP
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K. Register Surat-OPD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

BLUD 2)
REGISTER SURAT-OPD
Halaman (3)
No Jumlah Surat-OPD-,R-0)
U Tanggal Nomor Surat-OPD Uraian
rut uP GU LS
1 2 3 4 5 6 7
Mengetahur Pemimpm BLUD , 20 (5)
(ttd)(6) Pejabat Kenangan BLUD
(nama Lengkap) (ttd)(6)

NIP (nama lengkap)

Petunjuk pengisian Register Penerbitan Surat-OPD
1) Provinsi/Kabupaten/Kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2) BLUD dusi nama BLUD yang bersangkutan
3) Halaman dusi angka sesuail banyaknya halaman register yang dibuat
4) Tabel dus1 dengan
a kolom (1) dust dengan Nomor Urut Surat-OPD yang ditolak
diterbitkannya Surat OPD,
b kolom (2) dusi dengan Tanggal Surat-OPD yang diterbitkan,
¢ kolom (3) dusi dengan Nomor Surat-OPD yang diterbitkan,
d kolom (4) dusi dengan Uraian Surat-OPD yang diterbitkan, dan
e kolom (5) dus1 dengan jumlah rupiah Surat-OPD UP/GU/LS sesuai
kolomnya yang diterbitkan
5) Nama 1bukota, tanggal, bulan, tahun dusi berdasarkan saat pembuatan
Register Surat OPD
6) Register Surat OPD ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD dan
Pemimpin BLUD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP

L. Register Surat Penolakan Penerbitan Surat PPD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

BLUD (2)
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT-PPD
Halaman (3)
No Jumlah Surat-PPD (Ro\
Urut Tanggal Nomor Surat-PPD Uralan TP GU 1S
1 2 3 4 5 6 7
, 20 (5)
Mengetahu1
Pemimpin BLUD Pejabat Keuangan BLUD
(ttd)(6) (ted)(6)
(nama Lengkap) {nama lengkap)

NIP NIP

Petunjuk pengisian Register Penerbitan Surat PPD

1) Provinsi/Kabupaten/Kota dus: dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2) BLUD dust nama BLUD yang bersangkutan

3) Halaman dusi angka sesuai banyaknya halaman register yang dibuat
4) Tabel dusi dengan

a kolom (1) dust dengan Nomor Urut Surat-OPD yang ditolak
diterbitkannya Surat PPD,
b kolom (2) dnsi dengan Tanggal Surat PPD yang
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ditolak diterbitkannya Surat OPD,

¢ kolom (3) dust dengan Nomor Surat PPD yang ditolak diterbitkannya
Surat-OPD,

d kolom (4) dust dengan Uraian Surat PPD yang ditolak diterbitkannya
Surat OPD, dan

e kolom (5) dusi dengan jumlah rupiah Surat PPD UP/GU/LS sesuai
kolomnya yang ditolak diterbitkannya Surat-OPD

5) Nama 1bukota, tanggal, bulan, tahun dus: berdasarkan saat pembuatan
Register Surat PPD

6) Register Surat PPD ditandatangam oleh Pejabat Keuangan BLUD dan
Pemimpm BLUD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP

M. Surat Pencairan Dana (Surat-PD)

SURAT PENCAIRAN DANA (SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1) PD)
UP/GU/LS* Nomor
2)
Nomor DBA 3) Dan 8)
Tanggal DBA (4)
Nomor OPD (5)
Tanggal OPD 6)
BLUD ) Tahun Anggaran 9)
Bank/Pos (10
hendaklah mencairkan/memindahbukukan dar:1 Bank Rekenmng Nomor
Uang Sebesar Rp (11)
{ )
Kepada (12)
NPWP (13)
No Rekening (14)
Bank/Pos (15)
Untuk (16)
No Kode Rekening Uraian Jumlah
X X XX.XX XX XXX
Total| Rp
Potongan Potongan
No Uraian Jumlah Keterangan
1 luran Wapb Pegawau , Rp
2 Tabungan Perumahan Pegawar** Rp
3 BPJS Kesehatan Rp
4 Dst *** Rp
Informas:1 Pemotongan Pajak Tidak Mengurangi Jumlah Pembayaran SURAT PD)
NO Uraian Jumlah Keterangan
1 Utang PPh 21/22/23 Rp
2 Utang PPN Rp
3 Rp
Jumlah [Rp
SURAT PD yang dibayarkan
Jumlah yang diminta Rp (18)
Jumlah potongan Rp (19)
Jumlah yang dibayarkan Rp 20)
, 20 (21)
Pemimpm BLUD
(ttd)(22)
(nama lengkap)
NIP
*coret yang tidak perlu

**menyesuaikan ketentuan lebih lanjut
***menyesuaikan ketentuan perundang-undangan
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Petunjuk Pengisian Formulir Surat-PD

1) Provinsi/Kabupaten/Kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2) Nomor dus: dengan nomor Surat-PD UP/GU/LS

3) Nomor dusi dengan nomor DBA

4) Tanggal dusi dengan tanggal DBA

5) Nomor dus: dengan nomor Surat-OPD UP/GU/LS

6) Tanggal dusi dengan tanggal Surat-OPD UP/GU/LS

7) BLUD dusi dengan nama BLUD yang memproses Surat-OPD dan Surat-
PD

8) Dar dusi Jabatan pemimpin BLUD

9) Tahun anggaran dusi tahun anggaran proses Surat-OPD dan Surat-PD
dilakukan

10) Bank/Pos dusi Bank/Pos tempat penyimpanan Rekening Kas BLUD

11) Uang sebesar dusi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan
lewat penerbitan Surat-PD Pengisian disertai dengan jumlah terbilang
dar1 dana yang diminta untuk dicairkan tersebut

12) Kepada dusi dengan Bendahara Pengeluaran BLUD untuk mekanisme

UP/GU dan dus: dengan nama pthak ketiga (pejabat pengelolan BLUD,

pegawar BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD dan Dewan

pengawas BLUD untuk LS gan pegawair BLUD Non PNS, honor,

tunjangan Rekap bias dilampirkan sebagai lampiran Surat PD dan di

Surat PD dus1 dengan naras: "terlampir’, nama pihak ketiga yang

memberikan jasa atau menjual barang kepada BLUD untuk LS barang

dan jasa) untuk mekanisme LS karena Surat PD LS akan diberikan
langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran

BLUD

13) NPWP dus1 dengan NPWP bendahara pengeluaran BLUD untuk
mekamisme UP/GU dan dusi dengan NPWP pihak ketiga untuk
mekanisme LS

14) Nomor rekening dusi dengan nomor rekening Bank/Pos pejabat pengelola
BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD dan Dewan
Pengawas BLUD /Pihak Ketiga

15) Bank/Pos dusit dengan nama bank tempat rekening Bank/Pos pejabat
pengelola BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD
dan Dewan Pengawas BLUD/Pihak Ketiga

16) Untuk dus1 dengan narasi keperluan pengajuan Surat-PD yang di OPD
kan

17) Pada tabel dus:

a kolom no dusi nomor urut kode rekening jenis belanja,

b kolom kode rekening dusi dengan kode rekening program, kegiatan
BLUD dan jens belanja,

¢ kolom uraian dusi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah dusikan pada kolom kode rekening,

d kolom jumlah tidak perlu dus: kecual pada banis TOTAL,

e baris TOTAL dusi persis sama sesuai dengan jumlah Rp dana Surat-
PD yang diminta,

f potongan berupa uran wajib pegawai, tabungan perumahan pegawai
dan potongan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku Jumlah potongan i akan langsung dikurangkan dan
rekening kas BLUD sehingga akan mengurang: jumlah OPD, dan

g potongan berupa PPD, PPh dan/atau pajak lamnya dusi sesuai
dengan ketentuan perundang yang berlaku Jumlah tersebut hanya
sebaga1 informas:t dan tidak mengurang: jumlah OPD Meskipun atas
kesepakatan BLUD melakukan pemotongan namun tindakan tersebut
dilakukan atas nama bendahara pengeluaran BLUD

18) Jumlah yang diminta dusi dengan jumlah Rp dana Surat-PD yang
diminta
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19) Jumlah potongan dus: dengan jumlah Rp yang dipotong dar1 dana Surat-
PD yang diminta

20) Jumlah yang dibayarkan dusi dengan jumlah Rp dalam angka dan huruf
yang dibayarkan dan jumlah Rp dana Surat-PD yang diminta di kurang
jumlah Rp Potongan

21) Nama 1bukota, tanggal, bulan, tahun dusi1 berdasarkan saat pembuatan
Surat-PD

22) Surat-PD ditandatangam: oleh Direktur BLUD dengan mencantumkan
nama lengkap dan NIP

N. Register Surat-PD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
BLUD 2)
REGISTER Surat-PD
Halaman (3)
Tanggal Nomor Surat-OPD Uratan Jumlah Surat-PD (Ro1
Urut UpP GU IS
2 3 4 5 6 7
» 20 (5)
Mengetahui
Pemimpin BLUD Pejabat Iiﬁ;ﬁ)u(’gg)an BLUD
(ttd)(6) {nama lengkap)
(nama Lengkap) NIP
NIP

Petunjuk pengisian Register Penerbitan Surat-PD

1) Provinsi/Kabupaten/Kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2) BLUD dusi nama BLUD yang bersangkutan

3) Halaman dusi angka sesuai banyaknya halaman register yang dibuat

4) Tabel dusi dengan
a kolom (1) dust dengan Nomor Urut Surat-PD yang ditolak

diterbitkannya Surat-PD,

kolom (2) dusi dengan Tanggal Surat-PD yang diterbitkan,

kolom (3) dusi dengan Nomor Surat-PD yang diterbitkan,

kolom (4) dusi dengan Uraian Surat-PD yang diterbitkan, dan

kolom (5) dusi1 dengan jumlah rupiah Surat-PD UP/GU/LS sesua

kolomnya yang diterbitkan

5) Nama 1bukota, tanggal, bulan, tahun dusi berdasarkan saat pembuatan
Register Surat-PD

6) Register Surat-PD ditandatangam oleh Pejabat Keuangan BLUD dan
Direktur BLUD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP

o0 g
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O. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . (1)
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD BENDAHARA

PENGELUARAN
BLUD (2)
Tahun anggaran {3)
Periode (4)
(5
No No Transaksi Tanggal Kode Rekejung Uralan Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal
XX XXX X XXX
XX XX JOL XX XXX
Jumilah saat ina, tanggal ]
@) Jumiah (6) l 1
Jumlah £/d Bulan lalu
. {9) Jumlah saat s, tangpgal {(10)
{11)
SisaKas

Pada haninitanggal |, Buku Kas Umum di tutup cleh kams dan di dapat dalam kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp .

( - .
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Petunjuk pengisian Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD

1) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2) BLUD dus: BLUD yang bersangkutan

3) Tahun anggaran dusi tahun anggaran saat Buku Kas Umum Pengeluaran
BLUD disusun

4) Periode dust masa disusunnya Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD
disusun

S) Pengisian 8(delapan} kolom pada tabel dusi dengan cara sebagai berikut
a kolom (1) dunsi dengan nomor urut transaks: Buku Kas Umum

Pengeluaran (dimulai dar nomor 1 dan seterusnya) Nomor urut yang

digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan

Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih

pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup

menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat,

kolom (2) dusi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran,

kolom (3) dus1 dengan tanggal transaksi,

kolom (4) dius1 dengan uraian transaksi,

kolom (5) dus1 dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan,

kolom (6) dus1 dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran, dan
g kolom (7) dus1 dengan jumlah atau saldo akumulasi

6) Jumlah dus: penjumlahan dart kolom penerimaan, pengeluaran dan
saldo *)

7) Jumlah saat 1ni, tanggal dust tanggal penutupan Buku Kas Umum
Pengeluaran *}

8) Dusi1 jumlah Rp saldo pada saat penutupan Buku Kas Umum
Pengeluaran *)

9) Dust jumlah Rp saldo sampai dengan bulan sebelumnya?*)

10) Jumlah s/d saat 1ni, tanggal dusi tanggal penutupan Buku Kas Umum
Pengeluaran?*)

11) Dus1 jumlah Rp saldo sampai dengan saat tanggal penutupan Buku Kas
Umum Pengeluaran®)

12) Dus1 tanggal dan jumlah saldo Rp saat penutupan Buku Kas Umum
Pengeluaran®*)

13) Dus1 nilai1 Rp sisa kas dalam huruf jumlah saldo Rp dengan huruf saat
penutupan Buku Kas Umum Pengeluaran?*)

-0 o0 o

P. Buku Pembantu Kas Tunai
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN BLUD (2}
Tahun anggaran (3)
Periode (4)

NO No Transaksi Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 S 6 7
Saldo Awal
Jumlah (6) | | {
Mengetahui/Menyetuju (7) Bendahara Pengeluaran BLUD
Pemimpin BLUD Ttd
Ttd (nama lengkap)
(nama lengkap) NIP
NIP
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Petunjuk pengisian Buku Pembantu Kas Tunai BLUD
1) Provinsi/kabupaten/kota dus1 dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2) BLUD dusi BLUD yang bersangkutan
3) Tahun anggaran dus: tahun anggaran saat Buku Pembantu Kas Tunai
BLUD disusun .
4) Periode duis1 masa disusunnya Buku Pembantu Kas Tunai BLUD disusun
5) Pengisian 7 (tujuh) kolom pada tabel dus1 dengan cara sebagai berikut
a kolom (1) dusi dengan nomor urut transaks: Buku Pembantu Kas
Tunai (dimulai dan nomor 1 dan seterusnya) Nomor urut yang
digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan
Maksudnya apabila satu transaks: menghasilkan dua atau lebih
pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup
menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat,
kolom (2) dus1 dengan nomor bukti transaksi pengeluaran,
kolom (3) dus1 dengan tanggal transaksi,
kolom (4) dusi dengan uraian transaksi,
kolom (5) dus1 dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan,
kolom (6) dusi dengan jumlah rupiah transakst pengeluaran, dan
g kolom (7) dusi dengan jumlah atau saldo akumulasi
6) Jumlah dust penjumlahan dar1 kolom penerimaan, pengeluaran dan
saldo
7) Tanda tangan ditandatangam oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan
Pemimpin BLUD disertai nama lengkap?*)
*) dust hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
BLUD

Q. Buku Pembantu Simpanan Bank

-0 A0 o

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK BENDAHARA PENGELUARAN BLUD (2)

Tahun anggaran (3)
Periode (4)
NO No Transaksi Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Awal
Jumlah (6) [ |

Mengetahui/ Menyetujuz (7)

Pemimpm BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ttd Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP NIP

Petunjuk pengisian Buku Pembantu Kas Tunai BLUD
1) Provinsi/kabupaten/kota dus: dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2) BLUD dus: BLUD yang bersangkutan
3) Tahun anggaran dusi tahun anggaran saat Buku Pembantu Simpanan

Bank BLUD disusun
4) Periode dnsit masa disusunnya Buku Pembantu Simpanan Bank BLUD

disusun
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5) Pengisian 7(tuyyuh) kolom pada tabel dust dengan cara sebagai berikut
a kolom (1) dust dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu
Simpanan Bank (dimulai dart nomor 1 dan seterusnya) Nomor urut
yang digunakan adalah nomor urut per transaks: bukan per
pencatatan Maksudnya apabila satu transaks: menghasilkan dua
atau lebith pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan
seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaks: yang pertama
kal dicatat,
b kolom (2) dus: dengan nomor bukt: transaks: pengeluaran,
¢ kolom (3) dust dengan tanggal transaksi,
d kolom (4) dust dengan uraian transaksi, dan
e kolom (5) dusi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan
6) Jumlah dusi penjumlahan dart kolom penerimaan, pengeluaran dan
saldo
7) Tanda tangan ditandatangam oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan
Pemimpin BLUD disertai nama lengkap?)
*) dusi1 hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
BLUD
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R.

Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
BUKU PEMBANTU PANJAR BENDAHARA PENGELUARAN BLUD (2)

Tahun anggaran (3)
Periode (4)
NO No Transaksi Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Awal
Jumlah (6)

Mengetahui/Menyetujut (7)

Pemmimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ttd Ttd
{nama lengkap) (nama lengkap)
NIP NIP

Petunjuk pengisian Buku Pembantu Panjar BLUD
1) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2) BLUD dusi BLUD yang bersangkutan
3) Tahun anggaran dusi tahun anggaran saat Buku Pembantu Panjar
BLUD disusun
4) Penode dusi masa disusunnya Buku Pembantu Panjar BLUD disusun
5) Pengisian 7 (tujuh) kolom pada tabel dnst dengan cara sebagai berikut
a kolom (1) dus1 dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu Panjar
(dimulat dar1 nomor 1 dan seterusnya) Nomor urut yang digunakan
adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan Maksudnya
apabila satu transaks: menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka
terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan
nomor urut transaks: yang pertama kal: dicatat,
kolom (2) dusi dengan nomor bukt1 transaksi pengeluaran,
kolom (3) dusi dengan tanggal transaksi,
kolom (4) dus1 dengan uraian transaksi,
kolom (5) dusi dengan jumlah rupiah transaksi penernimaan,
kolom (6) dusi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran, dan
g kolom (7) dus1 dengan jumlah atau saldo akumulasi
6) Jumlah dus: penjumlahan dar1 kolom penerimaan, pengeluaran dan saldo
7) Tanda tangan ditandatangan: oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan
Permimpin BLUD disertar nama lengkap?)
*) dusi1 hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran
BLUD

0 Q0 g
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S.

Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
BUKU PEMBANTU PAJAK BENDAHARA PENGELUARAN BLUD (2)

Tahun anggaran (3)
Periode (4)
NO No Transaksi Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Awal
Jumlah (6) |

Mengetahui/Menyetuju (7)

Pemmmpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ttd Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP NIP

Petunjuk pengisian Buku Pembantu Pajak BLUD
1) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2) BLUD dusi BLUD yang bersangkutan
3) Tahun anggaran di 1s1 tahun anggaran saat Buku Pembantu Pajak BLUD
disusun
4) Periode dus: masa disusunnya Buku Pembantu Pajak BLUD disusun
5) Pengisian 7 (tujuh) kolom pada tabel diist dengan cara sebagai berikut
a kolom (1) dusi dengan nomor urut transaks: Buku Pembantu Pgjak
(dimulai dar1 nomor 1 dan seterusnya) Nomor urut yang digunakan
adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan Maksudnya
apabila satu transaks: menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka
terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan
nomor urut transaksi yang pertama kal dicatat,
kolom (2) dus1 dengan nomor bukt1 transaks: pengeluaran,
kolom (3) dusi dengan tanggal transaksi,
kolom (4) dusi dengan uraian transaksi,
kolom (5) dus1 dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan,
kolom (6) dusi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran, dan
g kolom (7) dusi dengan jumlah atau saldo akumulasi
6) Jumlah dusi penjumlahan dart kolom penerimaan, pengeluaran dan
saldo
7) Tanda tangan ditandatangam oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan
Pemimpin BLUD diserta1 nama lengkap?*)
*) dns1 hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD

=0 Qoo
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T. Buku Pembantu Per Sub Rincian Objek

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
BUKU PEMBANTU PER SUB RINCIAN OBYEK BENDAHARA PENGELUARAN
BLUD (2)

Tahun anggaran Periode (3)
Program Kegiatan @
Sub Kegiatan Rekenmng (5)
Jumiah Anggaran Murm (6)
Jumlah Anggaran {7)
Perubahan (8)

©)

NO No No Transaksi Tanggal Uraian Belanja LS Belanja Saldo
BKU UP/GU
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal
Jumlah (11) | | |
Mengetahui/Menyetuju (12) Bendahara Pengeluaran BLUD
Permmpin BLUD ttd
Ttd
nama len
{(nama lengkap) ( NIP gap)
NIP

Petunjuk pengisian Buku Pembantu Per Sub Rincian Objek BLUD

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)
8)

9)

Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
BLUD dusi1 BLUD yang bersangkutan

Tahun anggaran dusi tahun anggaran saat Buku Pembantu Per Sub
Rincian Objek BLUD disusun

Periode dius1 masa disusunnya Buku Pembantu Per Sub Rincian Objek
BLUD disusun

Program dusi nama program BLUD yang terdapat realisasi Sub Rincian
Objek BLUD

Kegiatan dusi nama kegiatan BLUD yang terdapat realisas: Sub Rincian
Objek BLUD

Sub kegiatan dusi sub kegiatan BLUD yang terdapat realisasi Sub Rincian
Objek BLUD

Rekening diusi nama uraian sub rincian objek rekening belanja BLUD
Jumlah anggaran mumi dus1 anggaran mum sub rincian objek rekening
belanja BLUD

Jumlah anggaran perubahan dusi anggaran perubahan Sub Rimncian
Objek BLUD

10) Pengisian 8 (delapan) kolom pada tabel dusi dengan cara sebagai berikut

a kolom (1) dusi dengan nomor urut transaks: Buku Pembantu Per Sub
Rincian Objek (dimulai dar1 nomor 1 dan seterusnya) Nomor urut
yang digunakan adalah nomor wurut per transakst bukan per
pencatatan Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua
atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan
seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama
kali dicatat,

kolom (2) dusi dengan referens: nomor urut BKU pengeluaran,

kolom (3) dus1 dengan nomor bukt: transaksi pengeluaran,

kolom (4) dus1 dengan tanggal transaksi,

kolom (5) dus1 dengan uraian transaksi,

kolom (6) dust dengan jumlah rupiah transaks: yang menggunakan
mekanisme LS,

0o L0 o
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g kolom(7) dusi dengan jumlah rupiah transaksi yang menggunakan
mekanisme UP/GU, dan

h kolom (8) dusi dengan jumlah atau saldo akumulas:

11)Jumlah dusi penjumlahan dart kolom penerimaan, pengeluaran dan
saldo

12) Tanda tangan ditandatangan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan
Pemimpin BLUD disertai nama lengkap?)
*) dust hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
BLUD

U. Surat Pencairan Dana Pejabat Keuangan (Surat PPD PK)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
PERMINTAAN PENCAIRAN DANA PEJABAT KEUANGAN (PPD PK)

NOMOR (2)
RINGKASAN KEGIATAN
1 Nomor dan Tanggal DBA/DBAP (3}
2 Nama Tertuju Pengeluaran Pembiayaan (4)
3 Alamat Tertuju Pengeluaran Pembiayaan (5)
4 Nama Pimpman Tertuju Pengeluaran Pembiayaan {6)
5 Nama dan Nomor Rekening Bank (7)
6 Nomor Kontrak (8)
7 Deskripsi (9)
Ringkasan DBA/DBAP (10)
Jumlah dana DBA/DBAP Rp ]
Ringkasan Anggaran Kas
No Urut Anggaran Kas Jumlah Dana
1 Triwulan 1
2 Triwulan 2
3 Triwulan 3
4 Triwulan 4
Jumlah| Rp (1

Sisa dana di luar anggaran kas berkenaan dan triwulan| Rp
Sebelumnya (I-1I)

Ringkasan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiavaan

JUMLAH | Rp (Im)

Sisa anggaran kas triwulan bersangkutan yang belum
Dibelanjakan (II-11I)

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN (11)

No Kode Rekening Uraian Jumlah
1 X X XX XX XX XXX
2 X XX XX XX XXX
Total (12)
Jumlah PPD PK yang diminta Terbilang (13)
Nama dan Nomor Rekening Bank (14)
(195)
, 20 (16)
Mengetahui
Pejabat Kenangan BLUD
(ttd)(17)
(nama lengkap)
NIP
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Petunjuk pengisian formulir rencana penggunaan Surat PPD PK

1) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama provinsi/kabupaten /kota

2) Nomor dus1 dengan nomor Surat PPD PK

3) Nomor dan tanggal DBA/DBAP dus: dengan nomor dan tanggal penetapan
DBA/DBAP untuk pengeluaran pembiayaan

4) Nama tertuju pengeluaran pembiayaan dusi dengan nama tujuan sasaran
pengeluaran pembiayaan

5) Alamat tertuju pengeluaran pembiayaan dust dengan alamat tujuan
sasaran pengeluaran pembiayaan

6) Nama tertuju pengeluaran pembiayaan dusi dengan nama pimpinan
tyjuan sasaran pengeluaran pembiayaan

7) Nama dan nomor rekening bank dus: dengan nama dan nomor rekening
bank darn tujuan sasaran pengeluaran pembiayaan

8) Nomor kontrak dusi dengan nomor kontrak antara BLUD dengan tujuan
sasaran pengeluaran pembiayaan jika ada

9) Deskripst dusi dengan gambaran tentang pengeluaran pembiayaan
menggunakan kalimat yang padat dan singkat

10) Tabel dusi dengan petunjuk sebagai berikut

a jumlah dana DBA/DBAP dusi dengan jumlah dana DBA/DBAP untuk
satu tahun anggaran yang bersangkutan,

b ringkasan anggaran kas dusi dengan ringkasan anggaran kas yang
telah diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yang bersangkutan
Masing-masing anggaran kas per trniwulan, dusikan dalam kolom
kolom yang tersedia Lalu seluruh anggaran kas untuk BLUD yang
bersangkutan dyumlahkan (dus: pada tempat bertanda Il Rp )

c pada tempat yang disediakan (bertanda I-II Rp ] dusikan hasil
pengurangan jumlah total dana DBA/DBAP untuk satu tahun
anggaran dengan jumlah total dana anggaran kas BLUD triwulan
berkenaan dan triwulan sebelumnya,

d pada kolom disamping kanan Surat PPD PK peruntukan LS dusi
dengan dana yang telah dicairkan untuk keperluan pembayaran LS,

e seluruh dana yang telah dicairkan dyumlahkan dan dusikan pada
tempat dengan tanda II Rp , dan

f Pada tempat dengan tanda II-III Rp Dusikan jumlah hasil
pengurangan dana seluruh anggaran kas berkenaan dengan dana
yang telah di Surat PPD PK kan

11) Tabel dus1 dengan petunjuk sebagai berikut

a kolom kode rekening duisi dengan kode rekening jenis belanja,

b kolom uraian dus: dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah dusikan pada kolom kode rekening, dan

¢ kolom jumlah tidak perlu dusi kecuah pada baris TOTAL

12) Baris TOTAL dusi persis sama sesuail dengan jumlah dana surat PPD PK
yang diminta

13) Dus1 dengan total PPD PK yang diminta

14) Terbilang dusi dengan jumlah terbilang dar1 mlai total

15) Nama dan nomor rekening bank dns1 dengan nama bank beserta rekening
tuyjuan pengeluaran pembiayaan untuk pemindahbukuan dana yang
diminta untuk dicairkan lewat penerbitan surat PPD PKD

16) Nama 1bukota, tanggal, bulan, tahun dusi berdasarkan surat pembuatan
Surat PPD PK

17) Surat PPD PK ditandatangam oleh pejabat keuangan BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP
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V. Surat OPD PK

SURAT OTORISASI PENCAIRAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA )] DANA (OPD) PK
NOMOR (2)
Nomor OBA (3) Dan (8
Tanggal OBA 4
NomorOPD PK (5) Tahun Anggaran 9)
Tanggal OPD PK (6)
BLUD o
Bank/Pos 10)
Hendaklah mencarrkan/memindah bukukan dari Bank Rekening Nomor Uang
Sebesar Rp (11)
)
Kepada (12)
NPWP (13)
No Rekening (14)
Bank/Pos (1)
Untuk (16)
No Kode Rekening Urazan Jumlah
X X X X X XX XXX
XXX X X X X XXX
X X X XX XX XXX
Totall Rp
Potongan
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Iuran Waypb Pegawar** Rp
2 Tabungan Perumahan Pegawar** Rp
3 BPJS Kesehatan Rp
4 Dst ***
Jumlah | Rp
Informas: (potongan pajak tidak mengurang: jumlah pembayaran OPD
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Utang PPh 21/22/23
2 Utang PPN
3
Jumlah Rp
OPD yang dibayarkan
Jumlah Yang diminta Rp (17)
Jumlah Potongan Rp (18)
Jumlah yang dibayarkan Rp (19)
{ )
) 20 (20)
Pemimpin BLUD
Ttd (21)
(nama lengkap)
NIP
**menyesuaikan ketentuan lebih lanjut
*** menyesuatkan ketentuan perundang-undangan

Petunjuk pengisian formulir Surat OPD PK

1) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama Provinsi/kabupaten/kota

2) Nomor dusi dengan nomor surat OPD PK

3) Nomor duist dengan nomor DBA

4) Tanggal dusi dengan tanggal DBA

5) Nomor dust dengan nomor Surat OPD PK

6) Tanggal dus: dengan tanggal Surat OPD PK

7) BLUD dusi dengan nama BLUD yang memproses Surat PPD dan Surat
OPD PK

8) Dan dusi jabatan pemimpin BLUD

9) Tahun anggaran dusi tahun anggaran proses Surat PPD PK dan Surat
OPD PK dilakukan
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10) Bank/pos dusi nama Bank/Pos tempat penyimpanan rekening bank
kas BLUD

11) Uang sebesar dusi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan
lewat penerbitan Surat OPD PK Pengisian disertai dengan jumlah
terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut

12) Kepada dnsi dengan nama tertuju pengeluaran pembiayaan

13) NPWP dus1 dengan NPWP pihak tertuju pengeluaran pembiayaan

14) Nomor rekening dust dengan nomor rekening bank/pos tujuan
pengeluaran pembayaan

15) Bank/pos dust dengan nama bank tempat rekening bank/pos tujuan
pengeluaran pembiayaan

16) Untuk dust dengan narast keperluan pengajuan Surat OPD PK yang di
OPD kan

Pada tabel dusi

a kolom no dusi no urut kode rekening jenis pengeluaran
pembiayaan,

b kolom kode rekening dusi dengan kode rekening pengeluaran
pembiayaan,

¢ kolom uraian dusi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan
kode rekening yang telah dusikan pada kolom kode rekening,
d kolom jumlah tidak perlu dus: kecual pada baris TOTAL, dan
e baris TOTAL dus1 persis sama sesuai dengan jumlah Rp dana Surat
OPD PK yang diminta
17) Jumlah yang diminta dusi dengan jumlah Rp dana Surat OPD PK yang
diminta
18) Jumlah potongan dusi dengan jumlah Rp yang dipotong dari dana
Surat OPD PK yang diminta
19) Jumlah yang dibayarkan dusi dengan jumlah Rp dalam angka dan
huruf yang dibayarkan dan jumlah Rp dana dan Surat OPD PK yang
diminta dikurang: jumlah Rp potongan
20) Nama 1bukota, tanggal, bulan tahun dus: berdasarkan saat pembuatan
Surat OPD PK
21)Surat OPD PK ditandatangami oleh Direktur BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP
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W. Surat PD PK

SURAT PENCAIRAN DANA (SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 1] PD PK) (
NOMOR (2)
Nomor DBA (3) | Dan (8)
Tanggal DBA @)
NomorOPD PK (5)
Tanggal OPD PK 6) | Tahun An
BLUD (o) | Tebun Anggaran ©)
Bank/Pos (10)
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dar1 Bank Rekening Nomor Bank
Sebesar Rp (11)
( )
Kepada (12)
NPWP (13)
No Rekeming (14)
Bank/Pos (15)
Untuk (16)
No Kode Rekening Uraian Jumlah
X X X XX XX XXX
X X X XX XX XXX
X X X XX XX XXX
Total | Rp
Potongan-potongan
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Iuran Wapb Pegawai** Rp
2 Tabungan Perumahan Pegawar*™ Rp
3 BPJS Kesehatan Rp
4 Dst ***
Juml Rp
Informas: (potongan pajak tidak mengurang: jumlah pembayaran SURAT PD PK)
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Utang PPh 21/22/23
2 Utang PPN
Jumlah Rp
SURAT PD yang dibayarkan
Jumlah Yang diminta Rp 17)
Jumlah Potongan Rp (18)
Jumlah yang dibayarkan Rp (19)
( )
, 20 (20)
Pemmmpin BLUD
Ttd(21)
(nama lengkap)
*coret yang tidak perlu NIP

**menyesuaikan ketentuan lebih lanjut
***menyesuaian ketentuan perundang undangan

Petunjuk pengisian formulir SURAT PD PK

1) Provinsi/kabupaten/kota dust dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2) Nomor dusi dengan nomor SURAT PD PK UP/GU/LS

3) Nomor dusi dengan nomor DBA

4) Tanggal dusi dengan tanggal DBA

5) Nomor dusi dengan nomor SURAT PD PK UP/GU/LS

6) Tanggal dnsi dengan tanggal SURAT PPD PK UP/GU/LS

7) BLUD dust dengan nama BLUD yang memproses Surat PPD dan SURAT
PD PK

8) Dari dusi jabatan pemumpin BLUD

9) Tahun anggaran dus: tahun anggaran proses Surat PPD PK dan SURAT
PD PK dilakukan

10) Bank/pos dusi nama Bank/Pos tempat penyimpanan rekening bank kas
BLUD
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11) Uang sebesar dusi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan
lewat penerbitan SURAT PD PK Pengisian disertar dengan jumlah
terbilang dar1 dana yang diminta untuk dicairkan tersebut
12) Kepada dusi dengan nama Bendahara PEngeluaran BLUD untuk
mekamsme UP/GU dan dust dengan nama pihak ketiga (pejabat pengelola
BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD dan Dewan
Pengawas BLUD untuk LS gaji pegawar BLUD NON PNS, honor,
tunjangan, rekap bisa dilampirkan sebagai lampiran SURAT PD PK dan di
SURAT PD PK dusi dengan narasi "terlampir" nama pihak ketiga yang
memberikan jasa atau menjual barang kepada kepada BLUD untuk LS
barang dan jasa untuk mekanisme LS karena SURAT PD PK LS akan
diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara
pengeluaran BLUD
13) NPWP dus1 dengan NPWP bendahara pengeluaran BLUD untuk
mekanisme UP/GU dan dusi dengan NPWP pihak ketiga untuk
mekanisme LS
14) Nomor rekening dus1 dengan nomor rekening bank/pos pejabat pengelola
BLUD, pegawai BLUD, satuan pengawas internal/SPI BLUD dan dewan
pengawas BLUD/pihak ketiga
15) Bank/pos dus1 dengan nama bank tempat rekening bank/pos pejabat
pengelola BLUD, pegawai BLUD, satuan pengawas internal/SPI BLUD dan
dewan pengawas BLUD/pihak ketiga
16) Untuk dusi dengan narasi keperluan pengajuan SURAT PD PK yang di
OPD kan
Pada tabel dusi
a Kolom no dusi no urut kode rekening jenis pengeluaran pembiayaan
b Kolom kode rekening dusi dengan kode rekening pengeluaran
pembiayaan

¢ Kolom uraian dus: dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah dusikan pada kolom kode rekening

d Kolom jumlah tidak perlu dus: kecuali pada baris TOTAL

e Bans TOTAL dus: persis sama sesuai dengan jumlah RP dana Surat
PD PK yang diminta

f Potongan berupa muran wajb pegawai, tabungan perumahan pegawai
dan potongan sejenis lainnya dusi1 dengan ketentuan perundangan
yang berlaku Jumlah potongan ini akan langsung dikurangkan dari
rekening kas BLUD sehingga akan mengurangt jumlah OPD

g Potongan berupa PPN, PPh dan/atau pajak lainnya dus: sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku Jumlah tersebut hanya sebagai
informas:1 dan tidak mengurangi jumlah OPD Meskipun atas
kesepakatan BLUD melakukan pemotongan namun tindakan tersebut
dilakukan atas nama bendahara pengeluaran BLUD

17) Jumlah yang diminta dusi dengan jumlah Rp dana Surat PD PK yang
diminta

18) Jumlah potongan dusi dengan jumlah Rp yang dipotong dari dana Surat
PDPK yang diminta

19) Jumlah yang dibayarkan dus: dengan jumlah Rp dalam angka dan huruf
yang dibayarkan dar jumlah Rp dana dan Surat PDPK yang diminta
dikurangi jumlah Rp potongan

20) Nama 1bukota, tanggal, bulan tahun dus: berdasarkan saat pembuatan
Surat PDPK

21)Surat PD PK ditandatangami oleh Direktur BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP
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X. Register Surat PPD PK, Surat OPD PK dan Surat PD PK

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
BLUD @)
REGISTER SURAT PPD PK, SURAT OPD PK DAN SURAT PD PK

Halaman (3
No Jenis SURAT PPD SURAT OPD SURAT PD Uraian] Jumlah | Status|Keteranga
Pembiayaan| Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
, 20 (5)
Mengetahu
Perumpin BLUD Pejabat Keuangan
(ttd) (6) (ttd)(6)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP NIP

Petunjuk Pengisian Register Surat PPD PK, Surat OPD PK dan Surat PD PK
1) Provinsi/Kabupaten/Kota dust dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2) BLUD dusi nama BLUD yang bersangkutan

3) Halaman dusi angka sesuai banyaknya halaman register yang dibuat

4) Tabel dus1 dengan

9)

6)

a

b

C

k

1

kolom (1) dus1 dengan Nomor Urut Surat PPD untuk pengajuan Surat
OPD,

kolom (2) dusi dengan jenis pembiayaan yang terjadi pada pejabat

keuangan,

kolom (3) dust dengan tanggal Surat PPD PK untuk pengajuan Surat

OPD PK,

kolom (4) dust dengan nomor surat PPD PK untuk pengajuan Surat

OPD PK,

kolom (5) dus1 dengan tanggal Surat OPD PK yang terbit berdasarkan

Surat PPD PK pada baris yang sama,

kolom (6) dusi dengan nomor Surat OPD PK yang terbit berdasarkan

Surat PPD PK pada baris yang sama,

kolom (7) dusi dengan tanggal Surat OPD PK yang terbit berdasarkan

Surat PPD PK pada baris yang sama,

kolom (8) dusi dengan nomor Surat OPD PK yang terbit berdasarkan

Surat PPD PK pada baris yang sama,

kolom (9) dus1 dengan uraian Surat PPD PK, Surat OPD PK dan Surat

PDPK yang diterbitkan,

kolom (10) dust dengan jumlah rupiah Surat PPD PK, Surat OPD PK

dan Surat PD PK yang diterbitkan,

kolom (11) dus: dengan status Surat PPD PK yang sudah dicairkan

atau belum dicairkan, dan

kolom (12) dus1 dengan keterangan tambahan yang diperlukan

Nama 1bukota, tanggal, bulan, tahun dusi berdasarkan saat pembuatan
register Surat PPD PK dan Surat OPD PK

Register Surat PPD PK dan Surat OPD PK ditandatangan: oleh Pejabat
Keuangan BLUD dan Direktur BLUD dengan mencantumkan nama
lengkap dan NIP
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Y. Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. (1)
BUKU KAS UMU\ PEJABAT KEUANGAN BLUD BLUD (2}

Tahun anggaman (3
Periode @
{5)
No No Transaks: Tangegal Kade Rekenung Uraian Penenmaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal
3.3 XX XA KX IHK
XX TR KXIOE
Jumiah {6}
Jumlah saat i, tanggal {7}
@8
Jumlah s/d Bulan lalu
{9) Jumlah saat 1, tanggal {10}
{13)
Sisa Kas
fada hanim tanggal |, Buku Kas Umum di tutup oleh karns dan dit dapat dalam kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp {12)
)13}
Terdin dan {14}
*  Saldo bank
*« Pajak
Mengetahu/menyetupn (15)
Pemumpin BLUD Ttd Pejabat Keuangan BLUD
{nama lengkap) ted
nama len )
NIp N(Ip geop
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Petunjuk pengisian Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD

1) Provinsi/kabupaten/kota dus1 nama dengan
provinsi/kabupaten /kota

2) BLUD dus1 BLUD yang bersangkutan

3) Tahun anggaran dusi tahun anggaran saat Buku Kas Umum Pejabat
Keuangan BLUD disusun

4) Periode dusi masa disusunnya Buku Kas Umum Pejabat Keuangan
BLUD disusun

5) Pengisian 8 (delapan) kolom pada tabel diisi1 dengan cara sebagai
berikut
a kolom (1) dus1 dengan nomor urut transaksi Buku Kas Umum

Pejabat Keuangan (dimulai dart nomor 1 dan seterusnya) Nomor
urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per
pencatatan Maksudnya apabila satu transaks: menghasilkan dua
atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan
seterusnya cukup menggunakan nomor urut transakst yang
pertama kali dicatat,

kolom (2) dust dengan nomor bukt: transaksi,

kolom (3) dusi dengan tanggal transaksi,

kolom (4) dust dengan uraian transaksi,

kolom (5) dust dengan jumlah rupiah transaks! penerimaan,

kolom (6) dus1 dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran, dan

kolom (7) dusi1 dengan jumlah atau saldo akumulasi

6) Jumlah dusi penjumlahan dar kolom penenmaan, pengeluaran dan
saldo *)

7) Jumlah saat 1, tanggal dus: tanggal penutupan Buku Kas Umum
Pejabat Keuangan *)

8) Dusijumlah Rp saldo pada saat penutupan Buku Kas Umum Pejabat
Keuangan *)

9} Dusi jumlah Rp saldo sampai dengan tanggal sebelumnya®*)

10)Jumlah s/d saat ini, tanggal dus1 tanggal penutupan Buku Kas
Pejabat Keuangan *)

11) Dus1 jumlah Rp saldo sampail dengan saat tanggal penutupan Buku
Kas Umum Pejabat Keuangan *)

12) Dus1 tanggal dan jumlah saldo Rp saat penutupan Buku Kas Pejabat
Keuangan *)

13) Dus1 nila1 Rp sisa kas dalam huruf jumlah saldo Rp dengan huruf saat
penutupan Buku Kas Umum Pejabat Keuangan *)

14) Dus1 jumlah saldo Rp yang dirinct menurut jumlah tunai, saldo bank
dan surat berharga beserta jumlah panjar dan pajak saat penutupan
Buku Kas Umum Pejabat Keuangan *)

15) Tanda tangan ditandatangan: oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan
Pemimpin BLUD disertai nama lengkap?*)

*) dus1 hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
BLUD

m -0 00 g

146



Z. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA

PENERIMAAN BLUD
BLUD
PERIODE
A Penennmaan Rp
1 Saldo awal Rp
2 Tunat melalui bendahara penenimaan Rp
3 Melalui ke rekening bendahara penenimaan Rp
4 Melalui ke rekening kas BLUD Rp
B Jumlah penenimaan yang harus disetorkan (Al +A2+A3) Rp
C Jumlah penyetoran/pengeluaran Rp
1 Penyetoran Le rekening kas BLUD Rp
2 Pengeluran lamn-lain Rp
D Saldo kas di Bendahara Rp
Menyetuyui stanggal
Permimpin BLUD Bendahara Penenmaan BLUD
(ttd) {ttd)
{nama jelas) {nama jelas)
NIP NIp

AA. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

BLUD
Tahun Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah

Total
Uang Persediaan Awal Periode
Uang Persediaan Akhir Periode

,Tanggal
Bendahara Pengeluaran BLUD
(ttd)
{nama jelas)
NIP

Petunjuk pengisian LPJ UP

1)
2)
3)
4)

o)

Judul dust dengan nama provinsi/kabupaten/kota, nama BLUD yang
bersangkutan dan tahun anggaran

Kolom kode rekening dusi dengan kode rekening mulai dar1 kode rekening
kegiatan, belanja sampai dengan sub rincian objek

Kolom uraian dusit dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai
dengan sub rincian objek

Kolom belanja dusi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode
rekening setiap sub rincian objek belama

Kolom tanda tangan dusi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran
BLUD disertai nama jelas
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BB. Laporan Penutupan Kas Bulanan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan Tahun

Kepada Yth

D1 tempat

Dengan memperhatikan Peraturan gubernur/Bupati/Walikota No Tahun mengenai

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, bersama i kami sampaikan laporan penutupan

kas bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran BLUD
ada

lah

sejumlah Rp dengan rincian sebagat berikut

Kas di1 Bendahara Pengeluaran

A 1 Saldo awal bulan tanggal Rp
A 2 Jumlah Penerimaan Rp
A 3 Jumlah Pengeluaran Rp
A 4 Saldo akhir bulan tanggal Rp

Saldo di akhir bulan tanggal terdiri dar saldo di kas bendahara pengeluaran sebesar Rp
yang terdir: dar1

1 Saldo kas tuna: sebesar Rp
2 Saldo kas rekening bendahara sebesar Rp
3 Saldo pajak sebesar Rp

Pemiumpmn BLUD
Tanda tangan

{nama jelas)
NIP
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

CC. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (SPJ Belanja Bulanan)

PEMERINTAH ROVINSI/KABUPATEN/KOTA

{SPJ BELANJA BULANAN)

BLUD
Penumpin BLUD
Bendahara Pengeluarin BLUD
g.xll:m Anggran
an
Jumlah SPJ-LS Gt SPJ -LS Barang & Jasa SPJ UP/GU Jumlah SPJ Sisa Pasu
Kode Rekening Uruan An sd Bulan Bulan In: sd Bulan | sd Bulan | Bulanln: | sd Bulan | sd Bulan | Bulanlm | sd Bulan | (LS+UP/GU) Anmr::n
geran Lalu 1 Lalu 1 Lalu 1 s d bulan im =~
1 2 3 4 5 6={4+3) 7 8 9={7+8) 10 11 12={10+11) | 13-{6+3+12) 14 ={3-13)
TR XX XK FX. IO
X3 XL XK IO,
JUMLAH
PENERIMAAN
-SP2D/SPD
-Potongan Pajal-
a PPN
b PPh21
C___PPh22
d PPh23
-Lamn laun
Jumlah Penenmaan
Jumlah SPJ-LS Gan SPJ -LS Baring & Jaan SPJ UP/GU - Jn?'ﬂa[.h)'p %J
s S s sd Bulan T
Kode Reken.ng Uraian Anggaran s d!.fl?xm Bulan 1m sd fnmm dLﬁlalan Bulan Int d. fnula.n a.dljlt;lan Bulan In1 B g.&a 3;)1
1 2 3 4 5 6={4+5) 7 8 9={7+8} 10 11 12=10+11 13={6+9+12)
PENGELUARAN
-SP2D/SPD
~-Potongan Pualr
a. PPN
b PPh21
C PPh22
d__ PPh23
-Lain laun
Jumilah Perenmaan
Saldo Kas
Jumlah Setoran
Saldo Akhyr
Menyetuyue tanggal
Pemmpin BLUD Bendahara Pe(xtltgde’l.uam BLUD
ttd)
(tmma‘. lengkap) {nama lengkap)
NIP NIP
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Cara pengisian SPJ Bulanan

1) Judul dus: dengan nama provinsi/kabupaten/kota, nama BLUD yang
bersangkutan, nama Pemimpin BLUD, nama bendahara pengeluaran
BLUD, tahun anggaran dan bulan

2) Kolom 1 dusi dengan kode rekening

3} Kolom 2 dusi dengan uraian nama kode rekening

4) Kolom 3 dusi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD
atas masing masing kode rekening

5) Kolom 4 dusi dengan jumiah PPD atas pembayaran LS gajp dan
tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu

6) Kolom S dusi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS gan dan
tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampa1 dengan bulan 1n1

7) Kolom 6 dusi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS gaji dan
tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan 11

8} Kolom 7 dusi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS Pihak Ketiga dan
tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu

9) Kolom 8 dusi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS Pihak Ketiga dan
tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan 1

10) Kolom 9 dusi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS pihak ketiga dan
tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan 1n1

11) Kolom 10 dusi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU
sampat dengan bulan lalu

12) Kolom 11 dusi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU
bulan 1

13)Kolom 12 dusi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU
sampai dengan bulan 1m

14) Kolom 13 dusi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU
sampai1 dengan bulan 1m

15) Kolom 14 dusi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari
jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
LS/UP/GU sampai dengan bulan im
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DD. Pelaporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ()
(2
LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 3)

No

Uralan Jumlah {Rp)} Bertambah/Berkurang

Anggaran Realisas Realisast

dalam DPA | s/d (4) Reahfif‘ © | s/da (g Rp %
lalu nt

2 (5 3 (6 4 5 (8 6-(4+5) (9) |7=(3-5) 10[8=(6/3)x100 (11)

PENDAPATAN
Jasa layanan
hibah

hasil kerjasama
lain lain
pendapatan BLUD
yang sah

Jumlah

BELANJA
BELANJA
OPERASI

belanja pegawaut
belanja barang
dan jasa

belanja bunga
belanja lain-lain
BELANJA MODAL
belanja peralatan
dan mesin

belanja gedung
dan bangunan
belanja lain, irigasi
dan jaringan
belanja asset tetap
lainnya

belanja aset
lainnya

Jumlah

Surplus/Defisit

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

perhutungan sisa
lebih perhitungan
anggaran tahun
anggaran
sebelumnya (SILPA)
Divestasi
penerimaan
utang/pimiaman

Jumlah|

Pembiayaan netto

Sisa lebth
pembiayaan
anggaran tahun
berkenaan (SILPA)

20
Mengetahu
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)
(nama lengkap)

Petunjuk pengisian laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan

1) Provinsi/kabupaten/kota dusi dengan nama
provinsi/kabupaten /kota

2) Dusi nama BLUD

3) Tahun anggaran dus: dengan tahun anggaran yang berkenaan

4) Kolom 1, dust dengan nomor urut pendapatan, belanja dan

pembiayaan
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5)

6)
)
8)

9

Kolom 2, dusi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan

a pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya dnkuti dengan uraian jenis pendapatan pendapatan
diterinma oleh BLUD,

b belanja diawahh dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam operasi dan belanja modal,
dalam kelompok belanja operas: diuraikan ke jenis jenis belanmja
dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis jenis belanja,
dan

¢ untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uralan
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dalam kelompok
pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan

Kolom 3, dusi dengan anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan

dalam DPA BLUD

Kolom 4 dusi dengan realisast anggaran pendapatan, belanja,

pembiayaan bulan bulan sebelumnya

Kolom 5 dusi dengan realisasi anggaran pendapatan, belanja,

pembiayaan bulan berkenaan

Kolom 6 dust dengan realisasi anggaran pendapatan, belanja

pembiayaan bulan bulan sebelumnya ditambah dengan bulan

berkenaan

10)Kolom 7 dusit dengan selisth anggaran pendapatan, belanja,

pembiayaan dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan

11)Kolom 8 dust dengan persentase antara anggaran pendapatan,

belanja, pembiayaan dibandingkan dengan realisasi pendapatan,
belanja, pembiayaan dikalikan 100
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EE. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
(2)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) NOMOR  (3)

1 Nama Badan Layanan Umum Daerah 4
2 Kode Organmisasi (5)
3 Nomor/Tanggal DPA SKPD 6)
4 Kegiatan (7)
Yang bertanda tangan di bawah (8)

Menyatakan bahwa saya yang bertanda tangan atas semua realisas: pendapatan yang
telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima serta pembiayaan,
yang dananya bersumber dan jasa layanan, hibah, basil kerjasama dan lain-lain pendapatan

BLUD yang sah dan digunakan langsung pada bulan 9)
tahun anggaran (10) (laporan realisas: pendapatan, belanja dan pembiayaan
terlampir)

Bukti bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas Apabila di kemudian han terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab
sepenuhnya atas kerugian daerah di maksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan
ketentuan perundang undangan

Demikian surat pernyataan i dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan
pengesahan reahsasi pendapatan, belanja dan pembiayaan

) 20 (11)
Pemimpin Badan Layanan
Umum Daerah

{ttd)
{nama lengkap)
NIP

Petunjuk pengisian Surat Pertangggungjawaban

1) Dusi nama provinsi/kabupaten/kota

2) Dusi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

3) Dusi nomor SPTJ unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

4) Dusi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

5) Dusi kode organisasi unit pelaksana tekms dinas/badan daerah

6) Dusi nomor dan tanggal DPA SKPD yang bersangkutan

7) Dusi kode kegiatan

8) Dusi nama kepala unit teknis dinas/badan daerah

9) Dusi1 bulan berkenaan

10) Dust tahun berkenaan

11) Dusi tempat, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan dan NIP Pemimpin
BLUD
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FF. Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1

154

(2)
LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN (3)
Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang)
No Uraian Anggaran dalam DPA Reahsasis/d (4) lalu Realisas1  (5) m Realisasis/d  (6) m Rp
14 2 _(5) 3 (6 4 (7 5 (8 6=(4+5) (9) 7=(3-5) (10 8=(6/3) (11}
PENDAPATAN
Jasa layanan
Hibah
Hasil Kerjasama
Lam lain Pendapatan BLUD vang sah
Jumlah
BELANJA BELANJA OPERASI
Belanja Pegawau
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja lain-lain
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Ingasi dan janngan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset lainnya
Jumlah
Surplus/Defisit
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SILPA}
Divestas:
Penenmaan Utang/Pinjaman
Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran pokok utang/pinjaman
Jumlah
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
{SILPA)
20 (12)
Pemimpin Badan layanan Umum Daerah Mengetahu (ttd)
(ttd) Kepala SKPD/PPKD
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP NIP




GG. SP3BP

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
(2)
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Tanggal (3) Nomor 4)
Kepala SKPD (5) Memohon kepada
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah
1 Saldo bulan sebelumnya* Rp 6)
2 Pendapatan Rp ()
3 Belanja Rp (8
4 Pembiayaan netto* Rp 9)
S Penyesuaian Rp (10)
6  Saldo bulan berkenaan Rp (11)
Untuk bulan (12) Tahun Anggaran (13)
Dasar Pengesahan Urusan Orgamisasi nama BLUD
(14) (15)
Program, Kegiatan
XX *xx (16)
Pendapatan Belanja
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
(17) Rp {18) (19) Rp {20)
Jumlah Pendapatan Rp (21) Jumiah Belanja Ro (22)
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
(23) Rp (24) (25) Rp (26)
Jumlah Penerimaan Rp (27) Jumlah Pengeluaran Rp (28)
Pembiayaan Pembiayaan
Jumlah Penyesuaian Rp (29) umlah Lebth Rp (30)
Lebih Penyesuaian
, 20 (31)
Kepala (32)

(ttd)
(nama lengkap) NIP

Petunjuk pengisian surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja

dan pembiayaan (SP3BP) BLUD

1) Dusi provinsi/kabupaten/kota

2) Dus1 unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

3) Dusi tanggal SP3BP BLUD

4) Dusl nomor SP3BP BLUD

5) Dus1 SKPD Provinsi/kabupaten/kota

6) Dusi jumlah saldo akhir pada SP3BP BLUD bulan berikutnya Khusus
untuk saldo bulan januar1 Tahun anggaran 20xx dusi jumlah nihil
dalam rangka pengajuan SP3BP BLUD

7) Dusi jumlah pendapatan yang diterima dalam kas BLUD

8) Dusi jumlah belanja yang telah dibayar dalam kas BLUD

9) Dus1 jumlah pembiayaan netto

10) Dus1 jumlah penyesuaian

11) Dnsi saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja)

12) Dusi periode bulan berkenaan

13) Dust tahun anggaran berkenaan

14) Dus1 dasar penerbitan SP3BP BLUD, antara lam Nomor Peraturan
Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPA
SKPD Dinas terkait

15) Duis1 dengan kode urusan, organisasi dan
pelaksana teknis dinas/badan daerah terkait

16) Dus1 kode program dan kegiatan SJPD Dinas terkait

17) Dusi kode rekening pendapatan

18) Dus1 jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan

19) Dust kode rekening belanja

20) Dusi jumlah nomnal rupiah untuk kode rekening belama

21) Dusi1 jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening pendapatan
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22) Dusi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening belanja

23) Dus1 kode rekening penerimaan pembiayaan

24)Dust jumlah nominal rupiah untuk kode rekenng penerimaan
pembiayaan

25) Dus1 kode rekening pengeluaran pembiayaan

26)Dus1 jumlah nomunal rupiah untuk kode rekening pengeluaran
pembiayaan

27) Dus1 jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening penerimaan
pembiayaan

28) Dusi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening pengeluaran
pembiayaan

29) Dusi jJumlah nominal rupiah jumlah lebih penyesualan

30) Dusi jumlah nominal rupiah jumlah kurang penyesuaian

31) Dus1 tempat, tanggal, bulan, tahun

32) Dus1 nama kepala SKPD terkait

HH. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP)

LOGO DAERAH
SURAT PENGESAHAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BELANJA DAN
PEMBIAYAAN BLUD
(1) Nama (7)
2) BUD/Kuasa BUD Tanggal 8)
Nomor 9
Tahun Anggaran (10}
Nomor 3)
Tanggal @
Kode BLUD S
Nama BLUD 6)
telah disahkan pendapatan dan belanja segumlah
Saldo bulan sebelumnya* Rp (11)
Pendapatan Rp (12)
Belanja Rp (13)
Saldo bulan berkenaan* Ro (14)
Penerimaan Pembiayaan Rp (195)
Pengeluaran Pembiayaan Rp (16)
Pembiayaan Netto Penyesuanan Rp (17)
SILPA Rp (18)
Ro (19)
, 20 (20)
(21)
(tanda tangan)
(namalengkap)
NIP

*1s1salah satu untuk penggunaan SILPA tahun sebelumnya

Petunjuk pengisian surat pengesahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan (SP3BP) BLUD

1) Dus: provinsi/kabupaten/kota

2) Dusi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

3) Dusi nomor SP2BP BLUD

4) Dus1 tanggal SP2BP BLUD

5) Dusi kode unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
6) Dusi nama unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
7) Dusi nama BUD /kuasa BUD

8) Dusi tanggal penerbitan SP2BP BLUD

9) Dusi nomor penerbitan SP2BP BLUD

156



10) Duis1 tahun anggaran penerbitan SP2BP BLUD

11) Dus1 jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3BP BLUD

12) Duis1 jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3BP BLUD

13) Dus1 jumlah belanja yang tercantum dalam surat SP3BP BLUD

14) Dust jumlah saldo berkenaan yang tercantum dalam surat SP3BP
BLUD

15) Dusi jumlah penerimaan pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP
BLUD

16) Dus: jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP
BLUD

17) Dus1 jumlah pembiayaan netto yang tercantum dalam SP3BP BLUD

18) Dus1 jumlah penyesuaian yang tercantum dalam surat SP3BP BLUD

19) Dus:1 jumlah SILPA tahun berkenaan yang tercantum dalam SP3BP
BLUD

20) Dus1 tempat, tanggal, bulan, tahun

21) Dus1 nama jabatan (BUD/Kuasa BUD)

BUPATI PACITAN
ttd

INDRATA NUR BAYUAJI
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